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i Buku Referensi 

KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Hukum Tenaga Kerja dan 

Industri (HTKI) dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan 

kepada keluarga, para sahabat, kerabat, dan semua pihak yang telah 

mendukung serta membantu proses penyelesaian buku ini. Buku ini 

disusun penulis dengan dasar fikir bahwa keberadaan tenaga kerja dan 

pengusaha menjadi faktor yang krusial dalam dunia Industri terutama di 

Indonesia.  

Hak dan kewajiban secara seimbanglah yang harus diperoleh dari 

pekerja dan pengusaha. Tanpa pekerja, pengusaha tidak bisa menjalankan 

usahanya dengan baik tanpa pengusaha para pekerjapun tidak 

mendapatkan incam untuk memenuhi kebutuhannya, untuk itu dibutuhkan 

pedoman dalam mengatur pengusaha dan pekerja agar tidak bisa bertindak 

sesukanya ketika melaksanakan kewajiban dan hak-hak di tempat kerja. 

Oleh karena itu, sangat perlu ada aturan yang secara khusus mengatur 

hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Di Indonesia, hukum yang 

secara khusus mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha 

mutlak harus ada dan dilaksanakan karena Indonesia secara sadar telah 

memilih hukum sebagai landasan bernegara, bukan kekuasaan. Semua 

hubungan yang menyangkut hak dan kewajiban harus diatur oleh hukum, 

sehingga pelanggaran atas hak dan kewajiban tersebut kemudian dinilai 

oleh hukum mana yang benar dan mana yang salah, sehingga masing-

masing dari pelanggar harus mampu dan mau mempertanggungjawabkan 

di hadapan hukum Indonesia.  

Landasan utama ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah 

UU Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan PERPU NO 6 tahun 2023 

serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



 ii  Hukum Tenaga Kerja  dan Industri 

Industri 

sebagai sumber hukum atau sebagai dasar negara. Dalam kutipan salah 

satu pasal UUD 1945  berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak 

memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak”. Tidak seorangpun 

boleh melakukan perbuatan yang tidak layak, pekerja dan pengusaha harus 

sama-sama melakukan perbuatan yang layak sebagai manusia dan warga 

negara yang taat hukum.  

Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal ihwal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah kerja. Didalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha 

mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak 

pekerja tersebut diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan 

yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk 

mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama 

dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang 

sesuai dengan harkat dan martabatnya, hak untuk mendapatkan 

perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 

Buku ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperdalam ilmu 

tentang hukum ketenaga kerjaan Indonesia, cetakan pertama bukum ini 

disesuaikan dengan peraturan hukum tenaga kerja yang berlaku saat ini. 

Semoga hadirnya buku hukum tenaga kerja Indonesia dapat memberikan 

sedikit banyak pemahaman tentang hukum tenaga kerja dan industri bagi 

mahasiswa serta seluruh masyarakat pada umumnya.    

 

Salam Hormat  

 

 

Tim Penulis 
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1 Buku Referensi 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

Hukum Tenaga Kerja dan Industri adalah cabang hukum yang 

mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja serta menciptakan 

kerangka hukum yang melindungi hak dan kepentingan keduanya. Dalam 

konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi, peran hukum tenaga kerja 

dan industri menjadi semakin penting untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang adil, seimbang, dan produktif. Hukum ini tidak hanya mengatur aspek 

kontrak kerja, tetapi juga memperhatikan isu-isu seperti upah minimum, 

keamanan dan kesehatan kerja, serta hak untuk bergabung dalam serikat 

pekerja. Dalam paragraf ini, akan dijelaskan pentingnya hukum tenaga 

kerja dan industri dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara 

pengusaha dan pekerja serta menjaga keadilan dalam dunia kerja. 

Salah satu aspek penting dari Hukum Tenaga Kerja dan Industri 

adalah perlindungan hak-hak pekerja. Hak-hak ini meliputi hak atas upah 

yang adil dan layak, jam kerja yang wajar, cuti yang sesuai, dan 

perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Melalui 

regulasi yang ketat, hukum tenaga kerja dan industri bertujuan untuk 

mencegah eksploitasi tenaga kerja dan memastikan bahwa pekerja 

diperlakukan dengan adil dan menghormati martabat mereka sebagai 

manusia. Selain itu, hukum tenaga kerja dan industri juga menciptakan 

kerangka hukum untuk mengatur hubungan industrial antara pengusaha 

dan serikat pekerja. Hak untuk bergabung dalam serikat pekerja dan untuk 

melakukan negosiasi bersama merupakan hak yang dijamin oleh hukum. 

Ini memungkinkan pekerja untuk bersatu dan menuntut hak-hak mereka 

secara kolektif, meningkatkan kekuatan tawar dalam perundingan dengan 

pengusaha. Dengan demikian, hukum tenaga kerja dan industri 
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memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan antara 

majikan dan pekerja, menghindari monopoli kekuasaan dan memastikan 

distribusi yang lebih adil dari keuntungan ekonomi. 

Hukum tenaga kerja dan industri juga mengatur tanggung jawab 

pengusaha terhadap keamanan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. 

Pengusaha berkewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman 

dan sehat, serta untuk memberikan pelatihan dan perlindungan yang 

diperlukan kepada pekerja. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah 

kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, serta 

untuk memastikan bahwa pekerja dapat bekerja dalam kondisi yang layak 

dan mendukung produktivitas mereka. Di samping itu, hukum tenaga kerja 

dan industri juga menangani isu-isu kompleks seperti pemutusan 

hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan. Regulasi yang jelas dan adil 

diperlukan untuk mengatur proses pemutusan hubungan kerja, memastikan 

bahwa pekerja yang di-PHK diberi kompensasi yang layak dan 

perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, hukum ini juga menciptakan 

mekanisme penyelesaian sengketa antara pengusaha dan pekerja, baik 

melalui mediasi, arbitrase, atau melalui proses peradilan. 

Hukum Tenaga Kerja dan Industri merupakan instrumen penting 

dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja 

serta menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif. 

Melalui regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas, 

hukum tenaga kerja dan industri bertujuan untuk menghasilkan hubungan 

industrial yang harmonis dan saling menguntungkan, di mana kedua belah 

pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sambil menjaga 

keadilan dan martabat manusia. 

 

A. Pengenalan Buku 

Secara historis, perkembangan Hukum Tenaga Kerja dan Industri 

mencerminkan evolusi masyarakat industri. Pada abad ke-19, Revolusi 

Industri memunculkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi. 

Tinjauan sejarah ini akan merinci perubahan legislasi yang muncul sebagai 
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respons terhadap kondisi kerja yang buruk, pekerjaan anak-anak, dan 

gerakan serikat pekerja yang berkembang. Perkembangan Hukum Tenaga 

Kerja dan Industri mencerminkan evolusi kompleks dalam dinamika 

ekonomi, teknologi, dan hubungan antara pengusaha dan pekerja. Seiring 

dengan perubahan dalam tatanan global, terjadi penyesuaian yang terus 

menerus dalam regulasi yang mengatur dunia kerja. Salah satu tren yang 

signifikan adalah perluasan perlindungan hak-hak pekerja, yang bertujuan 

untuk memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi semua individu 

yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini termasuk pengenalan upah 

minimum, regulasi jam kerja, dan perlindungan terhadap diskriminasi di 

tempat kerja. Perkembangan ini sering kali merupakan respons terhadap 

tekanan dari gerakan pekerja, serikat pekerja, dan organisasi hak asasi 

manusia yang memperjuangkan keadilan sosial dalam hubungan 

industrial. 

Hukum tenaga kerja dan industri juga harus beradaptasi dengan 

cepat terhadap kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi yang terus 

berlanjut. Kemunculan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan platform 

digital telah mengubah cara kerja secara mendasar, menciptakan tantangan 

baru terkait dengan hak-hak pekerja dan keseimbangan kekuasaan antara 

pengusaha dan pekerja. Dalam beberapa kasus, teknologi telah 

memungkinkan praktik kerja fleksibel seperti pekerjaan lepas dan kontrak 

sementara, yang membutuhkan penyesuaian dalam regulasi untuk 

memastikan perlindungan sosial yang memadai dan jaminan pekerjaan 

yang layak. 

Di samping itu, kesadaran akan dampak lingkungan dari aktivitas 

industri telah meningkat, mendorong pengembangan regulasi yang 

memperhitungkan keberlanjutan dalam dunia kerja. Regulasi ini 

mencakup upaya untuk mengurangi emisi karbon, membatasi limbah 

industri, dan mendorong praktik produksi yang ramah lingkungan. Seiring 

dengan itu, perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja di 

tempat kerja juga menjadi fokus, dengan pengusaha berkewajiban untuk 

menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua 

karyawannya. Perkembangan dalam hukum tenaga kerja dan industri juga 
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mencakup peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja. Dalam rangka mengatasi tantangan yang kompleks dalam dunia 

kerja yang terus berubah, dialog sosial dan negosiasi bersama menjadi 

semakin penting. Kolaborasi ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat 

untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, 

mempromosikan keadilan dan stabilitas dalam hubungan industrial. 

Namun, sementara ada perkembangan yang positif, ada juga 

tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan dan keadilan 

dalam dunia kerja. Tren kerja fleksibel, meskipun memberikan kebebasan 

bagi beberapa pekerja, juga dapat meningkatkan ketidakpastian dan 

ketidakstabilan ekonomi bagi yang lain. Selain itu, perubahan teknologi 

juga menimbulkan kekhawatiran akan pengangguran struktural dan 

pergeseran tenaga kerja, memerlukan pemikiran kreatif tentang kebijakan 

yang mendukung pelatihan keterampilan dan transisi yang lancar ke 

ekonomi yang berbasis pengetahuan. Dengan demikian, dalam 

menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks dalam dunia kerja, 

hukum tenaga kerja dan industri harus terus berkembang dan beradaptasi. 

Penting bagi pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi 

masyarakat sipil lainnya untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan 

yang mampu mengatasi tantangan baru dan menciptakan lingkungan kerja 

yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi semua. 

 

1. Relevansi Hukum Tenaga Kerja dan Industri 

Relevansi Hukum Tenaga Kerja dan Industri tidak hanya terbatas 

pada ranah hukum, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. 

Dalam masyarakat yang semakin terglobalisasi dan terhubung secara 

digital, tantangan baru muncul, seperti ketidakpastian pekerjaan, hak-hak 

pekerja dalam ekonomi gig, dan dampak teknologi terhadap struktur 

pekerjaan (Arntz et al., 2016). Hukum Tenaga Kerja dan Industri memiliki 

relevansi yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara pengusaha 

dan pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. 

Dalam era dinamika ekonomi dan perubahan teknologi yang cepat, peran 

hukum ini menjadi semakin vital. Pertama-tama, hukum tenaga kerja dan 
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industri memberikan kerangka kerja yang jelas bagi hak dan kewajiban 

pengusaha serta pekerja. Ini mencakup ketentuan tentang upah minimum, 

jam kerja, cuti, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan di 

tempat kerja. Dengan adanya regulasi ini, pekerja dilindungi dari 

eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pengusaha, serta diberikan kepastian 

hukum tentang hak-hak mereka. 

Selain itu, relevansi hukum tenaga kerja dan industri juga 

tercermin dalam peranannya dalam menciptakan keseimbangan kekuatan 

antara pengusaha dan pekerja. Regulasi seperti hak untuk bergabung dalam 

serikat pekerja dan untuk melakukan negosiasi bersama memberikan 

wadah bagi pekerja untuk bersatu dan menuntut hak-hak mereka secara 

kolektif. Hal ini membantu mengurangi ketidakseimbangan kekuatan 

antara majikan dan pekerja, sehingga menghasilkan hubungan kerja yang 

lebih adil dan saling menguntungkan. 

Hukum tenaga kerja dan industri juga relevan dalam konteks 

adaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekonomi. Dengan kemajuan 

teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi, dunia kerja 

mengalami transformasi yang signifikan. Regulasi harus mampu 

menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap 

terlindungi dan bahwa ada keadilan dalam pembagian manfaat dari inovasi 

teknologi dan ekonomi baru. Ini termasuk perlindungan terhadap 

pemutusan hubungan kerja yang tidak adil dan penyesuaian upah serta 

keamanan kerja dengan perkembangan baru dalam industri. Selain itu, 

hukum tenaga kerja dan industri juga relevan dalam mempromosikan 

keberlanjutan lingkungan di tempat kerja. Di tengah kekhawatiran akan 

dampak lingkungan dari aktivitas industri, regulasi yang 

memperhitungkan keberlanjutan menjadi semakin penting. Pengusaha 

harus mematuhi standar lingkungan yang ketat, memastikan bahwa 

produksi mereka tidak merusak lingkungan dan tidak membahayakan 

kesehatan pekerja. 

 

 

2. Keterbatasan dan Ruang Lingkup 
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Dalam menyusun buku referensi ini, penulis mengakui bahwa isu-

isu ketenagakerjaan sangat dinamis. Oleh karena itu, buku ini mungkin 

tidak mencakup semua aspek secara mendalam, dan pembaca diundang 

untuk terlibat dalam penelitian lebih lanjut. Selain itu, batasan geografis 

tertentu dapat mempengaruhi aplikabilitas sebagian materi di berbagai 

yurisdiksi. 

 

3. Metode dan Sumber Informasi 

Penulisan buku referensi ini didasarkan pada tinjauan literatur 

yang cermat dan studi kasus yang relevan. Sumber-sumber utama meliputi 

perundang-undangan ketenagakerjaan, putusan pengadilan terkait, riset 

akademis, dan publikasi resmi pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa buku ini memiliki dasar yang kuat dan dapat 

diandalkan. 

 

B. Pentingnya Hukum Tenaga Kerja 

Pentingnya Hukum Tenaga Kerja (HTK) mencuat sebagai pilar 

utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di dunia kerja. HTK 

membuktikan peran krusialnya dalam melindungi hak-hak pekerja, 

membentuk hubungan kerja yang adil, dan memberikan kontribusi positif 

terhadap pembangunan ekonomi. Sebagai landasan, buku ini akan 

menggali secara mendalam aspek-aspek ini, memberikan wawasan yang 

diperlukan untuk memahami kompleksitas HTK dalam masyarakat 

modern (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2003). 

Adapun pentingnya hukum tenaga kerja yaitu: 

1. Perlindungan Pekerja 

2. Pembentukan Hubungan Kerja yang Seimbang 

3. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi 

4. Tantangan dan Perubahan Kontemporer 

 

 

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Buku 
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1. Tujuan Buku 

a. Membahas Fondasi Konseptual Hukum Tenaga Kerja dan Industri  

b. Memfasilitasi Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Pekerja 

dan Pengusaha 

c. Mendorong Kesadaran akan Perlindungan Tenaga Kerja 

d. Menyoroti Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Penegakan 

Hukum 

2. Ruang Lingkup Buku 

a. Aspek-aspek Hukum Tenaga Kerja yang Dibahas 

Ruang lingkup buku ini mencakup aspek-aspek kunci dari Hukum 

Tenaga Kerja dan Industri. Ini termasuk hak dan kewajiban 

pekerja, perundingan kolektif, sengketa tenaga kerja, dan 

perlindungan terhadap diskriminasi.  

b. Implikasi Teknologi dan Globalisasi dalam Konteks HTKI 

Buku referensi ini juga akan mencakup implikasi teknologi dan 

globalisasi dalam konteks Hukum Tenaga Kerja dan Industri. 

Perubahan-perubahan ini memberikan tantangan baru bagi regulasi 

ketenagakerjaan, dan buku ini akan menyelidiki bagaimana hukum 

dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi 

untuk melindungi hak-hak pekerja. 

c. Studi Kasus dan Contoh Nyata 

Buku referensi ini akan mencakup studi kasus dan contoh nyata 

untuk memberikan ilustrasi praktis tentang penerapan Hukum 

Tenaga Kerja dan Industri dalam situasi dunia nyata. Dengan 

menghadirkan contoh-contoh konkret, buku ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana 

hukum ini bekerja dalam konteks industri yang beragam. 

d. Tinjauan terhadap Perubahan Terkini dan Tantangan dalam HTKI 

Ruang lingkup buku juga mencakup tinjauan terhadap perubahan 

terkini dan tantangan dalam Hukum Tenaga Kerja dan Industri. Hal 

ini termasuk respons terhadap perubahan teknologi, tren 

globalisasi, dan isu-isu kontemporer seperti pekerjaan gig. Dengan 
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memahami konteks yang terus berubah, pembaca dapat mengenali 

relevansi dan signifikansi dari evolusi Hukum Tenaga Kerja. 

 

D. Struktur Buku 

Struktur buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman 

komprehensif tentang Hukum Tenaga Kerja dan Industri (HTKI). Dengan 

membagi materi menjadi bab-bab yang terinci, buku ini memandu 

pembaca melalui perjalanan yang logis dan teratur, mulai dari sejarah 

HTKI hingga isu-isu terkini. Setiap bab  dirancang untuk memberikan 

wawasan mendalam dan kontekstual, menciptakan buku yang informatif 

dan relevan untuk berbagai pembaca (Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia, 2003).   
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BAB II 
SEJARAH HTKI 

 

 

A. Latar Belakang 

Latar belakang sejarah Hukum Tenaga Kerja dan Industri (HTKI) 

melibatkan evolusi panjang regulasi yang mengatur hubungan antara 

pekerja dan pengusaha. Sejak awal revolusi industri hingga pembentukan 

negara-negara modern, perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial telah 

mendorong perlunya standar hukum untuk melindungi hak-hak pekerja. 

Salah satu tonggak sejarah penting dalam pengembangan HTKI di 

Indonesia adalah periode 1945-1950, saat bangsa ini meraih kemerdekaan. 

Konstitusi 1945, sebagai landasan hukum utama, memuat prinsip-prinsip 

yang mendorong perlindungan hak-hak pekerja. Meskipun demikian, 

implementasi nyata dari prinsip-prinsip ini memerlukan upaya lebih lanjut 

dalam rangka penyusunan undang-undang yang konkret dan aplikatif. 

Perubahan signifikan dalam sejarah HTKI terjadi pada awal Orde 

Baru (1966-1998). Pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1957 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang 

Keselamatan Kerja. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kondisi 

kerja, undang-undang ini sering dianggap sebagai upaya untuk 

mengendalikan gerakan buruh dan serikat pekerja. Era ini juga 

menyaksikan pembentukan Departemen Tenaga Kerja yang memperkuat 

peran pemerintah dalam mengawasi hubungan industri. 

Sejarah HTKI selanjutnya menyaksikan perubahan dramatis 

dengan Reformasi pada tahun 1998. Pada era Reformasi, kebebasan 

berorganisasi dan berserikat diakui sebagai hak konstitusional. Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
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menjadi tonggak penting, menegaskan kembali hak-hak pekerja untuk 

membentuk serikat pekerja. Reformasi ini menciptakan iklim yang lebih 

demokratis dalam hubungan industri dan menempatkan pekerja sebagai 

mitra sejajar dengan pengusaha. 

 

B. Masa Perbudakan 

Masa perbudakan merupakan salah satu periode bersejarah yang 

menandai eksploitasi ekstrem terhadap manusia. Pada konteks Hukum 

Tenaga Kerja dan Industri (HTKI), masa perbudakan memainkan peran 

penting dalam membentuk prinsip-prinsip perlindungan pekerja dan hak 

asasi manusia (Campbell, 1975).  

 

1. Latar Belakang Masa Perbudakan 

Masa perbudakan mencakup rentang waktu yang luas dan 

melibatkan berbagai masyarakat dan budaya. Praktik perbudakan sudah 

ada sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia, termasuk Mesir Kuno, 

Yunani, dan Romawi. Di Amerika, perbudakan menjadi elemen sentral 

dalam pembangunan ekonomi kolonial, terutama dalam industri pertanian 

seperti tanaman pangan dan kapas. Perbudakan di Amerika Serikat 

mencapai puncaknya selama abad ke-19. Praktik ini menjadi dasar 

ekonomi di sebagian besar negara selatan, di mana budidaya tanaman 

perdagangan besar seperti kapas membutuhkan jumlah tenaga kerja yang 

besar. Perbudakan tidak hanya mencakup pemisahan keluarga dan 

kehidupan yang keras, tetapi juga mengakibatkan penganiayaan fisik dan 

psikologis yang mendalam terhadap para budak. 

 

2. Regulasi dan Hukum dalam Masa Perbudakan 

Sejak awal, perbudakan tidak diatur oleh hukum yang melindungi 

hak dan martabat manusia. Sebaliknya, praktik perbudakan didukung oleh 

undang-undang dan kebijakan yang mengekang kebebasan individu. Di 

Amerika Serikat, perbudakan dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi, 

terutama dengan adanya Klause Kompromi Tiga Lima dan Dred Scott 
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Decision, yang menetapkan bahwa orang yang dijadikan budak dianggap 

sebagai properti, bukan warga negara yang memiliki hak-hak 

konstitusional. 

Seiring berjalannya waktu, gerakan abolisionis muncul, 

menentang perbudakan dan memperjuangkan hak-hak manusia untuk 

semua individu. Undang-Undang Emansipasi pada tahun 1863 dan 

Amandemen Kelima Belas pada tahun 1870 di Amerika Serikat adalah 

langkah-langkah awal untuk mengakhiri praktik perbudakan dan 

memberikan hak-hak sipil dan politik kepada orang-orang kulit hitam. 

Internasional, berbagai konvensi dan perjanjian mulai muncul pada 

abad ke-19, menciptakan dasar hukum yang melarang perbudakan dan 

mengakui hak-hak asasi manusia. Perjanjian seperti Konvensi Jenewa 

tentang Perbudakan (1926) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 

(1948) menjadi tonggak penting dalam menetapkan standar hak asasi 

manusia dan penolakan terhadap praktik perbudakan. 

 

3. Dampak Masa Perbudakan terhadap Hukum Tenaga Kerja dan 

Industri 

Perjuangan melawan perbudakan memunculkan kesadaran tentang 

perlunya regulasi dan hukum yang melindungi kebebasan dan martabat 

individu di tempat kerja. Konsep hak asasi manusia, termasuk hak untuk 

bebas dari eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, dan hak untuk bekerja 

dalam kondisi yang aman dan manusiawi, menjadi pijakan utama dalam 

pembentukan regulasi tenaga kerja modern (Follett  et al., 2011). 

a. Prinsip Anti-Diskriminasi 

Perbudakan sering kali didasarkan pada diskriminasi rasial dan 

etnis. Pengalaman perbudakan memicu kesadaran akan perlunya 

melawan diskriminasi dan memastikan hak-hak yang setara bagi 

semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Prinsip-

prinsip anti-diskriminasi menjadi integral dalam regulasi tenaga 

kerja yang kemudian muncul (Finkelman, 2014). 
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b. Perlindungan Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja 

Kondisi kerja yang keras dan merugikan bagi budak mengilhami 

dorongan untuk menciptakan standar kesejahteraan dan 

keselamatan kerja. Prinsip-prinsip ini melibatkan hak pekerja 

untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan 

kompensasi yang adil. Aspek ini kemudian diterjemahkan dalam 

regulasi ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja, upah, dan 

perlindungan kesejahteraan pekerja (Johnson, 2008). 

c. Pentingnya Organisasi Pekerja 

Perlawanan terhadap perbudakan juga mengakibatkan pengakuan 

akan pentingnya organisasi pekerja dan serikat buruh sebagai alat 

untuk melawan eksploitasi dan menegakkan hak-hak pekerja. Hak 

untuk berserikat dan berkumpul secara bebas menjadi nilai sentral 

dalam regulasi tenaga kerja modern (Steinfeld, 2001). 

 

C. Masa Perhambaan 

Masa Perhambaan membawa dampak besar pada dinamika 

hubungan kerja dan kehidupan sosial. Dalam periode ini, individu 

dianggap sebagai milik orang lain, terikat dalam sistem yang merampas 

kebebasan dan martabat.  

 

1. Konteks Sejarah Masa Perhambaan 

Masa perhambaan merupakan suatu periode kelam dalam sejarah 

manusia, di mana individu-individu diperdagangkan, dimiliki, dan 

dieksploitasi sebagai objek kepemilikan. Pemahaman tentang masa 

perhambaan melibatkan analisis terhadap asal usul, perkembangan, 

dampak sosial, dan bagaimana peristiwa ini membentuk landasan hukum 

dan etika yang berkaitan dengan hubungan kerja dan tenaga kerja (Bales, 

2012). Sejarah perhambaan meliputi periode panjang di mana jutaan orang 

dari berbagai suku, budaya, dan wilayah di seluruh dunia diperbudak dan 

dieksploitasi secara sistematis oleh penguasa kolonial, negara, atau 

individu yang kuat. Praktik perbudakan telah ada sejak zaman kuno dan 
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terus berlanjut hingga abad ke-19, ketika gerakan abolisionis mulai muncul 

secara signifikan.  

Perhambaan mengakibatkan penderitaan yang tak terperi, di mana 

manusia dianggap sebagai barang dagangan, dipisahkan dari keluarga 

mereka, dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang mengerikan. 

Konteks sejarah perhambaan mencakup perdagangan budak trans-Atlantik 

yang mengirimkan jutaan orang dari Afrika ke Amerika, perbudakan di 

Amerika Serikat yang menjadi dasar bagi ekonomi negara bagian selatan, 

serta praktik perbudakan di koloni-koloni Eropa di Afrika, Asia, dan 

Amerika. Meskipun perhambaan secara formal telah dihapuskan di banyak 

negara pada abad ke-19 dan ke-20, warisan sejarah masa perhambaan tetap 

terasa dalam bentuk ketidaksetaraan sosial, rasisme, dan ketidakadilan 

sistemik yang masih ada di berbagai belahan dunia hingga saat ini. 

 

2. Asal Usul dan Perkembangan Masa Perhambaan 

Praktik perhambaan dapat ditemukan dalam berbagai konteks 

sepanjang sejarah. Pada zaman kuno, budak sering kali dihasilkan dari 

hasil perang, di mana penaklukan suku-suku atau bangsa-bangsa 

mengakibatkan perbudakan terhadap yang kalah. Perhambaan memiliki 

akar yang dalam dalam sejarah manusia, dimulai dari zaman kuno hingga 

masa modern. Asal usulnya dapat ditelusuri ke berbagai budaya dan 

peradaban kuno di seluruh dunia, termasuk Mesir Kuno, Yunani Kuno, 

Roma Kuno, dan berbagai kebudayaan di Afrika, Asia, dan Amerika. 

Namun, praktik perhambaan mulai terorganisir secara sistematis dengan 

kolonialisasi dan perdagangan global pada abad ke-15 hingga ke-19. 

Perdagangan budak trans-Atlantik adalah salah satu contoh paling 

terkenal, di mana jutaan orang Afrika dibawa secara paksa ke Amerika 

sebagai budak untuk bekerja di perkebunan dan tambang. Di Amerika, 

perhambaan mendukung ekonomi negara bagian selatan, sementara di 

wilayah kolonial lainnya, perhambaan memberi keuntungan besar bagi 

penjajah Eropa. Meskipun gerakan abolisionis telah mengakhiri 

perhambaan secara formal di banyak negara pada abad ke-19, praktik 

perbudakan dan eksploitasi manusia masih terjadi di berbagai bentuk di 
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seluruh dunia hingga saat ini, menunjukkan bahwa warisan masa 

perhambaan masih berdampak dalam berbagai aspek masyarakat global. 

 

3. Pengaruh Perhambaan terhadap Pembentukan Hukum dan 

Etika 

Pengalaman perhambaan memberikan dampak yang mendalam 

terhadap perkembangan hukum dan etika. Pembahasan mengenai hak asasi 

manusia, martabat individu, dan keadilan sosial muncul sebagai respons 

terhadap kekejaman dan pelanggaran hak yang sistematis selama periode 

perhambaan. Pengalaman perhambaan telah membentuk pandangan 

masyarakat tentang keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab 

sosial. Dampaknya masih terasa dalam bentuk undang-undang, norma, dan 

nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia hingga saat ini. Pertama-tama, 

pengalaman perhambaan telah mempercepat perkembangan hukum 

internasional yang melindungi hak asasi manusia. Kehadiran gerakan 

abolisionis di abad ke-18 dan ke-19 memberikan momentum bagi 

pengesahan perjanjian internasional yang melarang perhambaan, seperti 

Konvensi Jenewa tentang Perbudakan 1926 dan Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini menunjukkan bahwa 

perjuangan melawan perhambaan telah memberikan landasan bagi 

pengembangan hukum internasional tentang hak asasi manusia. 

Di samping itu, pengalaman perhambaan juga telah membentuk 

etika dan moralitas masyarakat modern. Perlawanan terhadap perhambaan 

mendorong refleksi mendalam tentang keadilan dan kemanusiaan, memicu 

munculnya gerakan-gerakan moral yang menentang segala bentuk 

penindasan dan eksploitasi manusia. Nilai-nilai seperti kesetaraan, 

kebebasan, dan martabat manusia menjadi landasan bagi pembentukan 

hukum dan etika yang menghormati hak-hak individu dan menolak segala 

bentuk penindasan. Selain itu, pengalaman perhambaan juga 

menempatkan tanggung jawab sosial yang besar pada masyarakat dan 

pemerintah untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut. Melalui 

pendidikan, kampanye kesadaran, dan penguatan lembaga penegak 

hukum, upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai 
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kemanusiaan dan hukum internasional tentang hak asasi manusia 

ditegakkan dengan kuat. Namun, warisan perhambaan juga menunjukkan 

bahwa tantangan dalam melawan penindasan dan eksploitasi manusia 

masih ada. Praktik perbudakan modern, perdagangan manusia, dan pekerja 

migran yang dieksploitasi adalah contoh nyata bahwa perjuangan untuk 

menegakkan keadilan dan hak asasi manusia masih berlangsung. 

 

4. Hak Asasi Manusia dan Martabat Individu 

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang diadopsi oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 secara eksplisit 

menyatakan bahwa "tidak ada yang boleh diperbudak atau diperlakukan 

sebagai budak". Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat 

pada setiap individu secara universal, tidak tergantung pada ras, agama, 

jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. HAM meliputi hak-hak dasar 

seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Salah satu aspek 

kunci dari HAM adalah martabat individu, yang mengacu pada pengakuan 

bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan layak dihormati sebagai 

manusia. Martabat individu menjamin bahwa setiap orang memiliki hak 

untuk diakui, dihormati, dan dilindungi dalam segala aspek kehidupannya. 

Hal ini termasuk hak untuk hidup dengan layak, bebas dari perlakuan yang 

merendahkan martabat, dan memiliki akses yang sama terhadap 

kesempatan dan sumber daya. Dalam konteks HAM, martabat individu 

menjadi dasar bagi pengembangan dan perlindungan hak-hak lainnya, 

karena setiap tindakan atau kebijakan yang merusak atau melanggar 

martabat individu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. 

Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan dan melindungi HAM juga 

merupakan upaya untuk memastikan pengakuan dan penghormatan 

terhadap martabat setiap individu, sehingga masyarakat dapat berkembang 

secara adil, damai, dan berkelanjutan. 

Dalam konteks Hukum Tenaga Kerja dan Industri, prinsip-prinsip 

hak asasi manusia dan pengakuan terhadap martabat individu memainkan 

peran sentral dalam pembentukan regulasi dan praktik-praktik kerja. 

Hukum tenaga kerja dan industri bertujuan untuk melindungi hak-hak 
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pekerja serta memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan martabat 

dan keadilan di tempat kerja. Hak asasi manusia menjadi dasar bagi 

pembentukan hukum tenaga kerja yang adil dan inklusif. Misalnya, hak 

untuk bebas dari diskriminasi, hak atas upah yang layak, dan hak untuk 

bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat merupakan prinsip-prinsip 

yang diatur oleh hukum tenaga kerja. Melalui regulasi ini, pengakuan 

terhadap hak asasi manusia di tempat kerja ditegakkan, sehingga setiap 

individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan 

perlindungan yang sama terhadap eksploitasi. 

Pengakuan terhadap martabat individu memandu praktik-praktik 

manajemen sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Pengusaha 

diharapkan untuk menghormati dan memperlakukan pekerja dengan adil 

dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan mereka. Ini mencakup 

memberikan upah yang layak, menyediakan kondisi kerja yang aman, dan 

menghindari praktek-praktek yang merendahkan martabat pekerja. Selain 

itu, hubungan industrial yang berkelanjutan dan harmonis juga didasarkan 

pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pengakuan terhadap martabat 

individu. Serikat pekerja, sebagai wakil dari pekerja, berperan dalam 

memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dipertahankan oleh 

pengusaha. Negosiasi bersama antara serikat pekerja dan pengusaha sering 

kali mencakup diskusi tentang upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya 

yang menghormati martabat pekerja. Kekejaman yang dialami oleh budak 

dalam kondisi kerja yang keras dan merugikan mendorong pemikiran 

tentang perlindungan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Dalam upaya 

mencegah eksploitasi dan memastikan kondisi kerja yang manusiawi, 

prinsip-prinsip ini menjadi bagian integral dari regulasi ketenagakerjaan 

modern. 

 

5. Perubahan Paradigma dan Kepatuhan Internasional 

Pengalaman perhambaan membawa perubahan paradigma dalam 

pemikiran tentang hak asasi manusia dan keadilan. Di tingkat 

internasional, konvensi dan perjanjian dibentuk untuk melarang 

perhambaan dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya. Konvensi ILO No. 29 
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tentang Paksaan atau Kerja yang Wajib dan Konvensi ILO No. 105 tentang 

Penghapusan Paksaan atau Kerja yang Wajib adalah contoh bagaimana 

pengalaman perhambaan memberikan inspirasi untuk mengembangkan 

norma-norma internasional yang mengatur hubungan kerja. 

 

6. Pengakhiran Perhambaan dan Pengaruhnya pada 

Ketenagakerjaan Modern 

Proses pengakhiran perhambaan di berbagai bagian dunia 

melibatkan perjuangan dan perubahan sosial yang signifikan. Meskipun 

bentuk-bentuk kerja paksa masih ada di beberapa tempat, upaya 

internasional untuk mengakhiri praktik ini terus berlanjut. Pengakhiran 

perhambaan telah memberikan dampak yang signifikan pada 

ketenagakerjaan modern. Gerakan abolisionis yang gigih telah mengakhiri 

praktik perhambaan secara formal di banyak negara pada abad ke-19, yang 

menghasilkan perubahan besar dalam paradigma ketenagakerjaan. 

Pengaruhnya dapat dilihat dalam beberapa aspek. 

Pertama, pengakhiran perhambaan mendorong munculnya 

regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif. Undang-undang dan 

konvensi internasional telah diperkenalkan untuk melindungi hak-hak 

pekerja dan mencegah eksploitasi, termasuk hak atas upah yang layak, jam 

kerja yang wajar, dan keamanan kerja. Selain itu, pengakhiran perhambaan 

juga memperkuat kesadaran akan martabat dan hak asasi manusia di 

tempat kerja. Nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan menjadi lebih terpatri 

dalam budaya kerja modern, memandu praktik-praktik manajemen sumber 

daya manusia yang bertanggung jawab dan mempromosikan lingkungan 

kerja yang inklusif. Selanjutnya, gerakan abolisionis telah mendorong 

pembentukan serikat pekerja dan gerakan buruh yang kuat. Serikat pekerja 

memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan 

memastikan bahwa pengusaha mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang 

ada. 

Pengakhiran perhambaan telah mengubah lanskap 

ketenagakerjaan modern dengan memperkuat perlindungan hak asasi 

manusia, meningkatkan kesadaran akan martabat individu, dan 
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memperkuat peran serikat pekerja dalam memperjuangkan keadilan di 

tempat kerja. Meskipun tantangan terus ada, pengaruh pengakhiran 

perhambaan telah membawa perubahan positif yang berdampak luas pada 

dunia kerja saat ini. 

 

D. Masa Peruluran 

Masa peruluran, yang dikenal sebagai "Horigheid" di Eropa dan 

"PerkHorigheid" di beberapa wilayah Asia, adalah sistem kerja paksa yang 

melibatkan ketergantungan ekonomi dan sosial yang ekstrem antara petani 

dan tuan tanah (Brass, 2015).  

 

1. Horigheid di Eropa 

Horigheid merupakan sistem kerja paksa di Eropa yang mencakup 

hubungan antara para petani dan tuan tanah. Pada Abad Pertengahan, 

sebagian besar penduduk di Eropa hidup dalam lingkungan feodal, di mana 

tanah merupakan sumber kekuatan dan kekayaan utama. Para petani sering 

kali terikat pada tanah yang dimiliki oleh tuan tanah, dan mereka harus 

memberikan sebagian besar hasil panen dan sumber daya lainnya sebagai 

bentuk sewa kepada tuan tanah (Currie  &  Hartwell, 1965). Dalam sistem 

Horigheid, petani memiliki status hukum yang rendah dan terikat pada 

tanah tempat mereka tinggal. Mereka tidak dapat meninggalkan tanah 

tersebut tanpa izin tuan tanah, dan pada gilirannya, mereka menawarkan 

tenaga kerja mereka kepada tuan tanah.  

 

2. PerkHorigheid di Asia 

Di beberapa wilayah Asia, terutama di India dan Cina, sistem 

serupa dikenal dengan istilah PerkHorigheid. Sistem ini terkait dengan 

tradisi agraris yang kuat dan hierarki sosial yang melibatkan tuan tanah 

dan para petani. Dalam konteks PerkHorigheid, para petani tidak hanya 

terikat oleh ketergantungan ekonomi, tetapi juga oleh norma-norma sosial 

dan budaya yang mengekang kebebasan mereka (Bose, 2006). Pada tingkat 

dasar, para petani terikat pada tanah yang dimiliki oleh tuan tanah, dan 
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mereka harus memberikan sebagian besar hasil panen sebagai pembayaran 

sewa.  

 

3. Implikasi Sosial dan Ekonomi 

Kedua sistem ini memiliki dampak yang mendalam terhadap 

struktur sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkannya. 

Dalam sistem Horigheid di Eropa, keterikatan petani pada tanah dan tuan 

tanah menghasilkan ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi 

kekayaan dan kekuasaan. Para petani, sebagai kelompok yang 

terpinggirkan, memiliki akses terbatas terhadap keuntungan dan 

kemungkinan untuk meningkatkan status sosial mereka (Mehta  et al., 

2019). 

 

4. Perbandingan dengan Sistem Lain 

Sistem Horigheid dan PerkHorigheid memiliki kesamaan dengan 

sistem kerja paksa lainnya di dunia. Sebagai contoh, kedua sistem ini dapat 

dibandingkan dengan sistem feudal di Jepang, di mana terdapat keterikatan 

ekonomi dan sosial antara tuan tanah dan petani. Sistem ini diwakili oleh 

kelas samurai yang memiliki tanah dan menuntut pelayanan kerja dari 

petani sebagai bentuk pembayaran sewa (Patnaik, 2004). 

 

5. Perubahan Sistem dan Abolisi 

Pada akhirnya, baik Horigheid di Eropa maupun PerkHorigheid di 

Asia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor 

seperti perkembangan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan politik 

memainkan peran dalam meruntuhkan sistem-sistem tersebut. Proses 

abolisi (penghapusan) secara resmi mungkin melibatkan reformasi agraria, 

undang-undang, atau bahkan revolusi yang mengubah struktur kekuasaan 

dan hubungan ekonomi (Tomich, 2016). Di Asia, proses abolisi sering kali 

terkait dengan perubahan politik dan gerakan sosial. Contohnya adalah 

reformasi agraria di India setelah kemerdekaannya pada 1947,yang 

berusaha menghapuskan sistem PerkHorigheid dan memberikan tanah 

kepada para petani. 
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6. Warisan dan Pembentukan Hukum Tenaga Kerja 

Warisan Horigheid dan PerkHorigheid masih dapat ditemukan 

dalam perkembangan hukum tenaga kerja di berbagai wilayah. 

Pengalaman ketergantungan dan eksploitasi dalam kedua sistem ini 

memberikan dasar untuk pemikiran tentang perlindungan hak-hak pekerja 

dalam regulasi tenaga kerja modern.  

 

7. Keterkaitan dengan Konsep Ketenagakerjaan Modern 

Masa peruluran, baik dalam bentuk Horigheid di Eropa maupun 

PerkHorigheid di beberapa wilayah Asia, mencerminkan bentuk ekstrim 

dari ketergantungan ekonomi dan sosial antara tuan tanah dan petani. 

Sistem ini memiliki dampak mendalam terhadap struktur sosial, ekonomi, 

dan budaya di tempat-tempat di mana mereka diterapkan.  

 

E. Pekerjaan Rodi (Gotong Royong) 

Pekerjaan rodi, atau sering disebut sebagai kerja paksa, adalah 

bentuk eksploitasi tenaga kerja yang melibatkan pemaksaan individu untuk 

bekerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat rendah, seringkali dalam 

kondisi yang tidak manusiawi. Pekerjaan rodi telah hadir dalam berbagai 

bentuk di berbagai tempat dan periode sejarah, memainkan peran yang 

signifikan dalam perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, 

hukum tenaga kerja, dan perjuangan melawan eksploitasi pekerja. 

 

1. Konteks Sejarah Pekerjaan Rodi 

Pekerjaan rodi dapat ditemukan dalam berbagai konteks sepanjang 

sejarah manusia. Pada masa lalu, bentuk kerja paksa seperti perbudakan 

dan sistem feudal menyertakan unsur-unsur pekerjaan rodi. Pada abad ke-

19 dan awal abad ke-20, terutama selama periode industrialisasi, praktik 

kerja paksa semakin terorganisir dalam skala besar di pabrik-pabrik dan 

pertambangan. Perbudakan di Amerika Serikat, di mana jutaan orang 

Afrika dibawa sebagai budak untuk bekerja di ladang-ladang kapas dan 

tembakau, adalah salah satu contoh ekstrem dari pekerjaan rodi (Wetterö, 
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2015). Selain itu, dalam sistem feodal Eropa, para petani sering kali terikat 

pada tanah tuan tanah dan diwajibkan untuk memberikan sebagian besar 

hasil panen sebagai bentuk pembayaran sewa. 

 

2. Bentuk-bentuk Pekerjaan Rodi 

Berikut adalah beberapa bentuk pekerjaan rodi yang pernah ada: 

a. Perbudakan Tradisional 

Bentuk ini mencakup praktik perbudakan di berbagai belahan 

dunia pada masa lalu, di mana individu dianggap sebagai properti 

dan diperdagangkan seperti barang (Bales &  Soodalter, 2010). 

Contohnya adalah perbudakan di Amerika Serikat dan praktik 

perbudakan di dunia kuno. 

b. Perbudakan Seksual 

Pekerjaan rodi sering kali juga terkait dengan eksploitasi seksual. 

Individu, terutama perempuan dan anak-anak, dapat dipaksa untuk 

bekerja dalam industri seks atau di bawah ancaman pelecehan 

seksual. 

c. Kerja Paksa di Pabrik dan Pertambangan 

Selama periode industrialisasi, pekerjaan rodi tersebar luas di 

pabrik-pabrik dan pertambangan. Buruh sering kali bekerja dalam 

kondisi yang berbahaya dan menerima upah yang sangat rendah 

(Davidson, 2015). 

d. Perbudakan Modern 

Pekerjaan rodi masih hadir dalam bentuk modern di berbagai 

bagian dunia. Hal ini bisa termasuk bentuk kerja paksa di sektor 

pertanian, pabrik, atau layanan domestik. 

 

3. Pengaruh Pekerjaan Rodi terhadap Hukum Tenaga Kerja 

Pekerjaan rodi memiliki dampak yang signifikan terhadap 

perkembangan hukum tenaga kerja dan perjuangan hak asasi manusia. 

Pada abad ke-19, gerakan abolisionis muncul untuk mengakhiri praktik 

perbudakan, mengakibatkan perubahan dalam hukum dan norma sosial. Di 

Amerika Serikat, Perang Saudara yang melibatkan pertempuran untuk atau 
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melawan perbudakan adalah contoh kritis bagaimana pekerjaan rodi 

memunculkan perubahan politik dan hukum. 

 

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerjaan Rodi 

Perlindungan hukum terhadap pekerjaan rodi berkembang seiring 

dengan perubahan sosial dan pemahaman tentang hak asasi manusia. 

Beberapa konvensi internasional yang menciptakan kerangka hukum 

melawan pekerjaan rodi antara lain: 

a. Konvensi ILO No. 29 tentang Paksaan atau Kerja yang Wajib 

(1930) 

Konvensi ini menciptakan kerangka hukum untuk mengatasi 

praktik kerja paksa dan perbudakan modern. Konvensi ini 

menetapkan bahwa pekerjaan rodi dalam segala bentuk dan 

manifestasinya harus dihapuskan. 

b. Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Paksaan atau Kerja 

yang Wajib (1957) 

Konvensi ini menyatakan tujuan untuk menghapuskan kerja paksa 

atau kerja yang wajib dalam segala bentuk dan manifestasinya. 

Mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif 

untuk menghapuskan praktik-praktik ini. 

c. Protokol 2014 Terkait dengan Konvensi ILO No. 29 (1930) 

Protokol ini, yang diadopsi pada tahun 2014, memberikan 

kerangka hukum tambahan untuk melawan kerja paksa dan kerja 

yang wajib. Protokol ini menguatkan perlindungan terhadap 

korban dan mendorong kerja sama internasional dalam memerangi 

pekerjaan rodi. 

 

5. Tantangan dalam Memerangi Pekerjaan Rodi 

Meskipun ada kerangka hukum yang memerangi pekerjaan rodi, 

tantangan dalam memberantas praktik ini tetap besar. Beberapa tantangan 

utama meliputi: 
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a. Ketidakpatuhan dan Penegakan Hukum 

Implementasi hukum sering kali menghadapi kendala dalam 

bentuk ketidakpatuhan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penegakan 

hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitas norma-norma 

yang ada (Lincoln &  Dean, 2012). 

b. Ketidaksetaraan Struktural 

Ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat dan ekonomi dapat 

menciptakan lingkungan di mana pekerjaan rodi tetap bertahan. 

Peningkatan kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan akses ke 

sumber daya dapat memperburuk masalah ini (Allain, 2008). 

c. Globalisasi dan Rantai Pasokan 

Praktik pekerjaan rodi sering tersembunyi dalam rantai pasokan 

global. Globalisasi ekonomi dapat menyulitkan identifikasi dan 

penanganan kasus pekerjaan rodi di berbagai negara. 

 

6. Perjuangan Aktivis dan Organisasi Hak Asasi Manusia 

Perjuangan aktivis dan organisasi hak asasi manusia memiliki 

peran penting dalam memerangi praktik kerja rodi. Mereka mengadvokasi 

untuk perlindungan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan, dan 

menekan pemerintah dan institusi internasional untuk mengambil tindakan 

konkret. Aktivis dan organisasi ini sering melakukan kampanye kesadaran 

publik, penyelidikan, advokasi hukum, serta menyediakan dukungan dan 

perlindungan bagi korban. Melalui kampanye kesadaran publik, mereka 

berusaha mengungkapkan kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi dalam 

praktik kerja rodi, menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan 

tekanan untuk perubahan. Penyelidikan yang dilakukan oleh organisasi 

hak asasi manusia juga membantu mengungkap kasus-kasus pelanggaran, 

memberikan bukti yang kuat untuk advokasi dan penegakan hukum. 

Selain itu, aktivis dan organisasi hak asasi manusia berperan dalam 

advokasi hukum, memperjuangkan pembentukan atau penguatan undang-

undang dan regulasi yang melindungi pekerja dari eksploitasi dan 

penindasan. Mereka juga bekerja untuk memastikan penegakan hukum 

yang efektif terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi 
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ini juga memberikan dukungan langsung kepada korban kerja rodi, 

termasuk layanan konseling, bantuan hukum, tempat perlindungan, dan 

pelatihan keterampilan untuk membantu mereka mendapatkan kembali 

kemerdekaan dan martabat mereka. 

 

7. Dampak Pekerjaan Rodi terhadap Individu dan Masyarakat 

Pekerjaan rodi tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga 

dampak psikologis dan sosial yang serius. Individu yang terlibat dalam 

pekerjaan rodi sering kali mengalami kondisi kerja yang merugikan, 

kehilangan kebebasan pribadi, dan seringkali menjadi korban kekerasan 

fisik dan seksual (Link  &  Broomall, 2016). Secara individu, pekerjaan 

rodi dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang serius. 

Pekerja sering kali ditempatkan dalam kondisi kerja yang berbahaya dan 

tidak manusiawi, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang tidak 

layak. Mereka rentan terhadap penyalahgunaan, pemerasan, dan perlakuan 

yang tidak adil dari majikan mereka. Dampaknya juga dapat terasa dalam 

hal kesehatan mental, di mana pekerja sering mengalami stres, depresi, dan 

kecemasan karena kondisi kerja yang buruk dan ketidakpastian masa 

depan. 

Pekerjaan rodi juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat. 

Praktik ini sering kali terkait dengan penindasan, ketidaksetaraan, dan 

pelanggaran hak asasi manusia. Ini dapat menghasilkan ketidakstabilan 

sosial, ketegangan antar-kelas, dan konflik dalam masyarakat. Selain itu, 

pekerjaan rodi juga dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, 

dengan membatasi akses pekerja terhadap pendidikan, pelatihan, dan 

kesempatan kerja yang lebih baik. Pekerjaan rodi merupakan bentuk 

eksploitasi manusia yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu bagi 

individu dan merusak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Upaya untuk mengakhiri praktik ini memerlukan komitmen bersama dari 

pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk 

memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik bagi semua 

orang.   
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BAB III  
DASAR-DASAR HUKUM TENAGA 

KERJA INDONESIA 

 

 

A. Undang-Undang Ketenagakerjaan Dari Masa Ke Masa 

Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, sebagai landasan 

utama dalam mengatur hubungan kerja, telah mengalami evolusi yang 

mencolok dari masa ke masa. Sejak diberlakukan, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 menjadi pilar dalam regulasi ketenagakerjaan, 

mencerminkan perubahan mendalam dalam pendekatan terhadap hak-hak 

pekerja dan hubungan industrial. Transformasi terus berlanjut dengan 

adanya amandemen terbaru pada tahun 2020, menunjukkan respons 

pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Sebagai landasan hukum utama pada awal periode ini, Undang-

Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tahun 2003 menjadi 

pijakan untuk perlindungan hak-hak pekerja dan pengaturan hubungan 

industrial di Indonesia. Undang-undang ini melibatkan aspek penting 

seperti perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta penyelesaian 

sengketa. Seiring berjalannya waktu, upaya reformasi dalam undang-

undang ketenagakerjaan menjadi urgensi. Amandemen terhadap UU 

Ketenagakerjaan melibatkan revisi substansial terhadap beberapa pasal 

kunci, dengan fokus pada perlindungan pekerja informal, fleksibilitas 

ketenagakerjaan, dan peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa.  
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Sejalan dengan tren global menuju kesetaraan gender, undang-

undang ketenagakerjaan di Indonesia semakin mengakui pentingnya 

pemberdayaan pekerja perempuan. Langkah-langkah untuk mengatasi 

diskriminasi gender dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan 

dalam lingkungan kerja menjadi perhatian serius. Selain itu, dalam upaya 

meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran, regulasi 

ketenagakerjaan juga mengalami perubahan. UU No. 18 Tahun 2017 

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan dasar hukum 

yang kuat untuk memastikan hak-hak pekerja migran dihormati dan 

dilindungi, termasuk hak atas upah yang adil, keamanan, dan 

kesejahteraan. 

 

2. Pengaturan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi COVID-19 

Masa pandemi COVID-19 membawa tantangan baru dalam 

hubungan ketenagakerjaan. Respons pemerintah melibatkan langkah-

langkah khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pekerja. 

Regulasi sementara dan kebijakan insentif diimplementasikan untuk 

menanggapi dampak ekonomi yang signifikan, termasuk pemberian 

bantuan kepada pekerja terdampak. Pandemi COVID-19 telah 

menghadirkan tantangan yang besar bagi pengaturan ketenagakerjaan di 

seluruh dunia. Pemerintah dan lembaga terkait di banyak negara telah 

merespons dengan cepat untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial 

yang ditimbulkan oleh pandemi ini. 

Salah satu respons utama adalah pengenalan kebijakan-kebijakan 

darurat yang menyangkut ketenagakerjaan, seperti lockdown, pembatasan 

perjalanan, dan penutupan bisnis non-esensial. Langkah-langkah ini 

bertujuan untuk memperlambat penyebaran virus, tetapi pada saat yang 

sama, juga berdampak pada lapangan kerja dan kondisi kerja. Pengaturan 

ketenagakerjaan selama pandemi COVID-19 juga mencakup kebijakan 

terkait fleksibilitas kerja, dukungan ekonomi bagi pekerja yang terdampak, 

dan langkah-langkah keselamatan di tempat kerja. Banyak negara telah 

memperkenalkan program jaminan sosial, bantuan pengangguran, dan 

subsidi upah untuk membantu pekerja yang terkena dampak langsung dari 



27 Buku Referensi 

pandemi. Selain itu, pengaturan ketenagakerjaan juga mencakup 

peningkatan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, termasuk 

protokol pencegahan COVID-19, seperti penggunaan masker, jaga jarak, 

dan sanitasi yang ditingkatkan. Pengaturan ketenagakerjaan selama 

pandemi COVID-19 terus berubah sesuai dengan perkembangan situasi 

dan pengetahuan baru tentang virus. Tetapi pada intinya, upaya tersebut 

bertujuan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan 

pekerja, sambil menjaga keberlangsungan bisnis dan ekonomi secara 

umum. 

 

3. Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi aspek krusial 

dalam undang-undang ketenagakerjaan. Regulasi semakin menekankan 

perlunya lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Peningkatan perhatian 

terhadap K3 mencakup penerapan standar keamanan yang lebih ketat dan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran K3. K3 merupakan upaya untuk 

melindungi pekerja dari bahaya dan risiko yang mungkin terjadi di tempat 

kerja, serta memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua. 

Undang-undang ketenagakerjaan seringkali mengatur berbagai aspek K3, 

termasuk pengawasan keselamatan, pelatihan, perlindungan terhadap 

bahaya tertentu, dan prosedur penanganan kecelakaan kerja. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa pengusaha bertanggung jawab atas 

kesejahteraan pekerja mereka dan menjaga standar keselamatan tertentu di 

tempat kerja. 

Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan seringkali 

mengharuskan pengusaha untuk menyediakan peralatan pelindung pribadi 

(PPE), mengatur jam kerja yang wajar untuk mencegah kelelahan dan 

kecelakaan, serta menyelenggarakan inspeksi rutin untuk memastikan 

lingkungan kerja tetap aman. Penerapan K3 dalam undang-undang 

ketenagakerjaan juga dapat melibatkan sanksi bagi pelanggar. Jika sebuah 

perusahaan melanggar peraturan K3, mereka dapat dikenai denda atau 

bahkan pencabutan izin usaha, tergantung pada tingkat pelanggaran dan 

dampaknya terhadap pekerja. K3 merupakan aspek penting dalam undang-
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undang ketenagakerjaan karena melindungi hak dan kesejahteraan pekerja 

serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua. Ini 

merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara produktivitas dan 

keamanan, yang menguntungkan baik pekerja maupun pengusaha. 

 

4. Hak Berserikat dan Negosiasi Kolektif 

Hak pekerja untuk berserikat dan melakukan negosiasi kolektif 

menjadi fokus undang-undang ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap 

hak-hak ini diakui sebagai elemen kunci dalam menciptakan hubungan 

industrial yang seimbang. Transformasi ini melibatkan upaya untuk 

meningkatkan hak-hak pekerja, memperkuat perlindungan terhadap 

kelompok rentan, dan mengakomodasi perubahan dalam dunia kerja 

modern. 

 

B. UU dan Peraturan Pemerintah Saat Ini yang Berkaitan Dengan 

Hukum Tenaga Kerja dan Industri 

Perkembangan terbaru dalam hukum tenaga kerja dan industri di 

Indonesia tercermin dalam rangkaian undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang saat ini berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

menjadi poin sentral dalam transformasi ini, mengubah lanskap hukum 

ketenagakerjaan secara signifikan. Peraturan turunan seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2019 juga memberikan panduan lebih 

lanjut terkait ketenagakerjaan, mencerminkan komitmen pemerintah untuk 

menyesuaikan regulasi dengan dinamika perkembangan industri. 

 

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan 

kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menggunakan metode omnibus 
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(omnibus law). Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan 

pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui 

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menetapkan putusan dengan 

amar, antara lain: 

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersryarat sepanjang tidak dimaknai tidak 

dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan 

diucapkan; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih 

tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan 

tenggang waktu yang ditetapkan; dan  

3. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan diucapkan. 

 

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/ 2020 tersebut, telah dilakukan: 

a. menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah 

mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan 

undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang 

bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut maka 

penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode 

yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan.  

b. meningkatkan partisipasi yang bermakna (meaningful 

participation) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk 

didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk 

dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak 

untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang 
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diberikan (right to be explained). Untuk itu Pemerintah Pusat telah 

membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UndangUndang 

Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Satgas UndangUndang 

Cipta Kerja) yang memiliki tungsi untuk melaksanakan proses 

sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. Satgas Undang-Undang Cipta Kerja bersama 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku 

kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai 

wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta 

kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta.  

c. perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 

11 2020 2O2O tentang Cipta Kerja, antara lain adalah huruf yang 

tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, 

dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, 

atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan 

Salah satu poin krusial dalam PP No. 36/2021 adalah peningkatan 

transparansi dalam penetapan upah. Peraturan ini menetapkan metode dan 

kriteria yang lebih terukur dan objektif, termasuk penyesuaian upah 

berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. 

Peningkatan transparansi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan 

kepada semua pihak terkait proses penetapan upah, mengurangi potensi 

ketidakpastian, dan meminimalkan konflik antara pekerja dan pengusaha.  

PP No. 36/2021 juga memperkuat peran Dewan Pengupahan 

sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan 

pengupahan. Dewan Pengupahan diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi yang lebih akurat dan tepat waktu, sejalan dengan 

perkembangan ekonomi dan kebutuhan pekerja. Selain itu, peraturan ini 

mengatur keterlibatan perwakilan pekerja dan pengusaha dalam proses 
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pengambilan keputusan, menciptakan mekanisme dialog sosial yang lebih 

inklusif dan demokratis. 

Pentingnya perlindungan pekerja, terutama yang berada dalam 

sektor informal, juga menjadi fokus PP No. 36/2021. Peraturan ini 

menetapkan dasar-dasar perlindungan terhadap pekerja yang menerima 

upah di bawah standar, termasuk pengaturan mengenai penggunaan sistem 

pengupahan berjenjang untuk pekerja yang baru memasuki pasar kerja. 

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi pekerja di sektor 

informal, yang sering kali rentan terhadap eksploitasi dan ketidaksetaraan. 

 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus 

meningkatkan kesejahteraan pegawai yang berperan penting dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait ketenagakerjaan di 

Indonesia. Melalui perubahan ini, Kementerian Ketenagakerjaan berusaha 

menciptakan sistem insentif yang lebih efektif dan adil, sejalan dengan 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Salah satu aspek penting dari Permenaker No. 22/2019 adalah 

penyesuaian kriteria penerimaan tunjangan kinerja. Perubahan tersebut 

mencakup peningkatan standar evaluasi kinerja, yang diukur dengan 

indikator yang lebih terukur dan obyektif. Peningkatan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada 

pencapaian kinerja yang nyata, mendorong pegawai untuk bekerja lebih 

keras, dan memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik dalam 

menjalankan tugas mereka. 

Selain itu, Permenaker No. 22/2019 juga mengenai penyesuaian 

besaran tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai. Penyesuaian ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab, 

pengalaman kerja, dan kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan 
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strategis Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, peraturan ini 

tidak hanya memberikan insentif yang adil, tetapi juga mendorong 

pengembangan karir yang berkelanjutan bagi para pegawai. 

Selanjutnya, Permenaker No. 22/2019 mengintegrasikan aspek-

aspek baru yang relevan dengan dinamika ketenagakerjaan, seperti 

perubahan kebijakan atau program-program strategis yang 

diimplementasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Fleksibilitas 

peraturan ini memberikan ruang bagi penyesuaian yang cepat dan 

responsif terhadap perkembangan terkini dalam bidang ketenagakerjaan. 

Aspek lain yang perlu ditekankan dari perubahan ini adalah upaya 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program 

tunjangan kinerja. Keterbukaan informasi mengenai kriteria, prosedur, dan 

hasil evaluasi kinerja pegawai menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan 

dapat membangun kepercayaan di antara pegawai, menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat, dan meningkatkan efektivitas organisasi 

secara keseluruhan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial 

Salah satu poin penting dalam UU No. 2/2004 adalah penekanan 

pada penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat. UU ini 

mendorong kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha, untuk 

mencari solusi permasalahan melalui negosiasi yang bersifat musyawarah 

dan mufakat. Pendekatan ini ditempuh untuk menciptakan hubungan 

industrial yang harmonis, dengan harapan dapat mengurangi potensi 

konflik dan pemogokan yang dapat merugikan semua pihak. 

Selain itu, UU No. 2/2004 juga mengatur mekanisme penyelesaian 

perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Jika musyawarah dan 

mufakat tidak dapat dicapai, pihak yang bersengketa dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan tersebut memiliki 

kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan 

pengusaha, dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. 
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Peran serikat pekerja juga diakui dalam UU No. 2/2004. Serikat 

pekerja memiliki peran strategis dalam membela hak-hak pekerja dan 

dapat terlibat dalam proses penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, 

UU ini memberikan legitimasi dan ruang partisipasi yang lebih besar bagi 

serikat pekerja dalam melindungi kepentingan anggotanya. 

Adanya Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(BP2HI) juga menjadi ciri khas UU No. 2/2004. BP2HI bertindak sebagai 

mediator independen yang berfungsi untuk menengahi perselisihan antara 

pekerja dan pengusaha sebelum masuk ke tahap pengadilan. Keberadaan 

BP2HI diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perselisihan 

dan mengurangi beban kerja pengadilan. 

 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh 

Salah satu aspek utama yang diatur oleh UU No. 21/2000 adalah 

hak dasar para pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung 

dalam serikat tersebut. Undang-undang ini mengakui dan melindungi hak 

kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional yang fundamental. 

Dengan demikian, serikat pekerja memiliki peran strategis dalam 

memberikan suara dan mengadvokasi kepentingan pekerja dalam berbagai 

hal, termasuk upah, kondisi kerja, dan hak-hak lainnya. 

UU No. 21/2000 juga menetapkan prosedur pendirian serikat 

pekerja yang transparan dan terbuka bagi semua pekerja. Melalui proses 

yang jelas dan terstandarisasi, undang-undang ini membantu mencegah 

penyalahgunaan dan memastikan bahwa serikat pekerja dibentuk dengan 

mengikuti norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, undang-undang 

ini memberikan pedoman terkait dengan hak dan kewajiban serikat 

pekerja, menciptakan landasan yang seimbang antara kepentingan pekerja 

dan kepentingan umum. 

Peran serikat pekerja bukan hanya sebatas sebagai wadah aspirasi, 

tetapi juga sebagai mitra dalam menciptakan hubungan industrial yang 

sehat. UU No. 21/2000 mengakui hak serikat pekerja untuk melakukan 

negosiasi dan menandatangani perjanjian kerja bersama dengan 
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pengusaha. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, seperti upah, jam 

kerja, kondisi kerja, dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, serikat 

pekerja memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan kerja yang adil 

dan merata bagi anggotanya. 

Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian 

sengketa antara serikat pekerja dan pengusaha. Apabila terjadi 

perselisihan, UU No. 21/2000 menetapkan bahwa penyelesaian melalui 

mediasi, arbitrase, dan peradilan merupakan langkah-langkah yang dapat 

diambil. Melalui ketentuan ini, undang-undang menciptakan landasan 

hukum untuk menjamin penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan 

efektif, tanpa mengorbankan stabilitas dan produktivitas di lingkungan 

kerja. 

Sejalan dengan semangat partisipasi aktif, UU No. 21/2000 juga 

menegaskan hak serikat pekerja untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan 

ketenagakerjaan. Dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan ketenagakerjaan, serikat pekerja dapat memberikan 

masukan dan pendapatnya. Hal ini mencerminkan prinsip dialog sosial dan 

keterlibatan semua pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan yang 

berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan. 

 

C. Kedudukan HTKI Dalam Sistem Hukum Di Indonesia 

Hukum Tenaga Kerja dan Industri (HTKI) di Indonesia memiliki 

kedudukan yang krusial dalam kerangka hukum yang berkembang, 

melibatkan peralihan dari dimensi hukum privat ke hukum publik dan 

integrasi dengan sistem hukum administrasi negara.  

 

1. Peralihan dari Hukum Privat ke Hukum Publik 

Sejarah pengaturan hukum tenaga kerja di Indonesia 

mencerminkan evolusi dari fokus pada hukum privat, yang terutama 

terdapat dalam hukum perdata, menuju pendekatan hukum publik. 

Peralihan ini tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
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2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menjadi 

landasan utama regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. 

a. Landasan Sejarah 

Sebelum UU Ketenagakerjaan, ketentuan-ketentuan terkait 

ketenagakerjaan terutama ditemukan dalam hukum perdata. 

Hubungan kerja diatur oleh perjanjian kerja (PK) dan hukum 

perburuhan terpisah. Namun, adanya ketidakseimbangan kekuatan 

antara pekerja dan pengusaha serta kurangnya perlindungan 

terhadap hak-hak pekerja mendorong perlunya regulasi yang 

komprehensif. 

b. UU Ketenagakerjaan 

UU Ketenagakerjaan mencerminkan transformasi menuju hukum 

publik dengan merinci hak-hak pekerja, kewajiban pengusaha, dan 

prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini menciptakan kerangka 

hukum yang lebih seimbang dan memberikan perlindungan yang 

lebih kuat terhadap hak-hak pekerja. Peralihan ini juga mencakup 

penegakan hukum yang lebih efektif dan mekanisme penyelesaian 

sengketa yang lebih terstruktur. 

 

2. Hukum Tenaga Kerja dalam Sistem Hukum Administrasi Negara 

a. Pemberdayaan Aparat Penegak Hukum 

Hukum tenaga kerja terkait erat dengan administrasi negara 

melalui pemberdayaan aparat penegak hukum. Mekanisme 

penegakan hukum, termasuk inspeksi ketenagakerjaan, menjadi 

bagian integral dari sistem administrasi negara. Peran aparat 

penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan ketaatan 

terhadap aturan ketenagakerjaan menjadi semakin penting. 

b. Pengawasan Pemerintah terhadap Hubungan Kerja 

Sistem hukum administrasi negara memberikan landasan bagi 

pemerintah untuk melibatkan diri secara aktif dalam mengawasi 

dan mengelola hubungan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah contoh bagaimana 
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pemerintah melalui administrasi negara terlibat dalam menetapkan 

standar pengupahan untuk pekerja. 

c. Peran Badan Hukum Badan Usaha 

Selain itu, pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia juga 

melibatkan Badan Hukum Badan Usaha (BHBU) sebagai elemen 

dari sistem hukum administrasi negara. BHBU memiliki tanggung 

jawab untuk memastikan kepatuhan badan usaha terhadap 

peraturan ketenagakerjaan dan dapat mengambil tindakan hukum 

terhadap pelanggaran. 

d. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam hukum tenaga 

kerja Indonesia juga diperkuat oleh sistem hukum administrasi 

negara. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja memberikan landasan bagi perusahaan untuk menerapkan 

sistem manajemen K3. 

e. Penegakan Hukum Melalui Proses Administratif 

Proses administratif dalam sistem hukum ketenagakerjaan 

Indonesia mencakup penegakan hukum melalui proses 

administratif. Ini termasuk proses mediasi, arbitrasi, dan prosedur 

penyelesaian sengketa lainnya yang dapat diakses oleh pekerja dan 

pengusaha. Peralihan ini menunjukkan komitmen untuk mencari 

penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. 

f. Perlindungan bagi Pekerja Migran 

Integrasi hukum tenaga kerja dalam administrasi negara juga 

melibatkan perlindungan bagi pekerja migran. Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia memberikan kerangka hukum yang kuat untuk 

melindungi hak-hak pekerja migran dan menegakkan aturan 

ketenagakerjaan. 
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g. Arah Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 

Hukum administrasi negara terkait ketenagakerjaan juga 

mencerminkan arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

pekerja. Program-program seperti BPJS Ketenagakerjaan (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) mencakup aspek 

jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja, menandakan integrasi 

hukum ketenagakerjaan dalam sistem administrasi negara yang 

luas. 
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BAB IV  
PIHAK-PIHAK DALAM HTKI 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang Pihak-Pihak Dalam HTKI 

Hukum Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (HTKI) melibatkan 

berbagai pihak yang berperan dalam mengatur hubungan kerja dan 

industri. Ada beberapa teori yang menguraikan pihak-pihak yang terlibat 

dalam HTKI dan hubungan mereka. Salah satu teori utama adalah teori 

tripartit, yang mengidentifikasi tiga pihak utama yang terlibat dalam 

hubungan industrial, yaitu pekerja, pengusaha, serikat pekerja, dan 

pemerintah. 

 

1. Pekerja sebagai Pihak Pertama 

Pekerja, sebagai pihak pertama dalam HTKI, memiliki hak dan 

kewajiban tertentu. Berdasarkan teori kontrak kerja, pekerja memiliki hak 

untuk menerima upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan 

perlindungan terhadap diskriminasi. Pekerja juga memiliki hak untuk 

membentuk serikat pekerja untuk meningkatkan kekuatan tawar 

(Lamarche, 2015). 

 

2. Pengusaha sebagai Pihak Kedua 

Pengusaha, sebagai pihak kedua, memiliki peran sentral dalam 

HTKI. Pengusaha atau majikan adalah pihak yang memiliki kepentingan 

dalam operasi bisnis dan produksi. Mereka bertanggung jawab atas 

menyediakan pekerjaan, mengatur kondisi kerja, dan membayar upah 

kepada pekerja. Pengusaha juga terlibat dalam negosiasi kontrak kerja dan 

pembentukan kebijakan perusahaan terkait ketenagakerjaan. Teori agensi 
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mengajukan bahwa pengusaha bertanggung jawab untuk memberikan 

kondisi kerja yang aman, menghormati hak-hak pekerja, dan memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Pihak kedua juga memiliki 

kepentingan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif untuk 

meningkatkan kesejahteraan perusahaan (Freeman &  Lazear, 1995). 

 

3. Serikat Pekerja sebagai Pihak Ketiga 

Serikat pekerja, sebagai pihak ketiga, berperan sebagai wakil 

kolektif pekerja dalam negosiasi dengan pengusaha. Teori kekuatan 

kolektif serikat pekerja menyatakan bahwa keanggotaan dalam serikat 

pekerja memberikan pekerja kekuatan tawar yang lebih besar dan 

memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati. Serikat pekerja juga 

berkontribusi pada pembentukan kebijakan ketenagakerjaan (Budd, 2019). 

Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang mewakili 

kepentingan dan hak-hak pekerja. Serikat pekerja berperan dalam 

membela hak-hak pekerja, menegosiasikan kondisi kerja dan upah, serta 

memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggotanya. Mereka juga 

dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa dengan pengusaha melalui 

perundingan kolektif. 

 

4. Pemerintah sebagai Pihak Keempat 

Pemerintah, sebagai pihak keempat, memiliki peran dalam 

mengatur dan mengawasi hubungan kerja. Teori regulasi menyatakan 

bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung 

keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Pihak keempat 

juga harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, mengelola 

ketidaksetaraan, dan menciptakan kondisi kerja yang adil (Blanpain, 

2004). Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan 

regulasi yang mengatur kondisi kerja, upah, dan hak-hak pekerja. Mereka 

juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara 

pengusaha dan pekerja. 
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5. Pemberdayaan Pekerja dan Kesetaraan Gender 

Teori pemberdayaan pekerja menekankan pentingnya 

memberdayakan pekerja, terutama pekerja perempuan, untuk mencapai 

kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Teori ini mengajukan bahwa 

pengakuan dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja bukan hanya 

masalah hak asasi manusia, tetapi juga faktor kunci dalam meningkatkan 

produktivitas dan inovasi (Budig et al., 2012). 

 

6. Penyelesaian Sengketa sebagai Aspek Sentral 

Teori penyelesaian sengketa dalam HTKI menyoroti pentingnya 

mekanisme efektif dan adil untuk menangani konflik antara pihak-pihak 

yang terlibat. Pendekatan alternatif seperti mediasi dan arbitrase 

diterapkan untuk mencapai penyelesaian yang cepat dan efisien, 

mengurangi beban pengadilan dan mempromosikan hubungan industrial 

yang harmonis (Lipsky et al., 2003). 

 

7. Dampak Teknologi Terhadap Pihak-Pihak dalam HTKI 

Perkembangan teknologi juga memiliki dampak signifikan pada 

pihak-pihak dalam HTKI. Teori ini mencakup aspek digitalisasi pekerjaan, 

hak-hak pekerja di era digital, dan perubahan dinamika hubungan kerja 

akibat implementasi teknologi (Cirillo et al., 2021). 

 

8. Implikasi Ekonomi Global 

Teori ekonomi global juga turut membentuk hubungan antara 

pihak-pihak dalam HTKI. Dalam konteks globalisasi, perusahaan dan 

pekerja terlibat dalam hubungan yang semakin kompleks, dan teori ini 

mengidentifikasi dampak ekonomi global terhadap ketenagakerjaan, 

perlindungan pekerja, dan hak-hak fundamental (Bronfenbrenner &  Luce, 

2004). 
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B. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan elemen sentral dalam dinamika ekonomi 

dan sosial suatu negara. Kontribusi tenaga kerja tidak hanya mencakup 

dimensi produktifitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan 

peran kunci dalam membentuk struktur sosial dan ketidaksetaraan.  

 

1. Kondisi Kerja dan Lingkungan Kerja 

Kondisi kerja dan lingkungan kerja adalah faktor utama yang 

memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja. Berdasarkan teori ergonomi, 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman tidak hanya 

meningkatkan produktivitas tetapi juga mengurangi risiko cedera dan stres 

kerja (Dul &  Neumann, 2009). Penerapan konsep-konsep keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi landasan untuk 

menciptakan kondisi kerja yang optimal dan melindungi tenaga kerja dari 

risiko yang tidak diinginkan. 

 

2. Hak-Hak Pekerja 

Hak-hak pekerja adalah bagian integral dari perjanjian kerja dan 

perlindungan ketenagakerjaan. Teori hak-hak pekerja menegaskan bahwa 

setiap pekerja memiliki hak untuk menerima upah yang adil, jam kerja 

yang wajar, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan (Kott, 

2019). Prinsip-prinsip hak-hak pekerja juga diakui dalam Konvensi ILO, 

terutama Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan 

Hak untuk Berserikat dan Konvensi No. 98 tentang Hak Organisasi dan 

Negosiasi Bersama. 

 

3. Hubungan Industrial dan Serikat Pekerja 

Hubungan industrial yang sehat membutuhkan adanya dialog dan 

negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja. Berdasarkan teori 

hubungan industrial, serikat pekerja memberikan wadah bagi pekerja 

untuk bersatu dan bersuara bersama dalam membahas kondisi kerja, upah, 
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dan hak-hak lainnya (Kochan et al., 1994). Selain itu, pendekatan 

perundingan bersama dan kesepakatan kolektif juga memainkan peran 

kunci dalam membentuk hubungan yang harmonis antara pihak pengusaha 

dan pekerja (Lansbury &  Bamber, 2020). 

 

4. Pekerja Migran 

Pekerja migran menjadi aspek penting dalam diskusi tentang 

tenaga kerja. Teori migrasi pekerja menekankan pentingnya melindungi 

hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja 

yang aman, dan perlindungan hukum yang memadai (Pécoud &  De 

Guchteneire, 2006). Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-

Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menciptakan dasar 

hukum untuk melindungi pekerja migran (Faso, 2012). 

 

5. Tantangan Digitalisasi dan Automatisasi 

Peningkatan digitalisasi dan automatisasi di tempat kerja 

memunculkan tantangan baru. Teori tentang dampak teknologi pada 

tenaga kerja mengeksplorasi perubahan dalam tuntutan keterampilan, 

keamanan pekerjaan, dan tanggung jawab etika perusahaan dalam 

mengelola transisi ini (Arntz et al., 2016). Perlindungan hak-hak pekerja 

dalam era digital juga mencakup aspek privasi dan keamanan data pribadi, 

mengingat peran teknologi informasi yang semakin besar dalam 

manajemen tenaga kerja (Macke, 2007). 

 

6. Ketidaksetaraan Gender di Tempat Kerja 

Ketidaksetaraan gender di tempat kerja menyoroti disparitas dalam 

peluang, upah, dan kebijakan yang mempengaruhi pekerja perempuan. 

Pendekatan kesetaraan gender menekankan pentingnya kebijakan yang 

mendukung keseimbangan antara pekerja pria dan wanita serta eliminasi 

diskriminasi (Blau &  Kahn, 2017). Konvensi ILO tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan dan Pekerja Ibu 

memberikan landasan hukum untuk melawan ketidaksetaraan gender di 

tempat kerja (Melander et al., 2004). 
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7. Masa Depan Pekerjaan 

Pekerjaan di era mendatang juga menjadi fokus teori yang 

berkaitan dengan tenaga kerja. Konsep pekerjaan yang tidak pasti, gig 

economy, dan adaptabilitas pekerja menjadi bagian dari diskusi mengenai 

bagaimana tenaga kerja dapat bersiap menghadapi perubahan dalam dunia 

kerja (Miró-Pérez, 2020). Pendidikan dan pelatihan kontinu, serta 

kebijakan inklusif, menjadi faktor kunci dalam mempersiapkan tenaga 

kerja untuk perubahan yang cepat dan kompleks (Acemoglu &  Restrepo, 

2019). 

 

C. Pengusaha 

Peran pengusaha dalam dinamika ekonomi tidak hanya sebagai 

pihak yang mengelola produksi dan mencari keuntungan, tetapi juga 

sebagai agen perubahan sosial dan pemangku kepentingan dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan. Pemahaman mendalam 

terhadap peran, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi oleh 

pengusaha menjadi esensial dalam membentuk kebijakan ekonomi dan 

ketenagakerjaan yang seimbang dan berkeadilan. 

 

1. Peran Pengusaha dalam Ekonomi 

Pengusaha berperan sentral dalam penggerak ekonomi. Teori 

pengusaha menekankan bahwa inovasi, investasi, dan kewirausahaan 

adalah pendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep-konsep seperti teori 

inovasi dan kewirausahaan menunjukkan bahwa pengusaha tidak hanya 

menjadi pelaku utama dalam menciptakan nilai tambah tetapi juga sebagai 

agen perubahan dalam menciptakan produk dan layanan baru (Fritsch, 

2017).  

 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha 

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) 

semakin menjadi fokus dalam peran pengusaha. Teori CSR menegaskan 

bahwa pengusaha memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mencari 
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keuntungan ekonomi tetapi juga untuk memperhatikan dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan bisnis mereka (Carroll, 1999).  

 

3. Pengusaha dan Hubungan Industrial 

Hubungan industrial yang sehat memerlukan keterlibatan positif 

dari pihak pengusaha. Teori hubungan industrial menekankan pentingnya 

dialog dan negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja untuk mencapai 

kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (Kelly, 2002).  

 

4. Kewirausahaan dan Inovasi 

Kewirausahaan adalah inti dari peran pengusaha. Teori 

kewirausahaan menekankan bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi 

peluang bisnis baru, mengelola risiko, dan menciptakan nilai tambah 

adalah kualitas kunci yang membedakan pengusaha sukses (Shane &  

Venkataraman, 2000). Inovasi, sebagai hasil dari kewirausahaan, 

menciptakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori 

inovasi dan pengembangan produk menyoroti peran pengusaha dalam 

menciptakan lingkungan yang mendukung penemuan dan perubahan 

(Soete &  Freeman, 2012). 

 

5. Pengusaha dan Pekerja Migran 

Pengusaha juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerja migran 

yang bekerja di bawah naungan perusahaan mereka. Teori perlindungan 

pekerja migran menyoroti bahwa pengusaha perlu memastikan bahwa 

pekerja migran mendapatkan perlakuan yang adil, hak-hak dasar, dan 

kondisi kerja yang aman (Gibney, 2013). Keterlibatan dan kebijakan yang 

inklusif dari pihak pengusaha diperlukan untuk mengatasi tantangan 

perlindungan hak-hak pekerja migran (Baruah &  Cholewinski, 2006). 

 

6. Tantangan Teknologi dan Transformasi Digital 

Pengusaha dihadapkan pada tantangan yang signifikan akibat 

perkembangan teknologi dan transformasi digital. Teori transformasi 

digital menyoroti bahwa pengusaha perlu mengadaptasi model bisnis 
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mereka untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh digitalisasi dan 

mengelola dampaknya terhadap tenaga kerja (Brynjolfsson &  McAfee, 

2014). Pengembangan keahlian baru, manajemen perubahan, dan 

kebijakan yang mendukung keterlibatan pekerja dalam era digital menjadi 

fokus teori dan praktik (Bessen, 2018). 

 

7. Pengusaha dan Globalisasi 

Globalisasi membuka peluang dan tantangan baru bagi pengusaha. 

Teori globalisasi menyoroti bahwa pengusaha perlu memahami dinamika 

pasar global, mengelola rantai pasokan yang kompleks, dan menjalankan 

bisnis secara etis di berbagai konteks budaya (Dunning, 2015). Pengusaha 

yang sukses dalam era globalisasi juga harus mempertimbangkan 

implikasi etis dan tanggung jawab sosial mereka dalam konteks global 

(Matten &  Crane, 2005). 

 

D. Organisasi Buruh 

Organisasi buruh, atau sering disebut serikat pekerja atau serikat 

buruh, memainkan peran kritis dalam melindungi hak-hak pekerja, 

memperjuangkan kondisi kerja yang adil, dan menjadi mitra dalam 

negosiasi dengan pengusaha. Dalam konteks perkembangan ekonomi dan 

ketenagakerjaan, pemahaman mendalam tentang peran, evolusi, tantangan, 

dan dampak organisasi buruh menjadi esensial untuk membentuk 

kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja. 

 

1. Sejarah dan Evolusi Organisasi Buruh 

Evolusi organisasi buruh melibatkan pembentukan serikat pekerja, 

serikat industri, dan federasi buruh sebagai bentuk solidaritas untuk 

memperjuangkan hak-hak pekerja. Teori ini menekankan peran penting 

organisasi buruh dalam merespons perubahan ekonomi dan sosial (Moody 

&  Weiner, 2001). 
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2. Peran Organisasi Buruh dalam Hubungan Industrial 

Organisasi buruh berperan penting dalam negosiasi kontrak kerja, 

menetapkan standar upah, dan melindungi pekerja dari eksploitasi (Frege 

&  Kelly, 2004). Pendekatan kemitraan antara organisasi buruh dan 

pengusaha, seperti yang ditemukan dalam teori perundingan bersama, 

menciptakan dasar bagi dialog konstruktif dan penciptaan nilai bersama 

(Kochan et al., 1994). 

 

3. Organisasi Buruh dan Hak-Hak Pekerja 

Teori hak-hak pekerja menyoroti kontribusi organisasi buruh 

dalam memastikan bahwa pekerja memiliki hak untuk berserikat, 

melakukan mogok kerja, dan diperlakukan secara adil (ILO, 1994). 

Organisasi buruh juga membela hak-hak fundamental seperti upah yang 

layak, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman, sebagaimana 

tercantum dalam teori standar minimal ketenagakerjaan (Freeman &  

Medoff, 1984). 

 

4. Pemberdayaan Pekerja melalui Organisasi Buruh 

Pemberdayaan pekerja menyoroti kontribusi organisasi buruh 

dalam memberikan suara kolektif dan kekuatan tawar kepada pekerja. 

Serikat pekerja menciptakan platform bagi pekerja untuk bersatu dan 

menghadapi pengusaha dengan kekuatan yang sebanding (Freeman &  

Lazear, 1995). Prinsip-prinsip demokrasi dalam organisasi buruh juga 

mendukung pemberdayaan anggota untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan dan mengelola serikat pekerja (Crouch &  

Pizzorno, 1978). 

 

5. Organisasi Buruh dalam Era Digital dan Globalisasi 

Teori organisasi buruh di era digital mengeksplorasi bagaimana 

serikat pekerja dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, 

mengorganisir, dan membela hak-hak pekerja di era digital (Huws, 2014). 

Globalisasi juga memunculkan konsep sindikat global, di mana organisasi 



 48  Hukum Tenaga Kerja  dan Industri 

Industri 

buruh bekerja bersama lintas batas untuk mengatasi tantangan yang 

dihadapi pekerja di tingkat internasional (Antràs, 2020). 

 

6. Tantangan dan Tren Organisasi Buruh 

Tantangan yang dihadapi organisasi buruh termasuk perubahan 

dalam struktur pekerjaan, peningkatan fleksibilitas kerja, dan pergeseran 

dalam kebutuhan keterampilan. Teori ini mencerminkan usaha organisasi 

buruh untuk mengatasi perubahan ekonomi dan teknologi (Frege &  Kelly, 

2004). Tren seperti inklusi pekerja informal, perjuangan melawan 

ketidaksetaraan gender, dan fokus pada isu-isu lingkungan juga menjadi 

pusat perhatian organisasi buruh modern (Standing, 2018). 

 

7. Dampak Organisasi Buruh terhadap Kesejahteraan Pekerja 

Dampak organisasi buruh menyoroti bahwa keberadaan serikat 

pekerja secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Penelitian 

empiris menunjukkan bahwa negosiasi bersama antara serikat pekerja dan 

pengusaha dapat meningkatkan upah, kondisi kerja, dan keamanan pekerja 

(Montgomery, 2010). Organisasi buruh juga berkontribusi pada 

pembentukan kebijakan ketenagakerjaan yang progresif, termasuk aspek-

aspek seperti asuransi kesehatan, cuti, dan pensiun (Farber, 2005). 

 

E. Organisasi Pengusaha 

Organisasi pengusaha, sering disebut sebagai asosiasi bisnis atau 

kamar dagang, memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan 

ekonomi, mewakili kepentingan pengusaha, dan memberikan kontribusi 

pada perkembangan sektor swasta.  

 

1. Sejarah dan Evolusi Organisasi Pengusaha 

Sejarah organisasi pengusaha mencerminkan peran pengusaha 

dalam pengembangan ekonomi dan kebijakan bisnis. Teori sejarah 

organisasi pengusaha menyoroti evolusi dari kamar dagang lokal hingga 

asosiasi bisnis yang beroperasi di tingkat nasional dan internasional 
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(Cassis &  Collier, 2010). Evolusi ini mencerminkan peran organisasi 

pengusaha dalam mengatasi tantangan ekonomi, mendorong inovasi, dan 

menjadi suara pengusaha dalam pembentukan kebijakan (Chandler &  

Hikino, 2009). 

 

2. Peran Organisasi Pengusaha dalam Pembentukan Kebijakan 

Ekonomi 

Pembentukan kebijakan ekonomi menyoroti peran organisasi 

pengusaha dalam berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk 

kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan 

organisasi pengusaha dalam dialog kebijakan menciptakan platform bagi 

pengusaha untuk menyampaikan kepentingan mereka (Olson, 1971). 

Organisasi pengusaha memainkan peran penting dalam pembentukan 

kebijakan ekonomi dengan menyediakan perspektif dan pandangan dari 

sudut pandang sektor swasta. Peran mereka meliputi: 

a. Pengumpulan dan penyampaian informasi: Organisasi pengusaha 

bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan 

pemerintah, serta masyarakat umum. Mereka mengumpulkan data 

dan informasi terkait keadaan ekonomi, peraturan bisnis, dan 

tantangan yang dihadapi oleh sektor swasta. Informasi ini 

kemudian disampaikan kepada pembuat kebijakan untuk 

membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat. 

b. Advokasi kebijakan: Organisasi pengusaha mendorong 

kepentingan bisnis dan ekonomi sektor swasta dengan melakukan 

advokasi kebijakan. Mereka berusaha mempengaruhi proses 

pembuatan keputusan pemerintah dengan menyampaikan 

pandangan mereka tentang isu-isu ekonomi, perpajakan, regulasi 

bisnis, perdagangan internasional, dan lainnya. 

c. Partisipasi dalam dialog kebijakan: Organisasi pengusaha sering 

kali diundang untuk berpartisipasi dalam dialog kebijakan dengan 

pemerintah, baik dalam forum formal maupun informal. Mereka 

memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuat 
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kebijakan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

meningkatkan iklim bisnis dan investasi. 

d. Penyusunan proposal kebijakan: Organisasi pengusaha dapat 

terlibat dalam penyusunan proposal kebijakan yang 

mencerminkan kepentingan dan kebutuhan sektor swasta. Mereka 

bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk 

mengembangkan inisiatif kebijakan yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan 

mendorong investasi. 

Dengan demikian, organisasi pengusaha memainkan peran yang 

penting dalam proses pembentukan kebijakan ekonomi dengan 

memperjuangkan kepentingan sektor swasta dan menyediakan pandangan 

bisnis yang berharga kepada pembuat kebijakan. 

 

3. Organisasi Pengusaha dan Hubungan Industrial 

Hubungan industrial menyoroti peran organisasi pengusaha dalam 

menciptakan hubungan yang seimbang antara pengusaha dan pekerja. 

Dalam konteks negosiasi buruh, organisasi pengusaha menjadi mitra 

dalam merancang kontrak kerja, menetapkan standar upah, dan mengatasi 

perselisihan hubungan industrial (Rogowski, 2000). Pendekatan kemitraan 

antara organisasi pengusaha dan serikat pekerja menciptakan dasar bagi 

dialog konstruktif dan penciptaan nilai bersama (Freeman &  Lazear, 

1995). 

 

4. Peran Organisasi Pengusaha dalam Kewirausahaan dan Inovasi 

Organisasi pengusaha juga memainkan peran dalam mendorong 

kewirausahaan dan inovasi. Teori kewirausahaan menyoroti bahwa 

organisasi pengusaha dapat memberikan dukungan dan sumber daya bagi 

pengusaha yang ingin memulai usaha baru (Baumol, 1996). Keterlibatan 

organisasi pengusaha dalam ekosistem inovasi menciptakan jaringan dan 

peluang bagi pengusaha untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya 

(Chesbrough, 2003). 
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5. Organisasi Pengusaha dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(CSR) 

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menyoroti peran 

organisasi pengusaha dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan 

secara sosial dan lingkungan. Organisasi pengusaha dapat menjadi 

pemangku kepentingan utama dalam mengarahkan anggotanya untuk 

berpartisipasi dalam inisiatif CSR (Carroll, 1999).  

 

6. Organisasi Pengusaha dalam Era Digital dan Globalisasi 

Perubahan teknologi dan globalisasi memengaruhi peran 

organisasi pengusaha. Teori organisasi pengusaha di era digital 

mengeksplorasi bagaimana asosiasi bisnis dapat memanfaatkan teknologi 

untuk meningkatkan komunikasi, berbagi informasi, dan menciptakan 

kolaborasi yang efektif (Brynjolfsson &  McAfee, 2014). Organisasi 

pengusaha juga perlu menavigasi tantangan globalisasi, seperti mengelola 

rantai pasokan yang kompleks dan beradaptasi dengan dinamika pasar 

global (Dunning, 2015). Pengembangan ekonomi lokal menyoroti peran 

organisasi pengusaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat 

lokal. Organisasi pengusaha dapat berkolaborasi dengan pemerintah lokal, 

lembaga pendidikan, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung bisnis lokal (Porter, 1998). Organisasi pengusaha juga 

menyoroti bahwa keberadaan asosiasi bisnis secara signifikan 

mempengaruhi kesejahteraan bisnis. Anggota organisasi pengusaha dapat 

mendapatkan manfaat dari jaringan, informasi industri, dan advokasi 

kebijakan yang diberikan oleh asosiasi (Sobel, 2008). 
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BAB V 
PERJANJIAN KERJA 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang Perjanjian Kerja 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, 

perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang 

memuat syarat-syarat pekerjaan, hak, dan kewajiban yang harus dipatuhi 

kedua belah pihak. Teori ini dijelaskan lebih lanjut oleh Asyhadie dan 

Kusuma (2019), membangun pemahaman mendalam tentang prinsip-

prinsip yang membentuk landasan hukum hubungan ketenagakerjaan.  

 

1. Hukum Perjanjian Kerja 

Teori kontrak kerja menyoroti elemen-eslemen yang harus ada, 

seperti kesepakatan, kecakapan untuk berkontrak, tujuan yang sah, dan 

pertimbangan yang adil. Pemahaman teori ini menjadi penting untuk 

menilai validitas dan keberlakuan perjanjian kerja dalam konteks hukum 

ketenagakerjaan (Atiyah, 1985). 

 

2. Perspektif Ekonomi 

Dari sudut pandang ekonomi, teori agensi menjelaskan perjanjian 

kerja sebagai solusi untuk mengatasi masalah agensi antara pekerja dan 

pengusaha. Perjanjian kerja menciptakan insentif bagi pekerja untuk 

memberikan kontribusi optimal sesuai dengan tujuan organisasi. Teori ini 

menggarisbawahi peran perjanjian kerja dalam menciptakan struktur 

insentif yang memotivasi pekerja untuk berkinerja tinggi (Lazear, 2018). 
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3. Psikologi dalam Perjanjian Kerja 

Dari perspektif psikologi industri dan organisasi, teori kepuasan 

kerja dan kontrak psikologis menekankan pentingnya perjanjian kerja 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang memenuhi harapan individu. 

Teori ini menggambarkan perjanjian kerja sebagai alat untuk membangun 

kepercayaan dan komitmen antara pekerja dan pengusaha, yang pada 

gilirannya, meningkatkan kesejahteraan pekerja (Rousseau, 1989). 

 

4. Dinamika Perubahan dalam Perjanjian Kerja 

Dalam konteks dinamika perubahan ekonomi dan teknologi, teori 

perubahan kontrak kerja menggambarkan bagaimana perjanjian kerja 

beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kerja. Pemahaman teori 

ini menjadi penting untuk merancang perjanjian kerja yang elastis dan 

responsif terhadap perubahan dalam dunia kerja (Kalleberg, 2009). 

 

5. Perlindungan dan Hak Buruh 

Teori hak buruh dalam perjanjian kerja menyoroti perlunya 

perlindungan hukum terhadap pekerja untuk mencegah eksploitasi dan 

memastikan hak-hak dasar mereka diakui. Pemahaman teori ini 

mendukung peran regulasi dalam memastikan keseimbangan kekuatan 

antara pekerja dan pengusaha (Deakin et al., 2007). 

 

6. Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama 

Teori hubungan industrial menyoroti peran perjanjian kerja 

bersama dalam menciptakan kondisi kerja yang adil dan menjaga 

hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha. Teori ini menekankan 

pentingnya negosiasi bersama dalam mencapai keadilan dan 

keseimbangan dalam perjanjian kerja (Kochan et al., 1994). 

 

7. Perubahan Kontemporer dalam Perjanjian Kerja 

Teori tentang perubahan kontemporer dalam perjanjian kerja 

menggambarkan bagaimana faktor-faktor seperti globalisasi, gig 

economy, dan teknologi informasi mempengaruhi struktur dan isi 
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perjanjian kerja. Pemahaman teori ini menjadi kunci untuk menghadapi 

tantangan dan peluang dalam bentuk perjanjian kerja yang lebih adaptif 

(Sparrow et al., 2016). 

 

B. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sah perjanjian merupakan fondasi penting dalam 

membentuk hubungan kontraktual yang legal dan berkeadilan antara 

pekerja dan pengusaha. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

No. 13 Tahun 2003 Pasal 132, syarat-syarat sah perjanjian mencakup 

kesepakatan, kelayakan mengadakan perjanjian, kecakapan hukum pihak 

yang membuat perjanjian, dan objek yang tidak bertentangan dengan 

hukum, agama, dan kesusilaan (Taylor &  Emir, 2015). 

 

1. Kesepakatan yang Jelas dan Pasti 

Suatu perjanjian harus dimulai dengan adanya kesepakatan yang 

jelas dan pasti antara kedua belah pihak. Kontrak yang tidak jelas atau 

ambigu dapat menyulitkan penentuan niat sebenarnya dari pihak yang 

terlibat. Prinsip kejelasan dan kepastian ini mendukung keadilan dan 

meminimalkan potensi perselisihan di masa depan (Beatson &  Friedmann, 

1995). 

 

2. Kapasitas untuk Berkontrak 

Salah satu syarat sah perjanjian adalah bahwa setiap pihak harus 

memiliki kapasitas hukum untuk berkontrak. Ini berarti pihak yang terlibat 

harus cukup dewasa dan memiliki kapasitas mental yang memadai untuk 

memahami konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat. Prinsip 

kapasitas ini dirancang untuk melindungi pihak yang mungkin rentan atau 

tidak mampu memberikan persetujuan yang sah (McKendrick, 2014). 

 

3. Kesepakatan yang Dibuat dengan Keinginan Bebas 

Konsep keinginan bebas menekankan bahwa setiap pihak harus 

membuat keputusan mereka tanpa tekanan atau paksaan. Suatu perjanjian 
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yang dibuat di bawah ancaman atau paksaan tidak sah karena melanggar 

prinsip dasar kebebasan kontraktual. Prinsip ini menciptakan lingkungan 

kontrak yang adil dan menghormati hak-hak individu untuk membuat 

keputusan mereka sendiri (Fried, 2015). 

 

4. Objek yang Legal dan Mungkin Dilaksanakan 

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang sah dan mungkin 

dilaksanakan. Artinya, objek perjanjian tidak boleh melibatkan kegiatan 

yang ilegal atau mustahil dilakukan menurut hukum. Prinsip objek yang 

legal dan dapat dilaksanakan ini melibatkan pertimbangan etika dan 

kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Poole, 2016). 

 

5. Suara Pikiran yang Adil 

Prinsip suara pikiran yang adil mengharuskan bahwa setiap pihak 

yang terlibat dalam perjanjian harus sepenuhnya memahami konsekuensi 

dan ketentuan yang terkandung dalam kontrak tersebut. Jika ada unsur 

penipuan atau kesalahan, perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah. 

Prinsip ini melibatkan elemen kejujuran dan transparansi dalam proses 

negosiasi dan pembuatan kontrak (Collins, 2003). 

 

6. Konformitas terhadap Hukum dan Kebijakan Publik 

Setiap perjanjian harus sesuai dengan hukum dan tidak melanggar 

kebijakan publik yang berlaku. Beberapa perjanjian, meskipun memenuhi 

syarat-syarat lainnya, mungkin dianggap tidak sah jika melanggar norma-

norma etika atau hukum. Prinsip ini menjamin bahwa perjanjian tidak 

dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau melanggar 

norma-norma moral yang diakui (Chen-Wishart, 2012). 

 

7. Pencapaian Tujuan yang Sah 

Prinsip ini menekankan bahwa suatu perjanjian hanya sah jika 

tujuannya sah. Jika tujuan perjanjian melibatkan aktivitas ilegal atau tidak 

etis, perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Prinsip ini memberikan 
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dasar untuk mengevaluasi integritas dan legalitas suatu perjanjian (Stone 

&  Devenney, 2022). 

 

C. Jenis dan Sifat Perjanjian 

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap berbagai jenis perjanjian 

dan sifat-sifat khas yang melekat pada masing-masing jenisnya menjadi 

esensial. 

1. Perjanjian Bilateral dan Unilateral 

a. Perjanjian Bilateral 

Perjanjian bilateral merupakan bentuk kesepakatan di mana dua 

pihak saling memberikan janji, menciptakan suatu kerangka 

kewajiban dan hak yang berlaku secara bersamaan.  

b. Perjanjian Unilateral 

Perjanjian unilateral adalah jenis perjanjian di mana hanya satu 

pihak yang memberikan janji dan menciptakan kewajiban. Pihak 

lainnya, dalam konteks ini, memiliki hak untuk menerima atau 

menolak tawaran yang diajukan.  

 

2. Perjanjian Formal dan Tidak Formal 

a. Perjanjian Formal 

Perjanjian formal adalah jenis perjanjian yang harus mematuhi 

formalitas tertentu agar dianggap sah. Karakteristik utama 

perjanjian formal termasuk penulisan secara tertulis dan 

persetujuan resmi oleh notaris atau lembaga resmi lainnya.  

b. Perjanjian Tidak Formal 

Perjanjian tidak formal adalah bentuk perjanjian yang dapat dibuat 

tanpa adanya persyaratan formal tertentu. Uniknya, perjanjian ini 

bisa dibentuk secara lisan atau melalui cara-cara informal tanpa 

memerlukan prosedur khusus atau persetujuan resmi. Fleksibilitas 

ini memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk 

mencapai kesepakatan tanpa kendala formalitas.  
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3. Perjanjian Mutlak dan Relatif 

a. Perjanjian Mutlak 

Perjanjian mutlak adalah jenis perjanjian yang mengikat semua 

pihak yang terlibat tanpa mempertimbangkan hubungan atau 

kepentingan pihak ketiga.  

b. Perjanjian Relatif 

Perjanjian relatif adalah tipe perjanjian yang terlibat oleh pihak 

yang hanya mengikat diri mereka sendiri dan tidak memiliki 

dampak hukum atau tanggung jawab pada pihak ketiga.  

 

 

4. Perjanjian Principal dan Perjanjian Aksesori 

a. Perjanjian Principal 

Perjanjian principal adalah bentuk kesepakatan yang memiliki 

eksistensi independen dan tidak bergantung pada keberadaan 

perjanjian lainnya.  

b. Perjanjian Aksesori 

Perjanjian aksesori adalah bentuk kesepakatan yang bergantung 

pada keberadaan perjanjian utama dan memiliki hubungan yang 

erat terkait dengan perjanjian utama tersebut. Secara substansial, 

perjanjian ini mendapatkan legitimasi dan keberadaannya dari 

perjanjian utama yang menjadi landasan atau dasarnya.  

 

5. Perjanjian Tetap dan Waktu Tak Tertentu 

a. Perjanjian Tetap 

Perjanjian tetap adalah suatu kesepakatan yang memiliki batas 

waktu atau masa berlaku tertentu.  

b. Perjanjian Waktu Tak Tertentu 

Perjanjian waktu tak tertentu merupakan bentuk kesepakatan yang 

tidak dibatasi oleh batas waktu tertentu, sehingga dapat berlaku 

selama pihak-pihak yang terlibat masih bersedia menjalankannya.  
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6. Perjanjian Adhesi 

Perjanjian adhesi merupakan bentuk kesepakatan yang diciptakan 

oleh satu pihak dan kemudian ditawarkan kepada pihak lain tanpa 

memberikan kesempatan untuk negosiasi yang signifikan. Biasanya, 

perjanjian ini ditemukan dalam konteks kontrak-kontrak masal atau 

perjanjian standar, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau 

hukum menentukan syarat-syaratnya.  

 

7. Perjanjian Dagang dan Perjanjian Sosial 

a. Perjanjian Dagang 

Perjanjian dagang adalah bentuk kesepakatan yang terlibat dalam 

transaksi bisnis atau perdagangan antara pihak-pihak komersial. 

Umumnya, perjanjian ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait 

dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa.  

b. Perjanjian Sosial 

Perjanjian sosial merupakan bentuk kesepakatan yang terfokus 

pada aspek-aspek hubungan pribadi, keluarga, atau sosial.  

 

D. Isi Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja adalah dokumen yang menetapkan hak dan 

kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Isi perjanjian kerja memainkan 

peran krusial dalam membentuk dasar hubungan ketenagakerjaan, 

mencakup berbagai aspek yang merinci kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan 

kewajiban pengusaha.  

 

1. Identifikasi dan Data Pribadi 

Dalam perjanjian kerja, aspek identifikasi dan data pribadi 

memiliki peranan krusial. Setiap perjanjian harus mencakup identifikasi 

lengkap dari kedua belah pihak, termasuk nama, alamat, dan informasi 

pribadi lainnya. Pemberian identifikasi yang lengkap tidak hanya 

memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga melibatkan 

pertanggungjawaban dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat 
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(Asyhadie &  Kusuma, 2019). Oleh karena itu, ketelitian dalam 

menyertakan data pribadi menjadi langkah awal yang penting dalam 

membangun dasar yang kuat untuk hubungan kerja yang berkelanjutan. 

 

2. Deskripsi Pekerjaan dan Tanggung Jawab 

Deskripsi pekerjaan yang rinci membantu mencegah ambiguitas, 

sehingga pekerja tahu dengan jelas apa yang diharapkan darinya. 

Sebaliknya, pengusaha dapat memastikan bahwa pekerja memiliki 

pemahaman yang tepat tentang tanggung jawabnya (Taylor &  Emir, 

2015). Dengan demikian, perincian yang cermat dalam perjanjian 

menciptakan landasan yang kuat untuk kolaborasi yang efektif, serta 

menghindarkan potensi perselisihan yang dapat muncul akibat 

ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab pekerja. 

 

3. Durasi dan Waktu Kerja 

Menetapkan durasi kerja yang terinci membantu mencegah 

penyalahgunaan waktu dan memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak 

cuti yang dijamin oleh peraturan ketenagakerjaan. Hal ini juga melibatkan 

aspek-aspek penting seperti lembur dan pembayaran tambahan jika pekerja 

bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan (Freedland et al., 2016). 

Dengan menetapkan durasi dan waktu kerja secara tegas dalam perjanjian, 

kedua belah pihak dapat menghindari ketidakpastian yang mungkin 

muncul terkait dengan aspek fundamental ini dalam hubungan kerja. 

 

4. Gaji dan Tunjangan 

Rincian ini mencakup jumlah gaji pokok, jenis tunjangan yang 

diberikan, dan benefit tambahan seperti asuransi kesehatan atau fasilitas 

lainnya. Dengan merinci komponen ini dalam perjanjian, kedua belah 

pihak dapat menghindari potensi perselisihan terkait dengan pembayaran 

dan mendukung hubungan kerja yang sehat (Davies, 2018).  
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5. Hak dan Kewajiban Pekerja 

Merincikan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pekerja 

juga memberikan arahan yang jelas mengenai tanggung jawab mereka 

selama masa kerja. Hal ini tidak hanya mendukung pemahaman yang jelas 

antara kedua belah pihak tetapi juga mencegah potensi perselisihan terkait 

pelaksanaan tugas (Gilmore &  Collins, 1995). Dengan demikian, 

penjelasan yang detail mengenai hak dan kewajiban ini dalam perjanjian 

kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan, adil, dan 

berkelanjutan. 

 

6. Kondisi Kerja dan Keselamatan 

Perjanjian kerja yang merinci kondisi kerja yang aman 

menciptakan lingkungan di mana pekerja dapat bekerja tanpa risiko yang 

tidak perlu terhadap kesehatan dan keselamatan mereka. Hal ini termasuk 

penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh 

pihak pengusaha untuk memastikan keamanan di tempat kerja, seperti 

pelatihan keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, dan prosedur 

evakuasi darurat (Collins et al., 2019).  

 

7. Prosedur PHK dan Penyelesaian Sengketa 

Dengan menyediakan ketentuan mengenai PHK, perjanjian 

tersebut dapat merinci langkah-langkah yang harus diikuti baik oleh 

pengusaha maupun pekerja jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan 

kerja. Hal ini mencakup alasan-alasan yang dapat membenarkan PHK, 

batasan pemberitahuan, serta kewajiban terkait pesangon dan hak-hak 

pekerja (Collins, 2010). Proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan dapat 

dijelaskan secara rinci, memberikan panduan bagi kedua belah pihak 

tentang langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi perselisihan. 

Dengan demikian, penambahan ketentuan ini dalam perjanjian kerja dapat 

membentuk dasar yang kokoh untuk menangani situasi yang mungkin 

timbul di masa depan. 
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8. Kode Etik dan Kewajiban Etis 

Penambahan kode etik dan kewajiban etis dalam isi perjanjian 

kerja menjadi landasan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

sehat dan profesional. Kode etik ini dapat mencakup prinsip-prinsip moral 

dan norma-norma yang diharapkan dari setiap pekerja. Dengan merinci 

kewajiban etis, perjanjian kerja membimbing perilaku pekerja dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari, memastikan bahwa setiap langkah yang 

diambil berada dalam batas etika yang diterima (Malachowski, 2001). 

 

9. Hak Kekayaan Intelektual 

Ketentuan ini menetapkan hak dan kewajiban terkait dengan 

kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari aktivitas pekerja. Dengan 

merinci hak-hak tersebut, perjanjian memberikan klarifikasi terhadap 

pihak mana yang memiliki hak atas produk kreatif dan inovatif yang 

dihasilkan selama masa kerja (Cornish et al., 2003).  

 

10. Ketentuan Tambahan dan Amendemen 

Menyertakan ketentuan tambahan, perjanjian dapat mencakup hal-

hal khusus yang mungkin terkait dengan industri atau sektor tertentu, 

menciptakan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus 

berkembang (McKendrick, 2014). Amendemen juga dapat diatur secara 

jelas, menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk mengganti, 

menambah, atau menghapus ketentuan-ketentuan tertentu.  

 

E. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan situasi serius yang 

dapat mengakhiri perjanjian kerja. PHK dapat disebabkan oleh sejumlah 

faktor, seperti kondisi ekonomi perusahaan, kemajuan teknologi yang 

mengakibatkan restrukturisasi, atau perilaku pekerja yang melanggar 

ketentuan kontrak (Collins et al., 2019). Undang-undang mengatur alasan 

yang sah untuk melakukan PHK, dan perusahaan diharapkan mematuhi 
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prosedur yang telah ditetapkan. Keputusan PHK harus dilakukan dengan 

itikad baik dan transparan, memastikan bahwa pekerja diberikan hak-

haknya sesuai dengan undang-undang. 

 

2. Proses PHK dan Hak-Hak Pekerja 

Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memerlukan kepatuhan 

terhadap prosedur yang diatur oleh undang-undang. Langkah-langkah ini 

mencakup memberikan pemberitahuan tertentu kepada pekerja, 

memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan tanggapan 

atau alasan tertentu, dan menjalankan proses secara transparan. Hak-hak 

pekerja selama proses PHK termasuk hak atas pesangon sesuai dengan 

ketentuan undang-undang, hak cuti yang belum diambil, dan hak-hak lain 

yang mungkin terkait dengan kondisi perusahaan (Collins, 2010). 

Penyelenggaraan proses PHK yang adil dan sesuai dengan aturan 

hukum dapat mengurangi potensi sengketa dan memastikan bahwa pekerja 

diberikan hak-haknya dengan itikad baik. Oleh karena itu, perjanjian kerja 

perlu mencakup ketentuan terperinci mengenai prosedur PHK dan hak-hak 

yang akan diterima oleh pekerja jika PHK terjadi. Ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. 

3. Pensiun dan Berakhirnya Kontrak Waktu Tertentu 

Pensiun dan berakhirnya kontrak waktu tertentu adalah dua faktor 

umum yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja. Pensiun 

terjadi ketika pekerja memutuskan untuk mengakhiri karirnya secara 

sukarela dan biasanya terkait dengan mencapai batas usia pensiun yang 

ditentukan oleh perusahaan atau undang-undang (Gilmore &  Collins, 

1995). 

 

4. Pembubaran Hubungan Kerja Secara Sepakat 

Pembubaran hubungan kerja secara sepakat adalah proses di mana 

pihak-pihak yang terlibat, baik pekerja maupun pengusaha, memutuskan 

untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan kesepakatan bersama. Langkah-

langkah ini sering melibatkan tahap negosiasi yang intensif untuk 

mencapai persetujuan mengenai kondisi-kondisi berakhirnya hubungan 
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kerja. Hasil dari negosiasi ini dapat berupa Perjanjian Pemutusan 

Hubungan Kerja (PKB). 

 

5. Kewajiban Pengusaha dan Hak-Hak Pekerja Pasca PHK 

Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terdapat sejumlah 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan hak-hak yang tetap 

dimiliki oleh pekerja. Pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar 

pesangon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

tenaga kerja dan perjanjian kerja yang berlaku. Selain pesangon, 

pengusaha juga harus memberikan hak-hak lain seperti uang cuti yang 

belum digunakan dan tunjangan lain yang mungkin telah diakumulasi oleh 

pekerja (Davies, 2018). 

 

6. Konsekuensi Hukum dan Sengketa Pasca PHK 

Mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dapat menjadi 

cara untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses hukum yang 

lebih formal. Selain itu, arbitrase juga merupakan opsi yang dapat diambil 

oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara netral (Adams &  

Brownsword, 1987). Proses hukum juga menjadi alternatif jika mediasi 

atau arbitrase tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Di dalam 

persidangan, setiap pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti untuk 

mendukung klaim atau pembelaan mereka.  

 

7. Kepastian Hukum dan Peran Hukum dalam Berakhirnya 

Perjanjian Kerja 

Kepastian hukum dalam berakhirnya perjanjian kerja memiliki 

peran penting dalam melindungi hak-hak dan kewajiban pekerja serta 

pengusaha. Undang-undang ketenagakerjaan memberikan dasar hukum 

yang jelas untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan hubungan kerja, 

termasuk proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berakhirnya 

kontrak kerja.  
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8. Pemutusan Hubungan Kerja Khusus 

Berakhirnya perjanjian kerja melibatkan sejumlah aspek yang 

melibatkan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. 

Pemahaman mendalam tentang mekanisme, hak, dan kewajiban yang 

terlibat dalam proses ini adalah kunci untuk menciptakan hubungan kerja 

yang sehat dan adil. 
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BAB VI  
HUBUNGAN KERJA 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang Hubungan Kerja 

Hubungan kerja membentuk inti dari dinamika antara pekerja dan 

pengusaha dalam lingkungan kerja. Teori dan praktik terkait hubungan 

kerja mencakup aspek-aspek penting yang membentuk kerangka kerja 

dalam manajemen sumber daya manusia dan hukum ketenagakerjaan.  

 

1. Pengertian Hubungan Kerja 

Hubungan kerja dapat didefinisikan sebagai interaksi antara 

pekerja dan pengusaha dalam konteks pekerjaan. Menurut Robbins et al. 

(2017), hubungan kerja mencakup dinamika interaksi, komunikasi, dan 

saling ketergantungan antara individu-individu dalam organisasi. 

 

2. Teori-teori Hubungan Kerja 

a.  Teori Ketergantungan 

Teori ini, diuraikan oleh Pfeffer (1998), mengemukakan bahwa 

hubungan kerja menciptakan ketergantungan timbal balik antara 

pekerja dan pengusaha. Ketergantungan ini menciptakan 

kebutuhan akan kerjasama dan saling ketergantungan untuk 

mencapai tujuan bersama. 

b. Teori Pertukaran Sosial 

Teori ini, seperti yang dijabarkan oleh Blau (2017), menekankan 

pada pertukaran yang adil antara pekerja dan pengusaha. 

Hubungan kerja dipandang sebagai pertukaran di mana pekerja 



 68  Hukum Tenaga Kerja  dan Industri 

Industri 

memberikan kontribusi kerja mereka dan, sebagai gantinya, 

diharapkan mendapatkan imbalan yang adil. 

c. Teori Keadilan Organisasi 

Teori ini, dikembangkan oleh Greenberg (1987), membahas 

persepsi pekerja tentang keadilan dalam hubungan kerja. Konsep 

keadilan dilihat dari aspek distributif, prosedural, dan interaktif 

yang dapat memengaruhi kualitas hubungan kerja. 

d. Teori Konflik dan Negosiasi 

Teori ini, mengacu pada Bass (1990), menyoroti adanya potensi 

konflik dalam hubungan kerja dan pentingnya kemampuan 

negosiasi dalam menyelesaikan ketidaksetujuan. 

 

3. Uraian Aspek Hubungan Kerja 

a. Komunikasi Efektif 

Menurut Shockley-Zalabak (2015), komunikasi efektif adalah 

kunci untuk membangun hubungan kerja yang positif. Pengusaha 

yang mampu menyampaikan tujuan dengan jelas dan 

mendengarkan masukan pekerja dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang sehat. 

b. Kepemimpinan dan Motivasi 

Teori kepemimpinan, seperti yang diuraikan oleh Bass (1990), 

memainkan peran penting dalam membentuk hubungan kerja. 

Gaya kepemimpinan yang mendukung dan mampu memotivasi 

pekerja dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. 

c. Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Kehidupan Pribadi 

Menurut Greenhaus dan Allen (2011), keseimbangan antara 

kehidupan kerja dan kehidupan pribadi menjadi aspek yang 

semakin penting dalam hubungan kerja modern. Perusahaan yang 

mendukung keseimbangan ini dapat meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pekerja. 
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d. Komitmen Organisasional 

Meyer dan Allen (1991) menekankan pentingnya komitmen 

pekerja terhadap organisasi. Komitmen ini menciptakan hubungan 

kerja yang lebih kuat dan dapat meningkatkan retensi pekerja. 

e. Penanganan Konflik dan Sengketa 

Robbins dan Judge (2012) mengemukakan pentingnya manajemen 

konflik dalam hubungan kerja. Kemampuan penyelesaian konflik 

dapat membantu mencegah eskalasi dan mempertahankan 

hubungan yang produktif. 

 

B. Kontrak Kerja 

Kontrak kerja adalah dokumen hukum yang menetapkan 

persyaratan dan kondisi pekerjaan antara pekerja dan pengusaha. Ini bukan 

hanya sebuah perjanjian formal, tetapi juga sebuah perjanjian yang 

menciptakan dasar bagi hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.  

 

1. Identifikasi Pihak 

Identifikasi pihak dalam kontrak kerja memainkan peran penting 

dalam menciptakan dasar hukum yang jelas dan mengikat antara 

pengusaha dan pekerja. Kontrak harus menyajikan identitas lengkap kedua 

belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, agar tidak terjadi kebingungan 

atau ambiguitas.  

 

2. Deskripsi Pekerjaan 

Deskripsi pekerjaan dalam kontrak kerja adalah elemen kunci yang 

membentuk kerangka dasar tugas dan tanggung jawab yang akan diemban 

oleh pekerja. Bagian ini harus memberikan gambaran rinci tentang jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan, kualifikasi yang diperlukan, serta harapan 

kinerja yang diinginkan. Melalui deskripsi pekerjaan yang jelas, kontrak 

dapat meminimalkan potensi ambiguitas dan meningkatkan pemahaman 

antara pengusaha dan pekerja (Freedland et al., 2016). 
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3. Kondisi Kerja 

Bagian kondisi kerja dalam kontrak kerja adalah panduan yang 

memperinci berbagai aspek yang memengaruhi lingkungan dan hubungan 

kerja. Ini mencakup sejumlah elemen kunci, seperti durasi waktu kerja, 

lokasi bekerja, dan peraturan terkait kesejahteraan pekerja. Kontrak harus 

secara tegas menetapkan jam kerja yang diharapkan, termasuk batasan 

mengenai lembur jika ada, untuk memberikan kejelasan terkait kapan 

pekerja diharapkan bekerja (Collins, 2010). 

 

4. Gaji dan Tunjangan 

Bagian mengenai gaji dan tunjangan dalam kontrak kerja 

memainkan peran krusial dalam memberikan rincian tentang kompensasi 

yang akan diterima oleh pekerja. Hal ini mencakup besaran gaji yang 

dijanjikan, jadwal pembayaran, dan jenis tunjangan tambahan yang dapat 

diterima pekerja, seperti tunjangan kesehatan, asuransi, atau tunjangan 

pensiun. Rincian yang jelas ini sangat penting untuk mencegah potensi 

perselisihan atau ketidakjelasan terkait dengan aspek finansial (Adams &  

Brownsword, 1987). 

 

5. Hak dan Kewajiban Pekerja 

Bagian hak dan kewajiban pekerja dalam kontrak kerja memiliki 

peran krusial dalam memberikan panduan yang jelas tentang apa yang 

diharapkan dari kedua belah pihak. Kontrak harus secara rinci 

mencantumkan hak-hak pekerja, termasuk hak untuk cuti yang diatur, hak 

privasi, dan hak untuk melaporkan ketidaksesuaian terhadap kondisi kerja. 

Selain itu, kewajiban pekerja juga harus dijelaskan dengan tegas, 

mencakup tanggung jawab untuk menjalankan tugas pekerjaan sesuai 

dengan standar yang diharapkan (Collins et al., 2019). 

 

6. Prosedur PHK 

Dalam kontrak kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) 

menjadi aspek yang sangat penting untuk diatur secara jelas. 

Kontraktualisasi prosedur ini membantu menciptakan landasan hukum 
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yang sesuai dan adil untuk kedua belah pihak, yakni pengusaha dan 

pekerja. Hal ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil 

dalam situasi PHK, pemberitahuan yang harus diberikan, dan hak serta 

kewajiban masing-masing pihak (Whiting &  Martin, 2020). 

 

7. Perjanjian Kerahasiaan dan Non-Persaingan 

Perjanjian kerahasiaan dan non-persaingan adalah elemen penting 

dalam kontrak kerja, terutama dalam konteks pekerjaan yang melibatkan 

informasi rahasia perusahaan atau industri tertentu. Klausul kerahasiaan 

bertujuan melindungi informasi rahasia, seperti strategi bisnis, teknologi, 

atau data pelanggan, dari pengungkapan yang tidak sah oleh pekerja. 

Sementara itu, ketentuan non-persaingan dapat memberikan perlindungan 

tambahan dengan membatasi pekerja untuk tidak bekerja pada pesaing atau 

membuka usaha sendiri dalam jangka waktu tertentu setelah berhenti 

bekerja (McKendrick, 2014). 

 

8. Ketentuan Tambahan dan Amendemen 

Ketentuan tambahan dan klausul amendemen dalam kontrak kerja 

merupakan aspek yang memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap 

perubahan kondisi atau kebutuhan bisnis yang mungkin terjadi selama 

masa kerja. Melalui penambahan ketentuan tambahan, perusahaan dan 

pekerja dapat menetapkan persyaratan khusus atau aturan yang relevan 

dengan sifat pekerjaan atau sektor industri tertentu.  

 

9. Pemutusan Hubungan Kerja Khusus 

Kontrak kerja harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang 

memberikan perlindungan khusus kepada pekerja, terutama bagi mereka 

yang sedang hamil atau dalam masa cuti sakit. Perlindungan ini dirancang 

untuk mencegah pemutusan hubungan kerja yang tidak sah atau 

diskriminatif terhadap kondisi kesehatan atau kehamilan pekerja. Oleh 

karena itu, kontrak kerja harus mencantumkan dengan jelas hak-hak 

perlindungan yang dimiliki oleh pekerja dalam situasi-situasi khusus ini 

(Collins et al., 2019). Kontrak kerja yang baik menciptakan dasar yang 
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kuat untuk hubungan kerja yang sehat dan adil. Ini tidak hanya melindungi 

hak dan kewajiban kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan dasar untuk 

produktivitas dan keberlanjutan hubungan kerja. 

 

C. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja 

Hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan 

pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

pengusaha dan pekerja. Ini membentuk landasan etika dan hukum yang 

membimbing interaksi sehari-hari di tempat kerja. 

 

1. Hak Pengusaha 

a. Hak untuk Mengelola dan Mengarahkan 

Dalam kontrak kerja, hak untuk mengelola dan mengarahkan 

merupakan aspek penting yang perlu dijelaskan dengan jelas. 

Pengusaha memiliki hak untuk mengelola operasional perusahaan 

dan memberikan arahan terkait tugas dan tanggung jawab pekerja 

(Gilmore &  Collins, 1995).  

b. Hak untuk Mengadakan Kontrak  

Dalam kontrak kerja, hak untuk mengadakan kontrak menjadi 

landasan yang esensial. Pengusaha memiliki hak untuk 

menetapkan kondisi kerja dan mengadakan kontrak dengan pekerja 

sesuai dengan kebutuhan bisnis (Freedland et al., 2016).  

c. Hak untuk Menentukan Gaji dan Tunjangan 

Kontrak kerja menegaskan hak pengusaha untuk menentukan gaji 

dan tunjangan pekerja sebagai suatu kebijakan (Adams &  

Brownsword, 1987). Hak ini mencakup penetapan besaran upah 

yang adil dan sejalan dengan kebijakan internal perusahaan.  

 

2. Kewajiban Pengusaha 

a. Kewajiban untuk Menyediakan Lingkungan Kerja Aman  

Kontrak kerja menetapkan kewajiban pengusaha untuk 

menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Collins, 
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2010). Kewajiban ini mencakup pemenuhan peraturan 

keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.  

b. Kewajiban untuk Membayar Gaji dan Tunjangan Sesuai Kontrak 

Kontrak kerja menetapkan kewajiban pengusaha untuk membayar 

gaji dan tunjangan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian 

(Gilmore &  Collins, 1995). Kewajiban ini menciptakan dasar 

keuangan yang jelas bagi pekerja, memberikan mereka kepastian 

terkait kompensasi yang diharapkan.  

c. Kewajiban untuk Memberikan Pemberitahuan PHK 

Kewajiban pengusaha untuk memberikan pemberitahuan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) menciptakan landasan etis dan 

hukum yang penting (Whiting &  Martin, 2020). Memberikan 

pemberitahuan dengan sesuai memberi kesempatan kepada pekerja 

untuk mempersiapkan diri secara finansial dan mencari peluang 

pekerjaan baru. Ini tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang 

berlaku tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Keterbukaan dalam 

memberikan pemberitahuan PHK juga dapat mengurangi 

ketidakpastian dan membangun hubungan yang lebih baik antara 

pengusaha dan pekerja, meskipun situasi tersebut tidak 

menyenangkan. 

 

3. Hak Pekerja 

a. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi Sesuai Kontrak 

Hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi sesuai kontrak adalah 

prinsip dasar dalam hubungan kerja yang adil dan transparan 

(Davies, 2018). Kontrak kerja memberikan jaminan bahwa pekerja 

akan menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian yang 

telah dibuat, menciptakan kepastian dalam hal kompensasi. Hak ini 

mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi pekerja dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.  
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b. Hak untuk Beristirahat dan Cuti 

Hak pekerja untuk beristirahat dan cuti adalah aspek penting dalam 

menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi 

(Collins, 2010). Kontrak kerja mencakup ketentuan terkait hak ini, 

memberikan jaminan bahwa pekerja dapat menikmati waktu 

istirahat dan cuti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak 

ini mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan 

keseimbangan hidup pekerja, yang pada gilirannya dapat 

berdampak positif pada produktivitas dan kepuasan kerja.  

c. Hak untuk Keamanan Pekerjaan 

Hak pekerja untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan bebas 

dari diskriminasi adalah prinsip dasar dalam kontrak kerja (Stone 

&  Devenney, 2022). Kontrak tersebut mencerminkan komitmen 

pengusaha untuk memberikan keamanan dan perlindungan 

terhadap pekerja selama menjalankan tugas mereka. Hak ini 

mencakup hak untuk bekerja tanpa takut terhadap diskriminasi, 

menciptakan suasana kerja yang inklusif dan adil.  

 

4. Kewajiban Pekerja 

a. Kewajiban untuk Mematuhi Kebijakan Perusahaan 

Kewajiban pekerja untuk mematuhi kebijakan perusahaan adalah 

aspek penting dalam kontrak kerja (Whiting &  Martin, 2020). 

Kontrak tersebut menetapkan bahwa pekerja memiliki tanggung 

jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Ini menciptakan dasar untuk menjaga 

integritas operasional dan budaya perusahaan.  

b. Kewajiban untuk Memberikan Pemberitahuan Pengunduran Diri 

Kewajiban pekerja untuk memberikan pemberitahuan 

pengunduran diri adalah elemen kritis dalam kontrak kerja (Adams 

&  Brownsword, 1987). Kontrak ini menetapkan bahwa pekerja 

diharapkan memberikan pemberitahuan secara tertulis atau sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. 

Pemberitahuan ini memberikan pengusaha waktu yang cukup 
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untuk merespons dan mencari pengganti, memastikan kelancaran 

operasional perusahaan.  

c. Kewajiban untuk Melindungi Informasi Rahasia  

Kewajiban pekerja untuk melindungi informasi rahasia perusahaan 

adalah aspek penting dalam kontrak kerja yang mengandung 

klausul kerahasiaan (McKendrick, 2014).  

 

5. Hak dan Kewajiban Bersama 

a. Hak untuk Berunding dan Bekerjasama  

Konsep hak untuk berunding dan bekerjasama antara pekerja dan 

pengusaha menciptakan landasan kooperatif dalam hubungan kerja 

(Robbins &  Judge, 2012).  

b. Hak untuk Tidak Diskriminasi 

Hak untuk tidak mengalami diskriminasi adalah prinsip mendasar 

yang diakui dalam kontrak kerja (Stone &  Devenney, 2022). 

Pekerja dan pengusaha memiliki hak yang sama untuk 

diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang latar 

belakang, jenis kelamin, ras, agama, atau faktor diskriminatif 

lainnya.  

 

D. Perubahan Status Hubungan Kerja 

Perubahan status hubungan kerja adalah fenomena yang 

melibatkan transformasi dalam dinamika antara pengusaha dan pekerja. 

Terdapat berbagai situasi di mana perubahan ini dapat terjadi, termasuk 

promosi, demosi, pemindahan, atau perubahan kondisi pekerjaan.  

 

1. Promosi 

Promosi adalah perubahan status yang positif dan diinginkan bagi 

seorang pekerja. Menurut teori promosi dalam manajemen sumber daya 

manusia (HRM), promosi mencerminkan pengakuan terhadap kinerja yang 

baik dan motivasi pekerja untuk memberikan kontribusi lebih lanjut 

(Milkovich et al., 2014). Dalam konteks hukum tenaga kerja, promosi 
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mengacu pada peningkatan status pekerja dalam hierarki organisasi atau 

perusahaan. Proses promosi biasanya diatur oleh kebijakan internal 

perusahaan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Promosi dianggap 

sebagai pengakuan terhadap kinerja dan kontribusi yang luar biasa dari 

seorang pekerja, serta sebagai insentif untuk memotivasi pekerja yang 

bersangkutan dan mempertahankan bakat terbaik di dalam organisasi.  

Namun, hukum tenaga kerja juga menuntut agar proses promosi 

dilakukan secara adil dan transparan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis 

kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Perusahaan 

harus memastikan bahwa proses seleksi untuk promosi dilakukan dengan 

objektif dan berdasarkan kriteria yang jelas, seperti kinerja kerja, 

kualifikasi, dan pengalaman. Selain itu, promosi juga harus sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja antara 

perusahaan dan pekerja. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan 

ketentuan hukum ketenagakerjaan, promosi dapat menjadi instrumen yang 

efektif untuk memotivasi pekerja, meningkatkan loyalitas, dan 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. 

 

2. Demosi 

Demosi merupakan penurunan atau pergeseran posisi atau status 

pekerja dalam hierarki organisasi atau perusahaan. Dalam konteks hukum 

tenaga kerja, demosi menjadi hal yang sensitif karena dapat memiliki 

dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan karier seseorang. Demosi 

biasanya terjadi sebagai respons terhadap kinerja yang kurang memuaskan, 

pelanggaran disiplin, atau restrukturisasi organisasi. Namun, demosi juga 

dapat terjadi tanpa alasan yang jelas atau adil, yang dapat menimbulkan 

konflik antara pekerja dan majikan. Oleh karena itu, dalam hukum tenaga 

kerja, demosi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan 

perlindungan hak-hak pekerja. Perusahaan diharapkan untuk memberikan 

pemberitahuan yang jelas dan alasan yang tepat untuk demosi, serta 

memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membela diri atau 

memperbaiki kinerja mereka. Selain itu, demosi tidak boleh dilakukan 

secara diskriminatif berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau faktor-
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faktor yang dilindungi lainnya dalam undang-undang ketenagakerjaan. 

Dengan memastikan bahwa demosi dilakukan secara adil, transparan, dan 

sesuai dengan ketentuan hukum, perusahaan dapat menjaga hubungan 

yang baik dengan pekerja dan mencegah potensi sengketa atau tuntutan 

hukum.Demosi, sebaliknya, melibatkan penurunan status pekerja (Cascio, 

2015). 

 

3. Pemindahan 

Pemindahan pekerja antar departemen atau lokasi merupakan 

bentuk perubahan status yang dapat memberikan pengalaman baru dan 

memperluas keterampilan. Teori manajemen strategis menyatakan bahwa 

pemindahan dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi dan keterlibatan 

pekerja (Wright &  McMahan, 2011). Pemindahan dalam konteks hukum 

tenaga kerja mengacu pada perpindahan pekerja dari satu posisi atau lokasi 

kerja ke posisi atau lokasi lainnya dalam perusahaan atau organisasi. 

Proses pemindahan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk 

kebutuhan bisnis, restrukturisasi organisasi, atau pengembangan karier. 

Dalam hukum tenaga kerja, penting bagi perusahaan untuk memastikan 

bahwa pemindahan dilakukan secara adil dan transparan, serta sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja. 

Perusahaan harus memberikan pemberitahuan yang cukup dan alasan yang 

jelas untuk pemindahan kepada pekerja yang bersangkutan.  

Selain itu, pemindahan juga harus memperhatikan hak-hak 

pekerja, seperti kompensasi yang sesuai, jaminan keselamatan kerja, dan 

keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. 

Diskriminasi dalam pemindahan, berdasarkan faktor-faktor seperti jenis 

kelamin, ras, agama, atau keanggotaan serikat pekerja, tidak diperbolehkan 

menurut undang-undang ketenagakerjaan. Dengan memastikan bahwa 

pemindahan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan 

ketentuan hukum, perusahaan dapat mempertahankan hubungan yang 

harmonis dengan pekerja, mencegah potensi sengketa atau tuntutan 

hukum, dan menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. 

Perubahan dalam tugas atau tanggung jawab pekerja juga merupakan 
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aspek penting dari perubahan status. Menurut teori pengelolaan perubahan, 

komunikasi terbuka dan pelibatan pekerja dalam proses perubahan dapat 

membantu mengurangi resistensi (Cameron &  Green, 2019). 

 

4. Perubahan Status Kontrak 

Dalam situasi kontrak kerja, perubahan status dapat mencakup 

pembaruan kontrak atau perubahan kondisi kerja. Menurut teori kontrak 

psikologis, kejelasan dan kepercayaan dalam kontrak kerja adalah kunci 

untuk menjaga hubungan yang positif (Rousseau, 1989). Perubahan status 

kontrak dalam konteks hukum tenaga kerja mengacu pada modifikasi atau 

perubahan yang terjadi pada persyaratan atau kondisi kerja yang diatur 

dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Perubahan ini dapat 

meliputi berbagai aspek, seperti penggantian upah, penyesuaian jam kerja, 

perubahan tanggung jawab pekerjaan, atau perubahan status pekerja dari 

kontrak sementara menjadi kontrak permanen. Dalam hukum tenaga kerja, 

penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa perubahan status 

kontrak dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan 

melindungi hak-hak pekerja.  

Perusahaan harus memberikan pemberitahuan yang jelas dan 

alasan yang wajar untuk perubahan status kontrak kepada pekerja yang 

bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan 

kesepakatan yang sudah ada dalam kontrak kerja awal dan memberikan 

kompensasi atau manfaat yang sesuai dengan perubahan yang diusulkan. 

Diskriminasi dalam perubahan status kontrak, berdasarkan faktor-faktor 

seperti jenis kelamin, ras, agama, atau keanggotaan serikat pekerja, 

dilarang menurut undang-undang ketenagakerjaan. Dengan memastikan 

bahwa perubahan status kontrak dilakukan secara adil, transparan, dan 

sesuai dengan ketentuan hukum, perusahaan dapat mempertahankan 

hubungan yang baik dengan pekerja, mencegah potensi sengketa atau 

tuntutan hukum, serta menjaga stabilitas dan produktivitas di tempat kerja. 
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5. Perubahan Terkait Pensiun 

Dalam konteks perubahan status terkait pensiun, pemahaman 

tentang kebijakan pensiun dan dampaknya terhadap pekerja sangat 

penting. Teori pensiun menekankan pentingnya perencanaan pensiun dan 

kesiapan pekerja menghadapi perubahan status ini (Wang &  Shi, 2014). 

Perubahan terkait pensiun dalam konteks hukum tenaga kerja mengacu 

pada modifikasi atau perubahan yang terjadi pada skema pensiun atau 

program pensiun yang diatur dalam perusahaan atau organisasi. Perubahan 

ini dapat meliputi pengurangan manfaat pensiun, penyesuaian persyaratan 

pensiun, atau perubahan kontribusi dari pihak pekerja atau pengusaha. 

Dalam hukum tenaga kerja, perubahan terkait pensiun harus dilakukan 

dengan memperhatikan hak-hak pekerja yang telah diakumulasikan selama 

masa kerja mereka. Perusahaan harus memberikan pemberitahuan yang 

cukup dan alasan yang jelas untuk perubahan pensiun kepada pekerja yang 

bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa 

perubahan tersebut tidak melanggar perjanjian kerja atau kontrak kerja 

yang telah ada, serta mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan 

pekerja secara keseluruhan. Diskriminasi dalam perubahan pensiun, 

berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, atau masa kerja, tidak 

diperbolehkan menurut undang-undang ketenagakerjaan. Dengan 

memastikan bahwa perubahan terkait pensiun dilakukan secara adil, 

transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perusahaan 

dapat menjaga hubungan yang baik dengan pekerja, mencegah potensi 

sengketa atau tuntutan hukum, serta menjaga kestabilan dan produktivitas 

di tempat kerja. 

 

6. Perubahan Akibat Faktor Eksternal 

Perubahan status juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal 

seperti restrukturisasi industri atau perubahan dalam kondisi ekonomi. 

Teori manajemen strategis menyarankan pentingnya responsibilitas sosial 

perusahaan dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan eksternal 

(Porter &  Kramer, 2011). Perubahan akibat faktor eksternal dalam konteks 

hukum tenaga kerja merujuk pada perubahan yang terjadi di lingkungan 
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luar perusahaan atau organisasi, yang kemudian mempengaruhi kondisi 

atau hubungan kerja. Faktor eksternal tersebut dapat meliputi perubahan 

ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, atau 

perubahan dalam industri secara keseluruhan. Dalam hukum tenaga kerja, 

perusahaan diharapkan untuk mengelola perubahan yang diakibatkan oleh 

faktor eksternal dengan memperhatikan hak-hak pekerja dan ketentuan 

hukum yang berlaku. Mereka harus memberikan pemberitahuan yang 

cukup dan alasan yang jelas untuk perubahan kepada pekerja yang 

bersangkutan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap 

kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.   
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BAB VII  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek integral 

dalam manajemen sumber daya manusia, bertujuan menciptakan 

lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Teori-teori terkait 

K3 memberikan pandangan mendalam tentang strategi, norma, dan 

kebijakan yang dapat diterapkan untuk memastikan kesejahteraan pekerja.  

 

1. Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan 

pendekatan yang menggambarkan upaya untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Teori ini menekankan 

pentingnya mencegah kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit yang terkait 

dengan pekerjaan melalui identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko di 

tempat kerja. Prinsip utama dari teori K3 adalah bahwa kesejahteraan 

pekerja harus menjadi prioritas utama, dan bahwa setiap pekerja memiliki 

hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Teori K3 juga 

menekankan pentingnya melibatkan pekerja dalam proses pengelolaan 

risiko dan memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan pengetahuan, 

pelatihan, dan alat perlindungan yang sesuai.  

Pendekatan sistemik dalam teori K3 mengakui bahwa faktor-faktor 

organisasi, lingkungan, dan perilaku individu dapat berkontribusi terhadap 
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risiko keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga solusi yang efektif 

haruslah holistik dan terintegrasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip 

teori K3, perusahaan dapat menciptakan budaya keselamatan yang kuat, 

meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya yang terkait dengan 

kecelakaan dan cedera kerja. Teori "Hazard Control Hierarchy" 

mengemukakan bahwa langkah-langkah pengendalian risiko harus 

diimplementasikan dalam urutan hierarki tertentu. Mulai dari eliminasi 

risiko, pengurangan risiko, hingga penggunaan alat pelindung diri (APD) 

jika risiko tidak dapat dihilangkan atau dikurangi (Bulzacchelli et al., 

2007). 

 

2. Penerapan Teori Psikologi dalam K3 

Teori "Safety Climate" menyoroti pentingnya persepsi pekerja 

terhadap kebijakan keselamatan dan budaya keselamatan di tempat kerja. 

Saat pekerja merasa terlibat dalam keputusan keselamatan dan merasakan 

dukungan organisasi, keselamatan kerja dapat meningkat (Koning &  Van 

Kleef, 2015). Penerapan teori psikologi dalam Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) melibatkan pemahaman terhadap perilaku manusia dan faktor 

psikologis yang mempengaruhi keamanan dan kesehatan di tempat kerja. 

Teori ini mengakui bahwa aspek psikologis, seperti sikap, persepsi, 

motivasi, dan perilaku individu, memiliki dampak signifikan terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya, teori psikologi sosial 

menggarisbawahi pentingnya norma sosial, tekanan kelompok, dan 

pengaruh sosial dalam membentuk perilaku keselamatan di tempat kerja.  

Teori ini menyoroti pentingnya pembentukan budaya keselamatan 

yang kuat, di mana norma-norma positif dan dukungan dari rekan kerja 

dapat mendorong perilaku aman. Selain itu, teori psikologi kognitif 

menekankan peran persepsi, pemahaman, dan pengambilan keputusan 

individu dalam menghadapi situasi risiko di tempat kerja. Dengan 

memahami bagaimana individu menafsirkan informasi dan merespons 

situasi berisiko, perusahaan dapat merancang pelatihan dan komunikasi 

yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap 

prosedur keselamatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori psikologi 
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dalam K3, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif 

untuk mendorong perilaku keselamatan, mengurangi kecelakaan dan 

cedera kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan 

sehat secara keseluruhan. 

 

3. K3 Berbasis Teknologi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis teknologi adalah 

pendekatan yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk 

meningkatkan kondisi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ini 

mencakup penggunaan berbagai solusi teknologi seperti sensor, 

pemantauan otomatis, kecerdasan buatan, dan perangkat lunak manajemen 

risiko untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengelola risiko di lingkungan 

kerja. Misalnya, teknologi sensor dapat digunakan untuk mendeteksi gas 

beracun, suhu yang ekstrem, atau kebisingan berlebihan di area kerja, 

sementara pemantauan otomatis dapat digunakan untuk mengawasi 

aktivitas pekerja dan mengidentifikasi potensi bahaya. Selain itu, teknologi 

kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan 

meramalkan pola kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan, sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan yang 

tepat secara proaktif.  

Penerapan K3 berbasis teknologi juga dapat mencakup 

penggunaan perangkat lunak manajemen risiko yang memungkinkan 

perusahaan untuk melacak, melaporkan, dan menganalisis insiden 

kecelakaan serta melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan 

efisiensi, akurasi, dan responsibilitas dalam menjaga keselamatan dan 

kesehatan pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman 

dan produktif secara keseluruhan. Teori "Human-Machine Interaction" 

menjelaskan bagaimana integrasi teknologi dalam lingkungan kerja dapat 

memengaruhi perilaku pekerja terkait keselamatan. Penggunaan teknologi 

cerdas, seperti sensor keselamatan atau perangkat otomatis, dapat 

meningkatkan pemahaman dan respons terhadap risiko (Stanton et al., 

2017). 
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4. Implementasi dan Evaluasi Praktik K3 

Implementasi dan evaluasi praktik Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) adalah langkah penting dalam menjaga lingkungan kerja yang 

aman dan sehat. Proses implementasi melibatkan penerapan berbagai 

kebijakan, prosedur, dan program K3 yang dirancang untuk 

mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko di tempat kerja. Ini 

melibatkan pelatihan dan penyuluhan kepada pekerja tentang praktik K3 

yang aman, serta pengembangan budaya keselamatan yang kuat di tempat 

kerja. Selain itu, proses implementasi juga melibatkan penerapan teknologi 

dan peralatan keselamatan yang sesuai untuk mendukung upaya 

pencegahan dan perlindungan. Setelah implementasi, evaluasi praktik K3 

menjadi penting untuk memastikan efektivitasnya.  

Evaluasi dilakukan melalui pemantauan terus-menerus terhadap 

kondisi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, analisis insiden 

kecelakaan atau cedera kerja, serta pengumpulan umpan balik dari pekerja 

tentang efektivitas program K3 yang telah diimplementasikan. Hasil 

evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan praktik K3 yang 

ada, serta untuk menentukan area di mana perbaikan atau perubahan 

diperlukan. Dengan melakukan implementasi dan evaluasi praktik K3 

secara terus-menerus, perusahaan dapat memastikan bahwa lingkungan 

kerja mereka tetap aman dan sehat, dan bahwa upaya untuk meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan pekerja terus berlanjut dan diperbaiki.  

 

B. Pengaturan Keselamatan Kerja 

Pengaturan keselamatan kerja adalah fondasi hukum yang 

menjamin perlindungan pekerja di tempat kerja. Hukum dan peraturan 

yang mengatur keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah kecelakaan, 

cedera, dan penyakit terkait pekerjaan.  

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja 
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Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama di Indonesia 

yang mengatur keselamatan kerja. Menetapkan kewajiban pengusaha 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta memberikan hak 

kepada pekerja untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat 

(Indonesia, 1970). 

 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 

Merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1970. Menetapkan persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan 

kerja yang harus dipatuhi oleh pengusaha dalam berbagai jenis industri 

(Indonesia, 2012). 

 

3. Kebijakan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Global 

Sebagai tanggapan terhadap isu keselamatan kerja global, 

International Labour Organization (ILO) menyusun kebijakan standar 

keselamatan dan kesehatan kerja yang direkomendasikan untuk diadopsi 

oleh negara-negara anggotanya. Standar ILO mencakup pedoman tentang 

manajemen risiko, pemantauan kondisi kerja, dan perlindungan terhadap 

pekerja yang rentan (Wadsworth &  Walters, 2019). 

 

4. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) di 

Amerika Serikat 

OSHA adalah lembaga pemerintah di Amerika Serikat yang 

bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menegakkan standar 

keselamatan kerja. Standar OSHA mencakup berbagai aspek, mulai dari 

identifikasi bahaya, pelatihan pekerja, hingga penyelidikan kecelakaan 

(Bosetti, 2021). 

 

 

 

5. ISO 45001: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 
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ISO 45001 adalah standar internasional yang menetapkan 

persyaratan untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dengan menerapkan ISO 45001, organisasi dapat meningkatkan kinerja 

keselamatan dan kesehatan kerja, mengidentifikasi risiko, dan memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan (Fuller, 2019). 

 

6. Implikasi Pengaturan Keselamatan Kerja 

Pengaturan keselamatan kerja tidak hanya memberikan pedoman 

untuk meminimalkan risiko di tempat kerja tetapi juga memiliki dampak 

positif pada produktivitas, motivasi, dan reputasi perusahaan. Pengusaha 

yang mematuhi standar keselamatan kerja dapat mengurangi absensi 

pekerja akibat cedera, meningkatkan moral pekerja, dan membangun citra 

perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. 

 

C. Penyakit Akibat Kerja 

1. Pengertian Penyakit Akibat Kerja 

Penyakit akibat kerja adalah kondisi kesehatan yang timbul 

sebagai dampak langsung dari eksposur atau kondisi di lingkungan kerja. 

Berbeda dengan cedera kerja yang bersifat fisik, penyakit akibat kerja 

sering kali bersifat kronis dan berkembang secara perlahan akibat paparan 

berulang terhadap faktor risiko tertentu (LaDou &  Harrison, 2007). 

 

2. Jenis Penyakit Akibat Kerja 

a. Penyakit Respiratori 

Penyakit respiratori, yang mencakup kondisi seperti asma, 

pneumokoniosis, dan penyakit paru obstruktif kronis (COPD), 

merupakan masalah kesehatan serius yang dapat memengaruhi 

pekerja di berbagai sektor (Abubaker et al., 2016).  

 

 

b. Penyakit Kulit 
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Penyakit kulit, seperti dermatitis kontak dan karsinoma sel 

skuamosa, merupakan kondisi yang dapat memengaruhi pekerja 

dengan paparan tertentu di lingkungan kerja (Adami et al., 2008).  

c. Penyakit Muskuloskeletal  

Penyakit muskuloskeletal, termasuk sindrom tunel karpal dan 

gangguan muskuloskeletal akibat beban berat, dapat menjadi 

masalah kesehatan yang signifikan di lingkungan kerja (Punnett &  

Wegman, 2004).  

 

3. Faktor Penyebab Penyakit Akibat Kerja 

a. Bahan Kimia Berbahaya  

Paparan terhadap bahan kimia berbahaya di lingkungan kerja, 

seperti asbes, merkuri, dan pestisida, dapat membawa risiko 

kesehatan serius bagi pekerja (LaDou &  Harrison, 2007).  

b. Faktor Fisik 

Faktor fisik di lingkungan kerja, seperti kebisingan, radiasi, dan 

vibrasi, dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi pekerja 

(Punnett &  Wegman, 2004).  

c. Ergonomi 

Ergonomi memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan 

pekerja di lingkungan kerja. Posisi kerja yang tidak ergonomis, 

seperti penggunaan meja atau kursi yang tidak sesuai, dapat 

menyebabkan gangguan muskuloskeletal dan cedera terkait 

pekerjaan (Bongers et al., 2006).  

 

4. Pencegahan Penyakit Akibat Kerja 

a. Program Pengawasan Kesehatan Kerja  

Program pengawasan kesehatan kerja menjadi kunci dalam 

menjaga kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja. Melibatkan 

pemantauan kesehatan secara teratur, program ini dirancang untuk 

mendeteksi dini gejala penyakit yang dapat terkait dengan 

lingkungan kerja (LaDou &  Harrison, 2007).  

b. Pengelolaan Bahan Berbahaya 
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Pengelolaan bahan berbahaya adalah langkah penting dalam 

menjaga keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Dengan 

mengimplementasikan prosedur yang dirancang untuk 

meminimalkan paparan terhadap bahan kimia berbahaya, 

perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi 

pekerja (Adami et al., 2008).  

c. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran krusial 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan, pekerja dapat diberdayakan 

dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan 

mengelola risiko di tempat kerja (Black &  Frost, 2011).  

 

D. Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Kesehatan Pekerja 

Tanggung jawab pengusaha terhadap kesehatan pekerja adalah 

aspek integral dalam konteks Hukum Tenaga Kerja dan Industri (HTKI). 

Pengusaha berperan sentral dalam memastikan bahwa lingkungan kerja 

mereka aman, sehat, dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.  

 

1. Kewajiban Pengusaha dalam HTKI 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

• Menyediakan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengupahan, 

termasuk mekanisme penentuan upah dan tanggung jawab 

pengusaha terkait dengan pembayaran upah. 

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004) 

• Pasal 6 UU No. 2/2004 memberikan kewajiban kepada 

pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan sesuai 

prosedur. 
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• Pasal 9 UU No. 2/2004 mengatur kewajiban pengusaha untuk 

menjalankan perjanjian kerja bersama, termasuk memberikan 

upah sesuai dengan perjanjian. 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(UU No. 13/2003) 

• Pasal 1 ayat (17) UU No. 13/2003 menyatakan bahwa 

pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang 

mempekerjakan pekerja. 

• Pasal 5 UU No. 13/2003 mengatur kewajiban pengusaha untuk 

memberikan pekerjaan yang layak dan perlindungan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

a. Pengembangan Kebijakan K3: Pengusaha diharapkan 

mengembangkan kebijakan K3 yang mencakup pedoman, 

prosedur, dan standar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan 

pekerja (Jeffrey Pfeffer &  Williams, 2020). 

b. Pelaksanaan Pelatihan Keselamatan: Menyelenggarakan pelatihan 

secara berkala kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran 

mereka terhadap risiko dan cara mengelolanya (Bosetti, 2021). 

 

3. Pengawasan Kesehatan Pekerja 

a. Pemeriksaan Kesehatan Berkala: Pengusaha memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap 

pekerja yang berpotensi terpapar risiko tertentu di tempat kerja 

(LaDou, 2003). 

b. Akses ke Fasilitas Kesehatan: Memberikan akses yang memadai 

ke fasilitas kesehatan bagi pekerja, termasuk pelayanan kesehatan 

mental (Jeffrey Pfeffer &  Williams, 2020). 

 

 

 

 



 90  Hukum Tenaga Kerja  dan Industri 

Industri 

4. Pemberdayaan Pekerja 

a. Partisipasi Pekerja dalam Pengambilan Keputusan: Mendorong 

partisipasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait 

keselamatan dan kesehatan kerja (Prouska et al., 2022). 

b. Penyediaan Informasi: Memberikan informasi yang jelas dan 

transparan kepada pekerja tentang risiko yang mungkin mereka 

hadapi dan tindakan pencegahan yang dapat diambil (Cuming et 

al., 2008). 

 

5. Dampak Positif pada Kesejahteraan Pekerja 

Implementasi kewajiban dan kebijakan keselamatan kerja oleh 

pengusaha tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga berdampak 

positif pada kesejahteraan pekerja. Pekerja yang bekerja di lingkungan 

yang aman dan mendapatkan dukungan kesehatan yang memadai 

cenderung lebih produktif, loyal, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

 

6. Tantangan dan Inovasi Terkini 

Tantangan terkini dalam mengelola kesehatan pekerja melibatkan 

adaptasi terhadap perubahan gaya kerja, termasuk pekerjaan jarak jauh dan 

perkembangan teknologi. Inovasi dalam pendekatan pencegahan, 

termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan dan pelaporan, 

menjadi kunci untuk menjawab dinamika dunia kerja yang terus 

berkembang.   
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BAB VIII  
PENEMPATAN KERJA 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang Penempatan Kerja 

Penempatan kerja adalah proses yang kompleks dan krusial dalam 

manajemen sumber daya manusia yang mencakup penempatan individu 

pada posisi dan tugas yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan 

kapabilitas mereka.  

 

1. Model Kesesuaian Individu-Pekerjaan (Person-Job Fit) 

Teori kesesuaian individu-pekerjaan menekankan pentingnya 

kesesuaian antara karakteristik individu (keterampilan, minat, dan nilai) 

dengan tuntutan pekerjaan (tugas, tanggung jawab, dan lingkungan kerja) 

(Kristof-Brown et al., 2005). Kesesuaian ini dapat memberikan dampak 

positif terhadap kepuasan kerja, kinerja, dan retensi pekerja. 

 

2. Teori Penempatan Karir (Career Placement Theory) 

Teori ini menyoroti hubungan antara penempatan kerja awal dalam 

karir seseorang dengan perkembangan karirnya selanjutnya. Penempatan 

yang tepat pada awal karir dapat membentuk dasar yang kuat untuk 

pertumbuhan dan pengembangan profesional (Rounds et al., 1987). Faktor 

seperti kompatibilitas nilai dan minat individu dengan tuntutan pekerjaan 

memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberhasilan karir. 

 

3. Teori Penempatan yang Fleksibel (Flexible Placement Theory) 

Dalam lingkungan kerja yang terus berubah, teori penempatan 

yang fleksibel mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan 
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penempatan pekerja dengan kebutuhan dinamis. Konsep ini mencakup 

penempatan pekerja dalam tim proyek, rotasi tugas, dan peningkatan 

mobilitas karir untuk meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap 

perubahan (Kristof, 1996). 

 

4. Teori Kepuasan Kerja dan Produktivitas 

Penempatan kerja yang sesuai dapat berkontribusi pada kepuasan 

kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas individu. 

Teori ini menyoroti hubungan timbal balik antara penempatan yang baik, 

kepuasan kerja, dan hasil kerja yang lebih baik (Locke, 1969). 

 

5. Aspek Hukum dalam Penempatan Kerja 

Pengaturan hukum terkait penempatan kerja juga memiliki peran 

penting dalam memastikan proses penempatan yang adil dan sesuai dengan 

peraturan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan di Indonesia, sebagai contoh, menetapkan hak-hak 

pekerja terkait penempatan dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam 

penempatan kerja. 

 

6. Implikasi dan Tantangan Terkini 

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, penempatan kerja 

juga mencakup penyesuaian terhadap dinamika pasar kerja yang cepat 

berubah. Fleksibilitas, keahlian lintas disiplin, dan kemampuan 

beradaptasi menjadi fokus utama untuk menciptakan penempatan kerja 

yang sukses. 

 

B. Pelatihan Kerja 

Pelatihan kerja adalah suatu pendekatan strategis yang 

memberikan peningkatan keterampilan dan pengetahuan kepada pekerja 

dalam rangka memenuhi tuntutan pekerjaan yang terus berkembang. 

Seperti yang diungkapkan oleh Jha (2016), pelatihan kerja tidak hanya 

meningkatkan kinerja individu, tetapi juga membentuk fondasi untuk 
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keunggulan kompetitif organisasi. Artikel ini akan mengulas peran penting 

pelatihan kerja dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan 

adaptabilitas pekerja di era dinamika pasar kerja global. 

 

1. Konsep Pelatihan Kerja 

Pelatihan kerja merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pekerja agar dapat 

menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan 

pelatihan kerja melibatkan peningkatan kompetensi individu, 

pengembangan keahlian khusus, dan pemahaman terhadap perubahan 

dalam lingkungan kerja. Ini mencakup berbagai jenis pelatihan, seperti 

pelatihan teknis, pelatihan manajemen, dan pelatihan keahlian 

interpersonal. 

 

2. Metode Pelatihan yang Efektif 

a. Pelatihan On-the-Job (OJT): Metode ini melibatkan pembelajaran 

langsung di tempat kerja, memungkinkan pekerja untuk mengasah 

keterampilan mereka secara praktis saat melaksanakan tugas 

sehari-hari.  

b. Pelatihan Off-the-Job: Pelatihan ini dilakukan di luar lingkungan 

kerja dan dapat melibatkan seminar, workshop, atau kursus formal.  

c. Pelatihan Berbasis Teknologi (E-Learning): Dengan kemajuan 

teknologi, pelatihan kerja semakin mengadopsi platform digital 

untuk memberikan materi pelatihan. E-learning memungkinkan 

akses ke pelatihan dari berbagai lokasi, memfasilitasi pembelajaran 

mandiri, dan memberikan fleksibilitas waktu. 

 

3. Pelatihan dan Produktivitas Pekerja 

Pelatihan kerja memiliki dampak langsung pada produktivitas 

pekerja dan keseluruhan kinerja organisasi. Pekerja yang mendapatkan 

pelatihan yang sesuai dengan tugas mereka cenderung lebih kompeten, 

percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. 
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Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan individu, tetapi juga 

menyumbang pada pencapaian tujuan perusahaan (Goldstein, 1993). 

 

4. Hukum dan Peraturan Terkait Pelatihan Kerja di Indonesia 

Di Indonesia, regulasi terkait pelatihan kerja terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

peraturan pelaksanaannya. Pasal 156A UU Ketenagakerjaan menegaskan 

kewajiban pengusaha untuk memberikan pelatihan kepada pekerjanya, 

baik pelatihan awal maupun pelatihan berkelanjutan. Regulasi ini 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 

Indonesia. 

 

5. Tantangan dan Inovasi Terkini 

Pelatihan kerja memiliki dampak yang signifikan pada 

pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia. Dengan 

memahami konsep, metode, dan regulasi terkait, organisasi dapat 

mengoptimalkan strategi pelatihan untuk mencapai tujuan mereka sambil 

mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. 

 

C. Pengerahan Tenaga Kerja 

Pengerahan tenaga kerja (workforce deployment) adalah suatu 

proses pengelolaan strategis yang melibatkan alokasi dan penempatan 

tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam konteks 

Hukum Tenaga Kerja dan Industri (HTKI), pengerahan tenaga kerja 

melibatkan aspek-aspek seperti penempatan, rotasi, dan pengelolaan 

produktivitas untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja 

yang efisien, berkualitas, dan sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja 

yang dinamis. 

 

1. Penempatan Tenaga Kerja 

Penempatan tenaga kerja merupakan proses penentuan posisi dan 

tugas-tugas pekerja di dalam organisasi. Ini mencakup pertimbangan 
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terhadap keahlian, keterampilan, dan pengalaman individu serta kebutuhan 

spesifik dari berbagai departemen atau proyek. Strategi penempatan yang 

efektif dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan pekerja, dan retensi 

(Cascio, 2015). 

 

2. Rotasi Tenaga Kerja 

Rotasi tenaga kerja melibatkan perpindahan pekerja antara 

berbagai fungsi atau departemen di dalam organisasi. Prinsip rotasi adalah 

untuk mengembangkan keahlian lintas fungsional, meningkatkan 

fleksibilitas tenaga kerja, dan memfasilitasi pengembangan karir. 

Keuntungan tambahan melibatkan penguatan integrasi tim, peningkatan 

motivasi, dan perbaikan keterampilan manajerial (Noe et al., 2006). 

 

3. Pengelolaan Produktivitas 

Pengelolaan produktivitas dalam pengerahan tenaga kerja 

berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan hasil kerja. Ini 

mencakup penggunaan teknologi yang tepat, perancangan tugas yang 

efektif, dan peningkatan proses kerja. Pengukuran produktivitas, evaluasi 

kinerja, dan pemberian umpan balik menjadi instrumen penting dalam 

menerapkan strategi ini (Trevino &  Nelson, 2021). 

 

4. Kebijakan dan Prosedur Pengerahan Tenaga Kerja 

Organisasi yang efektif dalam pengerahan tenaga kerja perlu 

memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penempatan, 

rotasi, dan pengelolaan produktivitas. Hal ini mencakup penetapan kriteria 

penempatan, mekanisme rotasi, dan metode evaluasi kinerja yang 

transparan. Adanya panduan yang baik dapat membantu mencegah 

diskriminasi, menjamin keadilan, dan memberikan panduan bagi 

pengelolaan sumber daya manusia (Schraeder et al., 2007). 

 

5. Implikasi Hukum dalam Pengerahan Tenaga Kerja 

Dalam konteks hukum tenaga kerja, pengerahan tenaga kerja 

melibatkan komitmen untuk mematuhi regulasi terkait, termasuk Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pemenuhan hak-hak pekerja, perlindungan terhadap diskriminasi, dan 

keadilan dalam penempatan menjadi hal-hal yang harus diperhatikan untuk 

memastikan kepatuhan hukum. 

 

6. Tantangan dan Inovasi Terkini 

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, pengerahan tenaga 

kerja dihadapkan pada tantangan baru, seperti manajemen keberagaman 

global, integrasi teknologi kecerdasan buatan, dan perubahan paradigma 

kerja. Inovasi dalam strategi penempatan dan pengelolaan produktivitas 

menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. 

 

D. Pengangguran 

Pengangguran adalah realitas kompleks yang mencakup dampak 

luas baik dari segi sosial maupun ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Blau dan Kahn (2017), kondisi ini menciptakan tantangan signifikan, 

merugikan individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. 

Dalam pembukaan paragraf ini, akan ditekankan pentingnya memahami 

dinamika pengangguran, menyelami dampaknya, dan merinci upaya-

upaya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dalam kerangka 

Hukum Tenaga Kerja dan Industri. 

 

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengangguran 

Pengangguran dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana 

individu yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja tidak 

dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Terdapat beberapa jenis 

pengangguran, termasuk pengangguran friksional (kondisi sementara 

antara pekerjaan), struktural (disebabkan oleh ketidaksesuaian antara 

keterampilan pekerja dan permintaan pasar), dan siklus (dipengaruhi oleh 

fluktuasi ekonomi). 
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2. Faktor Penyebab Pengangguran 

a. Perubahan Teknologi 

Perubahan teknologi, seperti kemajuan dalam otomatisasi dan 

kecerdasan buatan, memiliki dampak signifikan pada struktur 

pasar kerja.  

b. Ketidaksesuaian Keterampilan  

Ketidaksesuaian keterampilan, di mana keterampilan yang dimiliki 

oleh pekerja tidak sejalan dengan kebutuhan pasar kerja, dapat 

menciptakan pengangguran struktural.  

c. Kondisi Ekonomi Global  

Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, seperti resesi, memiliki 

dampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Selama periode 

resesi, perusahaan cenderung mengurangi produksi dan investasi, 

yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan permintaan tenaga 

kerja.  

d. Perubahan Demografi  

Perubahan demografis, seperti pertumbuhan populasi dan 

perubahan struktur usia, memiliki implikasi langsung terhadap 

tingkat pengangguran.  

 

3. Dampak Pengangguran 

a. Dampak Ekonomi  

Dampak ekonomi pengangguran sangat signifikan karena dapat 

menyebabkan hilangnya potensi produksi dan konsumsi dalam 

suatu perekonomian. Ketika sejumlah individu kehilangan 

pekerjaan, berkurangnya pendapatan mereka mengakibatkan 

penurunan daya beli, yang pada gilirannya mempengaruhi 

permintaan barang dan jasa.  

b. Dampak Sosial  

Dampak sosial pengangguran mencakup aspek-aspek yang sangat 

merugikan masyarakat. Individu yang mengalami pengangguran 

seringkali menghadapi stres psikologis dan tekanan mental karena 

ketidakpastian masa depan dan kesulitan memenuhi kebutuhan 
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ekonomi. Tingkat kecemasan dan depresi dapat meningkat, 

memberikan tekanan tambahan pada kesehatan mental individu.  

c. Dampak Individu  

Dampak individu yang mengalami pengangguran sangat 

signifikan, mencakup penurunan harga diri, tekanan psikologis, 

dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pengangguran dapat 

meruntuhkan harga diri seseorang karena kehilangan peran yang 

diberikan oleh pekerjaan. Hal ini dapat memicu perasaan tidak 

berharga dan kurangnya tujuan hidup.  

 

4. Penanganan Pengangguran dari Perspektif Hukum Tenaga 

Kerja 

a. Program Perlindungan Sosial  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perlindungan Sosial telah membentuk landasan hukum bagi 

program perlindungan sosial di Indonesia. Dalam kerangka ini, 

terdapat program jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan 

kesehatan. Program jaminan sosial mencakup perlindungan 

terhadap risiko seperti kehilangan pekerjaan, sementara program 

jaminan kesehatan memberikan akses masyarakat terhadap 

layanan kesehatan yang diperlukan.  

b. Pelatihan dan Rekvalifikasi 

Dalam menghadapi masalah pengangguran, pelatihan dan 

rekvalifikasi menjadi strategi krusial. Kebijakan ini menyoroti 

pentingnya meningkatkan keterampilan individu agar sesuai 

dengan dinamika pasar kerja. Melalui pelatihan ulang, individu 

dapat memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan 

keterampilan yang sudah dimiliki, sehingga dapat menyesuaikan 

diri dengan perubahan tuntutan pekerjaan. Rekvalifikasi 

memberikan kesempatan bagi mereka yang mengalami perubahan 

di pasar kerja, memungkinkan mereka untuk memasuki bidang 

pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan minat mereka.  
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c. Pengaturan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi aspek 

krusial dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja. 

Pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan adil dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan landasan 

yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Prosedur PHK 

yang diatur dengan baik dapat melibatkan pemberian 

pemberitahuan yang memadai, memberikan kesempatan kepada 

pekerja untuk menyampaikan pendapat atau membela diri, dan 

memastikan pemberian pesangon sesuai dengan peraturan.  

 

5. Inovasi dan Tantangan Terkini 

a. Pentingnya Pendidikan dan Keterampilan Digital  

Pentingnya pendidikan dan keterampilan digital semakin terwujud 

dalam era transformasi digital ini. Keterampilan teknologi dan 

literasi digital bukan hanya menjadi nilai tambah, melainkan kunci 

untuk mengurangi ketidaksesuaian keterampilan antara pekerja 

dan kebutuhan pasar kerja.  

b. Ekonomi Berbagi dan Fleksibilitas Pekerjaan 

Ekonomi berbagi memungkinkan individu untuk memanfaatkan 

aset mereka secara efisien, menciptakan peluang kerja baru, dan 

merangsang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fleksibilitas 

pekerjaan memberikan kemampuan bagi pekerja untuk 

menyesuaikan jam kerja mereka dengan kebutuhan pribadi atau 

kehidupan keluarga, meningkatkan keseimbangan kerja-hidup. 
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BAB IX  
PERATURAN PERUSAHAAN 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang Peraturan Perusahaan 

Peraturan perusahaan adalah instrumen vital dalam manajemen 

sumber daya manusia yang berperan dalam menjaga kedisiplinan, 

menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan mengatur hubungan antara 

pekerja dan perusahaan. Peraturan perusahaan merupakan seperangkat 

aturan dan kebijakan internal yang ditetapkan oleh suatu perusahaan untuk 

mengatur perilaku, kinerja, dan hubungan di antara para karyawan. Teori 

tentang peraturan perusahaan meliputi prinsip-prinsip manajemen 

organisasi dan hubungan kerja yang bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan adil. Teori ini mendasarkan 

diri pada aspek-aspek seperti otoritas manajemen, tanggung jawab 

individu, komunikasi, dan pengawasan.  

Peraturan perusahaan seringkali mencakup berbagai bidang, 

termasuk kode etik, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, tata tertib, 

dan prosedur penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk mengatur 

perilaku karyawan, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang 

berlaku, serta memastikan bahwa aktivitas bisnis perusahaan berjalan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam prakteknya, peraturan 

perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan adil untuk semua 

karyawan, serta terus dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan hukum 

ketenagakerjaan. Dengan menerapkan teori tentang peraturan perusahaan 

dengan baik, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang 
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profesional, menjaga disiplin dan integritas, serta mendukung pencapaian 

tujuan organisasi secara efektif. 

 

1. Pengertian Peraturan Perusahaan 

Peraturan perusahaan merangkum norma-norma perilaku dan 

aturan yang berlaku di tempat kerja. Menurut Robbins et al. (2017), 

peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk etika kerja, tata tertib, 

aturan keamanan, dan ketentuan terkait hak dan kewajiban pekerja. 

Pengertian yang jelas dan komprehensif mengenai peraturan perusahaan 

adalah langkah awal dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan 

efisien. 

 

2. Implementasi Peraturan Perusahaan 

Implementasi peraturan perusahaan adalah proses penting dalam 

memastikan bahwa aturan dan kebijakan internal perusahaan diterapkan 

secara efektif di seluruh organisasi. Langkah pertama dalam implementasi 

adalah menyusun peraturan yang jelas, komprehensif, dan sesuai dengan 

kebutuhan serta tujuan perusahaan. Setelah peraturan tersebut disusun, 

langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan peraturan tersebut kepada 

seluruh karyawan dengan cara yang jelas dan transparan. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, pelatihan, atau penyampaian 

secara tertulis. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap 

karyawan memahami peraturan yang berlaku dan mengetahui konsekuensi 

dari pelanggaran peraturan tersebut.  

Pengawasan dan penegakan peraturan juga merupakan tahap 

penting dalam implementasi, di mana manajemen perusahaan harus secara 

konsisten menerapkan aturan dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap 

pelanggaran yang terjadi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap 

implementasi peraturan perusahaan juga perlu dilakukan untuk 

memastikan bahwa peraturan tersebut tetap relevan dan efektif sesuai 

dengan perkembangan organisasi dan lingkungan bisnis. Dengan 

melakukan implementasi peraturan perusahaan secara efektif, perusahaan 

dapat menciptakan budaya kerja yang profesional, meningkatkan 



103 Buku Referensi 

kedisiplinan, meminimalkan risiko hukum, serta menjaga integritas dan 

reputasi perusahaan secara keseluruhan. Penerapan peraturan perusahaan 

memerlukan komunikasi yang efektif, pengawasan yang adil, dan 

konsekuensi yang konsisten. Konsep "tone at the top" atau budaya etika 

dari pimpinan perusahaan menjadi kunci dalam memastikan bahwa 

peraturan dijalankan dengan baik (Trevino &  Nelson, 2021). 

 

3. Dampak Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Kerja 

Peraturan perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap 

hubungan kerja di dalam organisasi. Pertama, peraturan-peraturan tersebut 

dapat membentuk struktur dan batasan yang jelas dalam interaksi antara 

manajemen dan karyawan, mengatur tanggung jawab, hak, dan kewajiban 

masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan yang jelas, hubungan 

kerja cenderung menjadi lebih terstruktur dan teratur. Selanjutnya, 

peraturan perusahaan juga dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan 

keseimbangan antara manajemen dan karyawan. Jika peraturan tersebut 

diterapkan dengan konsisten dan adil, hal ini dapat memperkuat 

kepercayaan dan mengurangi konflik di tempat kerja. Namun, jika 

peraturan dianggap tidak adil atau diterapkan secara diskriminatif, hal ini 

dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara karyawan.  

Selain itu, peraturan perusahaan yang berkaitan dengan hak dan 

kesejahteraan karyawan, seperti kebijakan gaji, tunjangan, dan jaminan 

kesehatan, juga dapat memengaruhi kepuasan dan loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk 

merancang dan menerapkan peraturan perusahaan dengan hati-hati, 

mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan kerja, serta 

memastikan bahwa peraturan tersebut mendukung tujuan organisasi 

sambil memperhatikan hak dan kepentingan karyawan. Peraturan 

perusahaan yang baik dapat meningkatkan hubungan kerja dan 

meningkatkan kesejahteraan organisasi. Di sisi lain, penegakan peraturan 

yang tidak adil atau kurang transparan dapat memicu konflik dan 

ketidakpuasan pekerja (Robbins et al., 2017). 
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B. Fungsi dan Tujuan Peraturan Perusahaan 

Peraturan perusahaan adalah pilar esensial dalam manajemen 

sumber daya manusia yang tidak hanya menciptakan kerangka kerja 

hukum di tempat kerja tetapi juga membentuk dasar untuk hubungan kerja 

yang sehat.  

 

1. Fungsi Peraturan Perusahaan 

a. Mengatur Disiplin Kerja 

Peraturan perusahaan memiliki peran kunci dalam mengatur 

disiplin kerja di tempat kerja. Menurut Noe et al. (2006), dengan 

menetapkan norma-norma perilaku yang diharapkan, peraturan 

membentuk dasar untuk menilai kedisiplinan pekerja. 

b. Keamanan dan Kesehatan Kerja 

Fungsi lainnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman 

dan sehat. Peraturan perusahaan harus merinci prosedur keamanan, 

penggunaan alat pelindung diri, dan tindakan pencegahan lainnya 

untuk melindungi kesejahteraan pekerja (Robbins et al., 2017). 

c. Penyelesaian Konflik 

Peraturan perusahaan menyediakan kerangka kerja untuk 

menyelesaikan konflik di tempat kerja. Hal ini melibatkan 

pembentukan prosedur yang jelas untuk menanggapi keluhan, 

sengketa, atau masalah lainnya yang mungkin timbul dalam 

konteks hubungan kerja (Trevino &  Nelson, 2021). 

d. Penetapan Hak dan Kewajiban 

Mendasarkan hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan adalah 

fungsi kritis peraturan perusahaan. Dengan merinci hak pekerja, 

seperti hak untuk mendapatkan informasi, dan kewajiban 

perusahaan untuk memberikan lingkungan kerja yang aman, 

peraturan membangun landasan yang adil dan transparan. 
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2. Tujuan Peraturan Perusahaan 

a. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Produktif 

Salah satu tujuan utama peraturan perusahaan adalah menciptakan 

lingkungan kerja yang produktif. Dengan memberikan kerangka 

kerja yang jelas dan mendukung produktivitas, perusahaan dapat 

mengoptimalkan kinerja pekerja (Noe et al., 2006). 

b. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Pekerja 

Tujuan kesejahteraan pekerja menjadi pusat dalam peraturan 

perusahaan. Dengan menetapkan ketentuan keamanan dan 

kesehatan, perusahaan bertujuan melindungi pekerja dari risiko 

potensial yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. 

c. Mengelola dan Mencegah Konflik 

Tujuan lainnya adalah mengelola serta mencegah konflik di tempat 

kerja. Dengan menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang 

adil, perusahaan dapat menciptakan lingkungan harmonis yang 

mendukung produktivitas dan kesejahteraan pekerja (Robbins et 

al., 2017). 

 

d. Mendukung Kepatuhan Hukum 

Peraturan perusahaan juga memiliki tujuan untuk memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ini mencakup 

kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, peraturan 

keselamatan, dan ketentuan lainnya yang mengatur hubungan 

antara perusahaan dan pekerja (Trevino &  Nelson, 2021). 

 

3. Implementasi Peraturan Perusahaan 

Implementasi peraturan perusahaan memerlukan strategi yang 

matang. Tone at the top atau budaya etika dari pimpinan perusahaan 

menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa peraturan dijalankan 

dengan baik (Trevino &  Nelson, 2021). Komunikasi yang jelas, pelatihan, 

dan pengawasan yang adil menjadi kunci sukses dalam implementasi 

peraturan. 
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4. Dampak Inovasi dan Tantangan Terkini 

Dalam menghadapi dinamika bisnis yang cepat dan transformasi 

digital, peraturan perusahaan harus mampu beradaptasi. Konsep kerja 

fleksibel, kebijakan bekerja dari jarak jauh, dan penerapan teknologi dalam 

implementasi peraturan menjadi bagian dari inovasi terkini (Noe et al., 

2019). 

 

C. Isi Peraturan Perusahaan 

Isi peraturan perusahaan berperan sentral dalam membentuk 

budaya organisasi, mengatur perilaku karyawan, dan menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat 

 

1. Pembukaan dan Pendahuluan 

Peraturan perusahaan umumnya dimulai dengan sebuah 

pendahuluan yang merinci tujuan, cakupan, dan kewajiban pekerja 

terhadap peraturan tersebut. Pendahuluan ini menciptakan dasar yang 

diperlukan untuk pemahaman menyeluruh terhadap isi peraturan (Robbins 

et al., 2017). 

 

2. Norma-Norma Etika dan Nilai Perusahaan 

Menurut Trevino dan Nelson (2021), nilai-nilai ini mencerminkan 

kultur organisasi dan memberikan pedoman etika bagi perilaku karyawan. 

Contohnya termasuk integritas, tanggung jawab, dan kerjasama. 

 

3. Tata Tertib dan Disiplin Kerja 

Aspek-aspek seperti jadwal kerja, absensi, dan prosedur untuk 

melaporkan keterlambatan atau ketidakhadiran. Disiplin kerja juga dapat 

dijelaskan di sini, termasuk sanksi yang mungkin dihadapi oleh karyawan 

yang melanggar peraturan (Noe et al., 2006). 
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4. Hak dan Kewajiban Karyawan 

Peraturan perusahaan seharusnya mencakup hak dan kewajiban 

karyawan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi, perlindungan 

dari diskriminasi, serta tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan 

kerahasiaan informasi perusahaan (Robbins et al., 2017). 

 

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Bagian ini merinci kebijakan dan prosedur keselamatan dan 

kesehatan kerja. Menetapkan aturan mengenai penggunaan alat pelindung 

diri, prosedur evakuasi, dan pencegahan kecelakaan adalah langkah krusial 

untuk melindungi kesejahteraan karyawan (Trevino &  Nelson, 2021). 

 

6. Penyelesaian Sengketa dan Pelaporan Pelanggaran 

Peraturan perusahaan harus memberikan petunjuk tentang cara 

menyelesaikan sengketa dan melaporkan pelanggaran. Menetapkan 

mekanisme yang adil dan transparan untuk menanggapi masalah di tempat 

kerja adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang 

sehat (Noe et al., 2006). 

 

7. Perlindungan terhadap Diskriminasi dan Pelecehan 

Bagian ini harus merinci kebijakan perusahaan terkait 

perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Meliputi pedoman 

untuk mencegah dan menangani situasi-situasi ini, serta prosedur 

pelaporan yang aman dan rahasia (Robbins et al., 2017). 

 

8. Konsekuensi Pelanggaran 

Peraturan perusahaan harus menguraikan konsekuensi dari 

pelanggaran aturan. Ini mencakup sanksi yang mungkin diterapkan, mulai 

dari peringatan hingga pemecatan.  

 

9. Perubahan dan Revisi 

Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, peraturan perusahaan 

seharusnya mencakup ketentuan tentang bagaimana dan kapan peraturan 
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dapat diubah atau direvisi. Hal ini menciptakan fleksibilitas yang 

diperlukan untuk mengakomodasi perubahan di dalam atau di luar 

organisasi. 

 

10. Implementasi dan Pelatihan 

Terakhir, peraturan perusahaan seharusnya mencakup langkah-

langkah implementasi, termasuk pelatihan bagi karyawan untuk 

memastikan pemahaman yang baik tentang peraturan tersebut (Noe et al., 

2006).   
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BAB X  
PHK 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang PHK 

1. Definisi dan Ruang Lingkup PHK 

PHK dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan untuk 

mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan. Menurut Samsuni (2017), 

PHK mencakup berbagai alasan, termasuk restrukturisasi organisasi, 

kinerja buruk, atau alasan ekonomi. 

 

2. Teori Ketenagakerjaan dan Aspek Hukum PHK 

Dalam kerangka hukum, PHK terkait erat dengan teori 

ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 di 

Indonesia memberikan dasar hukum untuk PHK. Menurut Asyhadie dan 

Kusuma (2019), alasan PHK, prosedur, dan hak karyawan setelah PHK 

diatur dengan rinci dalam undang-undang ini. 

 

3. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam PHK 

Teori keadilan organisasional memainkan peran penting dalam 

PHK. Greenberg (2013) mengemukakan bahwa keadilan distributif 

(pembagian hasil secara adil), keadilan prosedural (proses keputusan yang 

adil), dan keadilan interaksional (perlakuan yang adil) harus 

dipertimbangkan dalam konteks PHK. 

 

4. Dampak PHK terhadap Karyawan dan Organisasi 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki dampak yang 

signifikan baik bagi karyawan maupun organisasi. Bagi karyawan, PHK 
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dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakpastian terkait masa 

depan pekerjaan dan keuangan mereka. Hal ini dapat berdampak negatif 

terhadap kesejahteraan mental dan emosional, serta mempengaruhi 

produktivitas dan kinerja mereka di tempat kerja. Selain itu, PHK juga 

dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kehidupan pribadi karyawan, 

terutama jika mereka menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru.  

Di sisi lain, bagi organisasi, PHK dapat memengaruhi citra 

perusahaan, kehilangan bakat dan pengalaman, serta menimbulkan biaya 

tambahan terkait dengan proses PHK, seperti kompensasi dan penggantian 

pekerja. Selain itu, PHK juga dapat mempengaruhi morale dan motivasi 

karyawan yang tersisa, serta menciptakan ketidakstabilan di tempat kerja. 

Namun, dalam beberapa kasus, PHK juga dapat menjadi langkah yang 

diperlukan bagi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 

lingkungan bisnis atau mengoptimalkan efisiensi operasional. Oleh karena 

itu, penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan dampak PHK secara 

menyeluruh, menjalankan proses PHK dengan hati-hati dan adil, serta 

memberikan dukungan dan bantuan kepada karyawan yang terkena 

dampaknya. 

 

5. Manajemen Perubahan dalam Konteks PHK 

PHK seringkali terkait dengan perubahan organisasi. Menurut 

Cameron dan Green (2019), manajemen perubahan yang efektif dapat 

membantu organisasi mengelola dampak PHK, memitigasi resistensi, dan 

menciptakan transisi yang lebih lancar. Manajemen perubahan dalam 

konteks pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan proses yang penting 

untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dikelola dengan baik dan 

mengurangi dampak negatifnya bagi karyawan dan organisasi. Langkah 

pertama dalam manajemen perubahan adalah menyampaikan informasi 

secara jelas dan transparan kepada karyawan tentang alasan dan 

konsekuensi dari PHK. Komunikasi yang efektif dapat membantu 

mengurangi ketidakpastian dan kecemasan di antara karyawan. 

Selanjutnya, manajemen perubahan juga melibatkan identifikasi dan 
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pengelolaan dampak sosial dan emosional yang mungkin timbul, seperti 

stres, kecemasan, dan ketidakpuasan di tempat kerja.  

Perusahaan harus memberikan dukungan dan bantuan kepada 

karyawan yang terkena dampak PHK, seperti konseling karier, pelatihan 

keterampilan, atau layanan penempatan kerja. Selain itu, manajemen 

perubahan juga memperhatikan dampak PHK terhadap budaya organisasi 

dan produktivitas. Langkah-langkah seperti memberikan penjelasan yang 

jelas tentang tujuan perubahan, memperkuat keterlibatan karyawan, dan 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan dan 

umpan balik dapat membantu meningkatkan penerimaan dan keberhasilan 

perubahan. Dengan menerapkan manajemen perubahan yang efektif, 

perusahaan dapat mengelola PHK dengan lebih baik, mengurangi konflik, 

dan meminimalkan dampak negatifnya, sambil tetap memastikan keadilan 

dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. 

Di tingkat strategis, Armstrong dan Taylor (2020) mengusulkan 

bahwa PHK seharusnya merupakan bagian dari strategi manajemen 

sumber daya manusia yang lebih luas. Ini mencakup perencanaan sumber 

daya manusia yang cermat, pengembangan karyawan, dan upaya 

pencegahan PHK yang proaktif. Beberapa teori dan penulis seperti 

DePamphilis (2019) mengkritik PHK sebagai tindakan yang terlalu sering 

diandalkan oleh perusahaan tanpa pertimbangan alternatif seperti 

pengembangan karyawan, restrukturisasi pekerjaan, atau solusi lainnya. 

 

B. Macam-Macam Phk 

1. PHK Berdasarkan Alasan Bisnis 

PHK sering kali terjadi karena alasan bisnis, seperti restrukturisasi 

perusahaan, penurunan performa, atau perubahan strategi. Samsuni (2017) 

menjelaskan bahwa PHK bisnis seringkali terjadi untuk meningkatkan 

efisiensi, menyesuaikan dengan perubahan pasar, atau mengatasi masalah 

finansial. 
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2. PHK Berbasis Kinerja 

PHK dapat dilakukan sebagai tanggapan terhadap kinerja buruk 

karyawan. Menurut Armstrong dan Taylor (2020), pengakhiran kontrak 

kerja karena kinerja yang tidak memadai dapat dilakukan setelah berbagai 

upaya perbaikan dan pengembangan telah diupayakan tanpa hasil yang 

memuaskan. 

 

3. PHK karena Masalah Disiplin 

PHK dapat terjadi akibat masalah disiplin, termasuk pelanggaran 

aturan perusahaan. Asyhadie dan Kusuma (2019) menyoroti pentingnya 

kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, dan bahwa 

pelanggaran yang serius dapat menjadi dasar untuk PHK. 

 

4. PHK Struktural atau Fungsional 

Cameron dan Green (2019) menyebutkan bahwa PHK dapat terjadi 

dalam konteks perubahan struktural atau fungsional organisasi, seperti 

penggabungan, akuisisi, atau perubahan signifikan dalam model bisnis. 

 

5. PHK Akibat Pengembangan Teknologi 

Perubahan teknologi dapat menjadi penyebab PHK. Armstrong 

dan Taylor (2020)  merinci bahwa implementasi teknologi baru atau 

otomatisasi bisa mengurangi kebutuhan akan pekerjaan tertentu, memicu 

PHK. 

 

6. PHK sebagai Bagian dari Program Manajemen Perubahan 

PHK dapat disertakan dalam program manajemen perubahan yang 

lebih besar. Cameron dan Green (2019) menjelaskan bahwa dalam situasi 

di mana organisasi mengalami transformasi signifikan, PHK dapat menjadi 

bagian integral dari strategi manajemen perubahan. 

 

7. PHK Volontary atau Pemutusan Kerja Sukarela 

DePamphilis (2019) menyebutkan bahwa PHK sukarela bisa 

terjadi ketika perusahaan menawarkan insentif atau program pemutusan 
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kerja sukarela sebagai cara untuk mengurangi jumlah karyawan tanpa 

harus mengambil langkah-langkah pemutusan paksa. 

 

8. PHK karena Pensiun atau Alih Status 

Brand (2015) mengamati bahwa PHK dapat terjadi karena pensiun 

atau perubahan status karyawan, terutama dalam situasi di mana organisasi 

mengalami restrukturisasi atau mengadopsi model kerja yang lebih 

fleksibel. 

 

C. Larangan PHK 

Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi pijakan 

utama dalam perlindungan hak karyawan. Sejalan dengan Asyhadie dan 

Kusuma (2019), larangan ini mencakup ketentuan-ketentuan khusus yang 

dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan. 

Larangan PHK mencakup situasi-situasi tertentu, seperti larangan terhadap 

PHK diskriminatif, PHK terhadap karyawan hamil atau sedang sakit, serta 

PHK tanpa alasan yang jelas. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan 

keadilan dalam hubungan kerja, di mana hak dan kepentingan karyawan 

tetap dihormati dan dilindungi. 

 

1. Larangan PHK Diskriminatif 

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 di Indonesia 

melarang PHK yang bersifat diskriminatif. Diskriminasi dapat berkaitan 

dengan jenis kelamin, agama, suku bangsa, atau kondisi lain yang tidak 

relevan dengan kinerja karyawan.  

 

2. Larangan PHK Selama Karyawan Sakit 

Larangan PHK selama karyawan sedang sakit atau dalam masa 

cuti sakit adalah prinsip dasar dalam perlindungan karyawan. Samsuni 

(2017) mencatat bahwa PHK dalam kondisi ini tidak hanya dapat dianggap 

tidak adil, tetapi juga dapat menyalahi undang-undang ketenagakerjaan 

yang melindungi hak karyawan yang sakit. 
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3. Perlindungan Karyawan Hamil dan Menyusui 

Karyawan wanita yang hamil atau menyusui memiliki 

perlindungan khusus terhadap PHK. Undang-Undang Ketenagakerjaan di 

Indonesia menyatakan bahwa PHK terhadap karyawan wanita hamil atau 

menyusui hanya dapat dilakukan atas dasar alasan-alasan yang jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan (Asyhadie &  Kusuma, 2019). 

 

4. Larangan PHK Tanpa Alasan yang Jelas 

PHK tanpa alasan yang jelas dan objektif dapat dianggap 

melanggar undang-undang. Cameron dan Green (2019) menyoroti 

pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses PHK, serta perlunya 

perusahaan memiliki alasan yang kuat untuk mengakhiri hubungan kerja. 

 

5. Perlindungan Karyawan yang Sedang Berorganisasi 

Karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja atau terlibat 

dalam aktivitas organisasi pekerja dilindungi dari PHK yang bersifat 

diskriminatif. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa 

karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja tidak dapat di-PHK secara 

semena-mena (Asyhadie &  Kusuma, 2019). 

 

6. Larangan PHK Terkait Tindakan Menuntut Hak Karyawan 

Menuntut hak-hak pekerja adalah hak yang dilindungi, dan PHK 

yang dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap karyawan yang 

menuntut haknya dapat dianggap melanggar undang-undang. Ini sejalan 

dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak karyawan (Armstrong &  

Taylor, 2020). 

 

7. Perlindungan Karyawan Berdasarkan Kondisi Kesehatan 

Karyawan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu juga 

dilindungi dari PHK yang tidak beralasan. Penyakit atau kondisi medis 

tertentu tidak boleh menjadi dasar untuk mengakhiri hubungan kerja, dan 

melakukannya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak karyawan 

(Asyhadie &  Kusuma, 2019). 
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8. Larangan PHK Tanpa Upaya Pemulihan atau Pengembangan 

PHK seharusnya bukan tindakan terakhir tanpa upaya yang 

memadai untuk pemulihan atau pengembangan. Armstrong dan Taylor 

(2017) menekankan pentingnya upaya perusahaan untuk memberikan 

peluang perbaikan atau pengembangan sebelum memutuskan untuk 

melakukan PHK. 

 

D. PHK Demi Hukum 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Demi Hukum mencerminkan 

kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang mengatur 

hubungan kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Asyhadie dan Kusuma 

(2019), PHK Demi Hukum melibatkan prosedur dan alasan-alasan yang 

sah, seperti restrukturisasi organisasi, penurunan kinerja, atau perubahan 

strategi bisnis. 

  

1. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan 

PHK demi hukum melibatkan pemenuhan terhadap persyaratan 

yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 di Indonesia, sebagai contoh, 

menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan 

dalam melakukan PHK, termasuk alasan yang sah dan prosedur yang adil 

(Asyhadie &  Kusuma, 2019). 

 

2. Proses PHK yang Terdokumentasi 

Sebagai bagian dari PHK demi hukum, perusahaan diwajibkan 

untuk mendokumentasikan setiap langkah dalam proses PHK. Proses ini 

harus mencakup alasan-alasan yang jelas, pembuktian terhadap 

pelanggaran, dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki 

situasi sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja (Cameron 

&  Green, 2019). 
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3. Alasan PHK yang Legal dan Objektif 

PHK demi hukum harus didasarkan pada alasan-alasan yang diakui 

secara legal dan objektif. Armstrong dan Taylor (2020) menekankan 

bahwa alasan-alasan seperti restrukturisasi organisasi, penurunan kinerja, 

atau perubahan strategi bisnis dapat dianggap sebagai alasan yang sah 

untuk melakukan PHK. 

 

4. Upaya Pemulihan atau Peningkatan Kinerja 

Sebelum melakukan PHK, perusahaan diharapkan untuk 

melakukan upaya-upaya pemulihan atau peningkatan kinerja karyawan. 

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk memperbaiki kinerjanya sebelum keputusan PHK 

diambil (Armstrong &  Taylor, 2020). 

 

5. Konsultasi dengan Pihak Terkait 

Cameron dan Green (2019) mencatat bahwa dalam proses PHK, 

konsultasi dengan pihak terkait, termasuk serikat pekerja atau perwakilan 

karyawan, dapat diterapkan sebagai langkah yang memperkuat 

transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. 

 

6. Keadilan dan Keseimbangan Kepentingan 

Konsep keadilan adalah kunci dalam PHK demi hukum. Asyhadie 

dan Kusuma (2019) menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa 

keputusan PHK sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, di mana hak-hak 

karyawan dihormati dan perusahaan tetap mempertimbangkan 

kepentingan bisnisnya. 

 

7. Proses Penyelesaian Sengketa yang Terbuka 

Jika ada perselisihan terkait PHK, perusahaan harus mengadopsi 

proses penyelesaian sengketa yang terbuka dan adil. Proses ini dapat 

melibatkan mediasi atau arbitrase untuk mencapai solusi yang memuaskan 

semua pihak (Cameron &  Green, 2019). 
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8. Komunikasi yang Jelas dan Terbuka 

Komunikasi yang jelas dan terbuka kepada karyawan terkait 

alasan-alasan PHK, prosedur yang diikuti, dan langkah-langkah yang 

diambil untuk memberikan dukungan pada karyawan dapat membantu 

meminimalkan dampak psikologis dan sosial dari PHK (Armstrong &  

Taylor, 2020). 
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BAB XI  
MOGOK KERJA (LOG OUT) 

 

 

A. Definisi Mogok Kerja 

Mogok kerja, atau yang dikenal sebagai "log out" dalam bahasa 

lokal, merupakan fenomena kompleks yang melibatkan penolakan 

bersama para pekerja untuk bekerja sebagai bentuk protes terhadap 

kebijakan perusahaan atau tuntutan tertentu. Mogok kerja sering dijelaskan 

sebagai upaya kolektif pekerja untuk mengekspresikan ketidakpuasan 

mereka terhadap kondisi kerja atau tuntutan tertentu (Maxwell, 2015). 

 

1. Aspek Hukum Mogok Kerja 

Undang-undang ketenagakerjaan, mogok kerja memiliki implikasi 

hukum yang signifikan. Hukum Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 di 

Indonesia, sebagai contoh, memberikan pengaturan terkait hak mogok 

kerja para pekerja. Dalam Pasal 139 UU tersebut, diatur bahwa mogok 

kerja harus memenuhi persyaratan tertentu dan harus disertai dengan 

pemberitahuan kepada pengusaha dan pekerja yang bersangkutan. 

 

2. Persyaratan dan Prosedur Mogok Kerja 

Maxwell (2015) membahas pentingnya memahami persyaratan 

dan prosedur mogok kerja yang diatur oleh undang-undang. Hal ini 

mencakup persyaratan memberikan pemberitahuan sebelum mogok kerja 

dilakukan, kewajiban menjaga ketertiban selama mogok berlangsung, dan 

tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan 

pihak lain. 
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3. Dampak Hukum dan Ekonomi 

Mogok kerja memiliki dampak yang kompleks, tidak hanya dalam 

konteks hukum tetapi juga ekonomi. Wilpert (2020) menjelaskan bahwa 

mogok kerja dapat memicu konflik antara pengusaha dan pekerja, dan 

sering kali memerlukan mediasi atau arbitrase untuk mencapai 

penyelesaian.  

 

4. Perlindungan Hukum dan Hak-hak Pekerja 

Perlindungan hukum terhadap mogok kerja bertujuan untuk 

memastikan bahwa pekerja memiliki hak untuk menyampaikan 

ketidakpuasan mereka tanpa takut represi atau pemutusan hubungan kerja 

yang tidak sah. Hukum ketenagakerjaan memberikan kerangka kerja yang 

melindungi hak-hak pekerja untuk berorganisasi dan bersatu dalam 

memperjuangkan kepentingan mereka (Finkin &  Mundlak, 2015). 

 

B. Konsep dan Jenis-Jenis  Mogok Kerja 

Mogok kerja mencakup berbagai konsep dan jenis aksi kolektif 

pekerja untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja. Jenis 

aksi ini mencerminkan beragam strategi pekerja dalam mengekspresikan 

protes mereka dengan harapan mencapai perubahan yang diinginkan. 

 

1. Jenis-Jenis Mogok Kerja 

a. Mogok Kerja Total (General Strike) 

Mogok kerja total melibatkan sebagian besar atau seluruh pekerja 

dalam suatu industri atau sektor ekonomi.  

b. Mogok Kerja Sebagian (Selective Strike) 

Sebaliknya, mogok kerja sebagian terjadi ketika kelompok pekerja 

tertentu atau dari sektor tertentu menolak bekerja. Ini bisa terjadi 

sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah yang secara khusus 

mempengaruhi kelompok tersebut. 

c. Mogok Kerja Solidaritas (Sympathy Strike) 
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Mogok kerja solidaritas terjadi ketika pekerja dari satu industri 

atau perusahaan memberikan dukungan terhadap mogok yang 

dilakukan oleh pekerja dari industri atau perusahaan lain sebagai 

tanda solidaritas. 

d. Mogok Kerja Bersamaan (Concerted Activity) 

Mogok kerja bersamaan terjadi ketika pekerja secara bersama-

sama menolak bekerja atau melakukan tindakan protes. Ini 

mungkin melibatkan berbagai kegiatan seperti pawai, demonstrasi, 

atau pemogokan. 

e. Mogok Kerja Sporadis (Intermittent Strike) 

Pada jenis mogok kerja ini, pekerja tidak melakukan pekerjaan 

secara terus-menerus, tetapi secara sporadis dalam rentang waktu 

tertentu sebagai bentuk protes. 

 

2. Pengaruh Teknologi Terhadap Mogok Kerja 

Seiring dengan kemajuan teknologi, mogok kerja dapat 

berlangsung secara virtual, di mana pekerja menggunakan platform digital 

untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka, menolak berpartisipasi 

dalam proyek atau tugas tertentu secara daring (Herod, 2001). 

 

3. Implikasi Hukum 

a. Perlindungan Hukum 

Mogok kerja memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam 

undang-undang ketenagakerjaan. Hukum memberikan hak kepada 

pekerja untuk melakukan mogok sebagai bentuk ekspresi dan 

perjuangan hak-hak mereka. 

b. Ketentuan dan Batasan 

Namun, hukum juga menetapkan ketentuan dan batasan terkait 

pelaksanaan mogok kerja. Sebagai contoh, hukum mungkin 

mensyaratkan pemberitahuan sebelumnya, ketertiban selama 

mogok, dan prosedur penyelesaian sengketa. 
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C. Legalitas Mogok Kerja 

Legalitas mogok kerja mencakup kerangka hukum yang mengatur 

dan mengakui hak-hak pekerja untuk melakukan mogok sebagai bentuk 

ekspresi dan perjuangan hak-hak mereka. Hal ini melibatkan pemahaman 

mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, batasan-batasan, serta 

implikasi hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari mogok kerja. 

 

1. Hak dan Perlindungan Hukum 

a. Hak untuk Mogok  

Pada dasarnya, hukum ketenagakerjaan memberikan hak kepada 

pekerja untuk melakukan mogok sebagai bentuk ekspresi dan 

perjuangan hak-hak mereka. Hal ini mencakup hak untuk menolak 

bekerja dan mengorganisir tindakan protes kolektif (Finkin &  

Mundlak, 2015). 

b. Perlindungan Hukum  

Pekerja yang melakukan mogok memiliki hak-hak perlindungan 

terhadap tindakan represif atau diskriminatif dari pihak pengusaha. 

Hukum melarang pemutusan hubungan kerja atau tindakan 

pencegahan lainnya sebagai tanggapan terhadap pelaksanaan hak 

mogok. 

 

2. Ketentuan-Ketentuan Hukum Terkait Mogok Kerja 

a. Pemberitahuan dan Prosedur  

Sejumlah undang-undang ketenagakerjaan mengharuskan 

pemberitahuan sebelumnya sebelum mogok dilakukan. Hal ini 

dimaksudkan agar pihak pengusaha memiliki informasi yang 

cukup untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

Pemberitahuan dapat mencakup waktu, tempat, dan alasan mogok. 

b. Tanggung Jawab Pekerja 

Pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban 

selama mogok berlangsung. Pelanggaran terhadap ketertiban dapat 
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mengakibatkan tindakan hukum terhadap pekerja atau serikat 

pekerja yang mengorganisir mogok. 

 

3. Batasan Hukum terhadap Mogok Kerja 

a. Mogok yang Tidak Sah  

Hukum biasanya mengenali bahwa tidak semua mogok dianggap 

sah. Misalnya, mogok yang dilakukan tanpa memenuhi 

persyaratan hukum tertentu, seperti pemberitahuan sebelumnya, 

mungkin dianggap tidak sah dan dapat berujung pada tindakan 

hukum. 

b. Pelarangan Mogok  

Beberapa negara atau yurisdiksi mungkin memberlakukan 

pelarangan terhadap mogok dalam sektor-sektor tertentu yang 

dianggap esensial bagi kepentingan nasional, seperti sektor 

kesehatan atau transportasi. 

 

 

4. Proses Penyelesaian Sengketa 

a. Mediasi dan Arbitrase  

Hukum ketenagakerjaan seringkali mendorong penyelesaian 

sengketa melalui mediasi atau arbitrase sebagai alternatif dari 

pengadilan. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk 

mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan pengadilan formal. 

b. Pengadilan 

Jika penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase tidak berhasil, 

pihak yang bersengketa dapat membawa kasusnya ke pengadilan. 

Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan bukti-bukti yang 

diajukan oleh kedua belah pihak dan membuat keputusan 

berdasarkan hukum yang berlaku. 
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D. Proses Pemberian Pemberitahuan Mogok Kerja 

Pemberitahuan mogok kerja adalah langkah penting dalam 

menjalankan hak kolektif pekerja untuk mogok sesuai dengan undang-

undang ketenagakerjaan. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dan 

persyaratan yang harus dipatuhi oleh serikat pekerja atau pekerja yang 

bermaksud melakukan mogok. Pemberitahuan tidak hanya menjadi bentuk 

etika dan tanggung jawab, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang 

signifikan. 

 

1. Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Pemberitahuan 

Mogok Kerja 

a. Contoh Undang-Undang Ketenagakerjaan  

Undang-undang ketenagakerjaan di berbagai negara umumnya 

mengatur tentang hak mogok pekerja dan tata cara pemberitahuan. 

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hak dan kewajiban pekerja 

terkait mogok kerja. 

b. Peraturan Perusahaan 

Selain undang-undang, perusahaan juga dapat memiliki peraturan 

internal yang mengatur tata cara pemberitahuan mogok. Ini 

mungkin mencakup ketentuan waktu pemberitahuan, format 

pemberitahuan, dan prosedur yang harus diikuti. 

 

2. Waktu dan Cara Pemberitahuan 

a. Waktu Pemberitahuan  

Sebagian besar undang-undang mensyaratkan pemberitahuan 

mogok kerja jauh sebelum tindakan mogok dilakukan. Misalnya, 

pekerja atau serikat pekerja harus memberikan pemberitahuan 

tertentu, seperti 14 atau 21 hari sebelum mogok dilaksanakan. 

b. Cara Pemberitahuan 

Pemberitahuan dapat disampaikan secara tertulis atau melalui 

pertemuan formal antara serikat pekerja dan manajemen. Waktu 
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dan cara pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan cukup 

kesempatan bagi pihak pengusaha untuk menanggapi tuntutan 

pekerja dan mencegah tindakan mogok jika mungkin. 

 

3. Isi Pemberitahuan 

a. Tujuan Mogok Kerja  

Pemberitahuan harus menjelaskan dengan jelas tujuan mogok 

kerja, termasuk tuntutan atau isu-isu yang menjadi dasar dari 

tindakan tersebut. Ini membantu pihak pengusaha memahami 

substansi permasalahan dan dapat merespon dengan tepat. 

b. Data dan Informasi Pekerja  

Pemberitahuan mogok kerja juga dapat mencakup jumlah pekerja 

yang berencana untuk mogok, divisi atau departemen yang terlibat, 

dan segala informasi lain yang dapat membantu manajemen dalam 

mempersiapkan respons. 

 

E. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Mogok 

Perlindungan hukum bagi pekerja yang mogok merupakan aspek 

penting dalam sistem hukum ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa 

pekerja dapat mengakses hak-haknya tanpa takut akan tindakan 

diskriminatif atau represif dari pihak pengusaha.  

 

1. Hak Pekerja yang Mogok 

a. Hak untuk Mogok 

Pekerja memiliki hak untuk melakukan mogok sebagai bentuk 

protes dan perjuangan hak-hak mereka. Hak ini diakui dalam 

berbagai perundang-undangan ketenagakerjaan di seluruh dunia 

dan menjadi bagian integral dari hak kolektif pekerja. 

b. Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja  

Undang-undang ketenagakerjaan sering memberikan perlindungan 

terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak 
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oleh pihak pengusaha sebagai tanggapan terhadap tindakan mogok 

yang sah. 

c. Hak untuk Kembali Bekerja 

Setelah mogok berakhir, pekerja biasanya memiliki hak untuk 

kembali bekerja tanpa mengalami diskriminasi atau hukuman. 

Pengusaha tidak boleh memperlakukan pekerja yang mogok 

dengan cara yang merugikan setelah periode mogok berakhir. 

 

2. Tanggung Jawab Pengusaha Terkait Perlindungan Hukum 

a. Non-Diskriminasi 

Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi 

pekerja yang mogok. Ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait 

promosi, pemberian bonus, atau keuntungan lainnya yang mungkin 

diberikan kepada pekerja. 

b. Pemulihan Kondisi Kerja Normal  

Setelah mogok berakhir, pihak pengusaha bertanggung jawab 

untuk memulihkan kondisi kerja ke keadaan normal dan tidak 

boleh melakukan tindakan pembalasan terhadap pekerja yang telah 

berpartisipasi dalam mogok. 

c. Penghormatan Hak-Hak Kolektif 

Pengusaha diharapkan menghormati hak-hak kolektif pekerja, 

termasuk hak untuk mengorganisir dan melakukan tindakan 

mogok yang sah. 

 

F. Tanggung Jawab Pengusaha Selama Mogok Kerja 

Tanggung jawab pengusaha selama mogok kerja adalah aspek 

krusial dalam menjaga hubungan industrial yang sehat dan mencegah 

eskalasi konflik antara pengusaha dan pekerja. Dalam konteks ini, 

tanggung jawab tersebut melibatkan sejumlah hal, termasuk pemahaman 

hak-hak pekerja, upaya penyelesaian sengketa yang efektif, dan 

menciptakan kondisi kerja yang produktif.  
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1. Pemahaman Hak-Hak Pekerja 

a. Konformitas dengan Undang-Undang 

Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memahami dan 

mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di 

wilayah atau negara tempat bisnis beroperasi. Ini termasuk hak 

pekerja untuk mengorganisir diri, melakukan mogok, dan terlibat 

dalam aktivitas serikat pekerja. 

b. Hak untuk Mogok 

Pengusaha diharapkan untuk mengakui dan menghormati hak 

pekerja untuk mogok sebagai bentuk protes dan perjuangan hak-

hak mereka. Pengusaha yang memahami dengan baik hak-hak ini 

dapat meminimalkan ketegangan dan menciptakan iklim kerja 

yang lebih positif. 

 

2. Menghindari Diskriminasi dan Pembalasan 

a. Non-Diskriminasi 

Pengusaha harus memastikan bahwa tidak ada tindakan diskriminatif 

terhadap pekerja yang terlibat dalam mogok. Ini mencakup 

memastikan bahwa pekerja yang mogok tidak mendapatkan perlakuan 

yang merugikan dalam hal promosi, bonus, atau pengembangan karir. 

b. Perlindungan terhadap PHK Demi Hukum 

Jika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah 

mogok, pengusaha harus membuktikan bahwa pemutusan tersebut 

tidak terkait dengan partisipasi pekerja dalam mogok, agar tidak 

melanggar undang-undang ketenagakerjaan. 

 

3. Memberikan Informasi dan Klarifikasi 

Pengusaha bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang 

jelas dan akurat terkait kondisi kerja, tuntutan pekerja, dan upaya 

penyelesaian yang telah dilakukan. Komunikasi yang efektif dapat 

membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan pemahaman di 

antara pihak-pihak yang terlibat (Strecker, 2011). 
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4. Implementasi Kondisi Kerja yang Produktif 

a. Peningkatan Kondisi Kerja 

Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kondisi 

kerja yang mungkin menjadi pemicu mogok. Ini bisa melibatkan 

evaluasi dan perbaikan terhadap gaji, kebijakan perusahaan, dan 

kondisi kerja secara keseluruhan. 

b. Partisipasi Pekerja 

Membuka saluran partisipasi bagi pekerja dalam pengambilan 

keputusan yang memengaruhi kondisi kerja dapat membantu 

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi 

kemungkinan mogok.   
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BAB XII  
PERSELISIHAN DAN 

PENYELESAIAN SENGKETA 

PERBURUHAN 

 

 

A. Pengertian dan Uraian Teori Tentang Perselisihan dan 

Penyelesaian Sengketa Perburuhan 

Perselisihan melibatkan perbedaan pendapat atau konflik yang 

timbul dalam lingkungan kerja. Penyelesaian sengketa perburuhan 

mencakup beragam metode, mulai dari mediasi hingga pengadilan. Upaya 

ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan harmoni dalam hubungan 

industrial yang dinamis dan kompleks (Ackers, 2014). 

 

1. Konflik Ketenagakerjaan 

Teori Konflik Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perbedaan 

kepentingan dan tujuan antara pekerja dan pengusaha adalah sesuatu yang 

tak terhindarkan. Menurut Promislo et al. (2010), konflik tersebut tidak 

selalu bersifat negatif. Konflik dapat menjadi pendorong perubahan positif 

dan inovasi dalam organisasi. Konflik, dalam konteks ketenagakerjaan, 

adalah refleksi dari ketidaksetujuan dan perbedaan kepentingan yang 

muncul antara pekerja dan pengusaha. Namun, konflik juga dapat 

memotivasi perubahan yang positif dan mendorong inovasi dalam dunia 

kerja. 
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2. Resolusi Konflik 

Resolusi konflik yang efektif di tempat kerja melibatkan 

pendekatan yang adil dan membangun kepercayaan. Menciptakan 

mekanisme yang transparan dan memberikan peluang partisipasi dalam 

penyelesaian sengketa dapat membentuk dasar yang kuat untuk 

memecahkan perselisihan. 

 

B. Bentuk Perselisiahan Buruh 

1. Perselisihan Upah 

Perselisihan ini sering muncul ketika pekerja dan pengusaha tidak 

sepakat mengenai tingkat upah yang adil. Studi oleh Turner et al. (2018) 

menunjukkan bahwa perselisihan terkait upah sering kali dipicu oleh 

ketidaksetujuan terkait kenaikan upah, sistem insentif, atau struktur 

kompensasi. 

 

2. Perselisihan Hak dan Kesejahteraan 

Perselisihan buruh juga dapat berkaitan dengan hak dan 

kesejahteraan pekerja. Isu-isu seperti jam kerja, cuti, dan tunjangan 

kesehatan dapat menjadi sumber perselisihan. Analisis oleh Smith (2002) 

menyoroti pentingnya memahami kebutuhan dan harapan pekerja terkait 

dengan hak dan kesejahteraan mereka. 

 

3. Perselisihan Hubungan Kerja 

Aspek hubungan kerja, termasuk ketidakpuasan terhadap 

manajemen, bisa menjadi penyebab perselisihan. Penelitian oleh Brown 

dan Hamermesh (2019) menunjukkan bahwa perselisihan hubungan kerja 

sering berkembang dari ketidaksetujuan terhadap kebijakan manajemen, 

perilaku atasan, atau perubahan organisasional. 

 

4. Perselisihan Perjanjian Kerja 

Perselisihan juga dapat timbul terkait dengan perjanjian kerja 

antara pekerja dan pengusaha. Situasi di mana salah satu pihak melanggar 
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perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban kontrak dapat memicu 

perselisihan. Penelitian oleh Rhodes et al. (2020) menyoroti pentingnya 

klaritas dan penegakan perjanjian kerja untuk mencegah perselisihan 

semacam ini. 

 

5. Perselisihan Pekerjaan dan Keselamatan 

Perselisihan buruh juga dapat terkait dengan kondisi kerja dan 

keselamatan. Isu-isu seperti ketidakamanan tempat kerja, ketidaksetujuan 

terhadap kebijakan keselamatan, atau pelanggaran regulasi kerja dapat 

menjadi penyebab perselisihan. Menurut Johnson (2008), fokus pada 

peningkatan keselamatan dan perbaikan kondisi kerja dapat membantu 

mencegah perselisihan semacam ini. 

 

C. Cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan  

1. Negosiasi 

Negosiasi adalah metode paling umum dalam penyelesaian 

perselisihan. Melalui negosiasi, pihak buruh dan pengusaha berupaya 

mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Studi oleh Fisher et 

al. (2011) menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dan keinginan untuk 

saling berkompromi dalam negosiasi. 

 

2. Konsiliasi 

Konsiliasi melibatkan diskusi antara pihak buruh dan pengusaha 

dihadapan konsil. Konsil tersebut memberikan saran dan pandangan yang 

dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Penerapan konsiliasi 

dapat menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua 

belah pihak (Forbes-Mewett et al., 2005). 

 

3. Pengadilan Buruh 

Jika seluruh upaya penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, 

perselisihan dapat diajukan ke pengadilan buruh. Proses ini melibatkan 

sidang formal dengan putusan yang dapat diuji di tingkat hukum. Studi 
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oleh Rassas (2022) mencatat pentingnya persiapan yang cermat dan 

pengetahuan mendalam tentang hukum ketenagakerjaan dalam konteks 

pengadilan buruh. 

 

4. Partisipasi Pekerja 

Melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan dapat 

menjadi pendekatan preventif terhadap perselisihan. Penelitian oleh 

Morrison (2011) menyoroti pentingnya partisipasi pekerja dalam 

pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. 

 

5. Pengelolaan Konflik Proaktif 

Membangun budaya perusahaan yang mendorong penyelesaian 

konflik proaktif dapat menghindarkan eskalasi perselisihan. Analisis oleh 

De Dreu dan Gelfand (2008) menekankan pentingnya strategi manajemen 

konflik yang terintegrasi. 

 

D. Mediasi dan Arbitrasi 

Mediasi dan arbitrasi adalah dua metode alternatif yang efektif 

dalam menyelesaikan sengketa dalam konteks hubungan industrial. Kedua 

metode ini memberikan jalur lain selain pengadilan tradisional untuk 

menangani perselisihan antara pihak buruh dan pengusaha. 

 

1. Mediasi 

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, 

yang membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang 

saling menguntungkan. Mediator berperan sebagai perantara yang tidak 

memihak, membantu pihak-pihak terlibat untuk menjalani dialog 

konstruktif, dan mencapai solusi bersama. 
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2. Arbitrasi 

Arbitrasi, sementara memiliki kesamaan dengan pengadilan, 

melibatkan seorang arbiter atau panel arbiter yang memberikan keputusan 

yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa.  

 

3. Keunggulan dan Tantangan 

Tantangan mediasi melibatkan kebutuhan untuk kehendak bersama 

dari kedua belah pihak, sementara tantangan arbitrase termasuk pertanyaan 

tentang keadilan dan transparansi proses. Penting bagi pihak yang 

bersengketa untuk mempertimbangkan baik keuntungan maupun 

tantangan dari setiap metode sebelum memilih jalur penyelesaian 

sengketa. 

 

4. Integrasi Mediasi dan Arbitrasi 

Secara keseluruhan, baik mediasi maupun arbitrase menawarkan 

cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan 

industrial. Keberhasilan keduanya tergantung pada keinginan pihak-pihak 

yang bersengketa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses dan 

kesiapan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

 

E. Tuntutan Hukum Di Pengadilan 

Tuntutan hukum di pengadilan merupakan langkah ekstrem yang 

dapat diambil oleh pihak yang bersengketa dalam konteks hubungan 

industrial. Saat mediasi, arbitrasi, atau negosiasi tidak mampu mencapai 

penyelesaian yang memuaskan, pihak yang bersengketa dapat 

memutuskan untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan sebagai 

upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan. 

 

1. Proses Pengadilan Dalam Sengketa Perburuhan 

Proses pengadilan dalam sengketa perburuhan umumnya 

mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pihak yang bersengketa 

menyampaikan tuntutannya secara resmi kepada pengadilan, dan 
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persidangan diadakan di hadapan hakim atau panel hakim. Selama 

persidangan, kedua pihak memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti, 

mengajukan saksi, dan menyampaikan argumen hukum mereka (Strecker, 

2011). 

 

2. Hambatan dan Keuntungan Tuntutan Hukum di Pengadilan 

Tuntutan hukum di pengadilan memiliki beberapa hambatan dan 

keuntungan. Salah satu hambatan utama adalah biaya dan waktu yang 

diperlukan untuk memasuki sistem peradilan formal. Proses pengadilan 

seringkali memakan waktu yang lama, yang dapat memberikan dampak 

ekonomi dan emosional pada pihak yang bersengketa (Blanpain et al., 

2009). 

 

3. Keterlibatan Advokat dalam Tuntutan Hukum 

Penting untuk dicatat bahwa pihak yang bersengketa biasanya 

melibatkan advokat atau pengacara yang ahli dalam hukum 

ketenagakerjaan dalam proses tuntutan hukum di pengadilan. Advokat 

berperan dalam menyusun strategi hukum, menyajikan argumen di 

pengadilan, dan memberikan nasihat hukum kepada kliennya (Milkman, 

2020). 

 

F. Peran Pengadilan Hubungan Industrial 

Dalam menjalankan perannya, PHI memiliki beberapa fungsi 

utama: 

 

1. Menyediakan Wadah Penyelesaian Sengketa 

Pengadilan Hubungan Industrial berfungsi sebagai wadah formal 

di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan dan 

menyelesaikan sengketa mencakup perselisihan terkait perjanjian kerja, 

pemutusan hubungan kerja, dan pelanggaran hak-hak pekerja (Blanpain et 

al., 2009). 
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2. Mediasi dan Konsiliasi 

Mediator atau konsiliasi dapat membantu pihak yang bersengketa 

untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan sidang pengadilan, 

meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan. 

 

3. Pemeriksaan Kasus 

Jika mediasi tidak berhasil, PHI dapat melakukan pemeriksaan 

kasus melalui persidangan formal. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial 

akan menilai bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak dan 

membuat keputusan berdasarkan hukum dan peraturan ketenagakerjaan 

yang berlaku (Collins et al., 2019). 

 

4. Menegakkan Hukum Ketenagakerjaan 

Salah satu peran PHI adalah menegakkan hukum ketenagakerjaan. Ini 

mencakup menilai apakah tindakan pengusaha atau pekerja sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan keputusan yang adil dan 

tegas. 

 

5. Menciptakan Preseden Hukum 

Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Hubungan Industrial 

dapat menciptakan preseden hukum yang memengaruhi kasus-kasus 

serupa di masa mendatang dengan memberikan kejelasan dan konsistensi 

dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. 

 

6. Keuntungan dan Tantangan Pengadilan Hubungan Industrial 

Pengadilan Hubungan Industrial menawarkan keuntungan dalam 

penyelesaian sengketa dengan memberikan platform yang khusus untuk 

kasus-kasus ketenagakerjaan. 
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BAB XIII  
UPAH DAN PERLINDUNGAN 

SOSIAL 

 

 

A. Pengaturan Upah Minimum 

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyediakan 

landasan hukum untuk pengaturan upah minimum. Pasal 88A UU 

Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan 

untuk menetapkan upah minimum yang berlaku secara nasional, dan hal 

ini terus dikembangkan melalui peraturan pemerintah setiap tahunnya. 

 

1. Komponen Upah 

Penghitungan upah tidak hanya mencakup gaji pokok tetapi juga 

berbagai tunjangan dan fasilitas lainnya. Menurut Pasal 77 UU 

Ketenagakerjaan, upah terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan. 

Tunjangan tersebut dapat berupa tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, 

tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya yang diberikan sesuai dengan 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. 

 

2. Mekanisme Pembayaran 

UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pembayaran upah harus 

dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening pekerja. Selain itu, 

pembayaran upah harus dilakukan paling lambat satu bulan sekali dan 

tidak boleh lebih dari satu bulan kerja. 

3. Upah Minimum 



 138  Hukum Tenaga Kerja  dan Industri 

Industri 

Penghitungan upah juga terkait dengan penetapan upah minimum. 

Pemerintah menetapkan upah minimum sesuai dengan pertimbangan 

kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Pengusaha wajib 

membayar upah setidaknya sebesar upah minimum kepada pekerja 

(Stiglitz, 2015). 

 

4. Perhitungan Jam Kerja 

Upah per jam dapat dihitung apabila pekerja bekerja dalam sistem 

per jam. Perhitungan ini dilakukan dengan membagi upah bulanan dengan 

jumlah jam kerja dalam satu bulan, yang disesuaikan dengan durasi jam 

kerja yang berlaku di perusahaan. 

 

5. Tunjangan Hari Raya dan Cuti 

UU Ketenagakerjaan juga mengatur pembayaran tunjangan hari 

raya dan cuti. Tunjangan hari raya sebesar satu bulan upah dan cuti tahunan 

sebesar upah penuh. Pengusaha wajib membayar tunjangan tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

6. Penyesuaian Upah 

Upah pekerja dapat disesuaikan sesuai dengan inflasi atau 

perubahan kebijakan ekonomi nasional. Mekanisme penyesuaian ini diatur 

oleh peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. 

 

B. Tunjangan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 

Tunjangan dan fasilitas kesejahteraan pekerja menjadi elemen vital 

dalam memastikan kondisi kerja yang layak dan meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kerja. Kerangka regulasi yang mengatur hal ini 

mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.  

 

 

1. Tunjangan Keluarga 
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Tunjangan keluarga adalah salah satu bentuk tunjangan yang 

diberikan kepada pekerja untuk memberikan dukungan ekonomi 

kepada keluarganya.  

2. Tunjangan Jabatan 

Tunjangan jabatan merupakan bentuk penghargaan kepada pekerja 

yang menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan.  

3. Tunjangan Kinerja 

Tunjangan kinerja diberikan kepada pekerja sebagai penghargaan 

atas pencapaian dan kontribusinya terhadap hasil kerja perusahaan.  

4. Fasilitas Kesejahteraan 

Selain tunjangan, fasilitas kesejahteraan juga menjadi perhatian 

dalam hukum ketenagakerjaan. Ini mencakup fasilitas seperti 

asuransi kesehatan, sarana transportasi, dan program kesejahteraan 

lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja. 

5. Tunjangan Hari Raya 

Tunjangan hari raya merupakan bentuk penghargaan khusus yang 

diberikan kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.  

6. Tunjangan Lainnya 

Pengaturan mengenai tunjangan lainnya dapat bervariasi 

tergantung pada peraturan perusahaan dan kesepakatan antara 

pekerja dan pengusaha. Tunjangan ini dapat mencakup berbagai 

aspek, seperti tunjangan pendidikan atau tunjangan untuk 

keperluan tertentu. 

 

C. Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan 

Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi bagian integral 

dalam upaya memberikan perlindungan kesejahteraan pekerja di 

Indonesia. Sistem ini dirancang untuk melibatkan pekerja dalam skema 

keamanan sosial yang melibatkan aspek kesehatan dan kecelakaan kerja. 

 

  

1. Asuransi Kesehatan 
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Asuransi kesehatan bagi pekerja diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Pasal 109 menyatakan bahwa 

setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dari 

perusahaan.  

2. Ketenagakerjaan 

Perlindungan asuransi ketenagakerjaan mencakup risiko kecelakaan 

atau penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Ini termasuk kecelakaan 

kerja, penyakit akibat kerja, dan cacat tetap total atau sebagian.  

3. Sistem Jaminan Sosial 

Di samping asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, Indonesia juga 

memiliki sistem jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, 

kecelakaan kerja, dan pensiun.  

4. Partisipasi Perusahaan 

Perusahaan diwajibkan berpartisipasi dalam skema asuransi kesehatan 

dan ketenagakerjaan untuk pekerja mereka. Pembayaran premi 

menjadi tanggung jawab perusahaan guna memastikan perlindungan 

kesejahteraan pekerja dalam melaksanakan tugas pekerjaan. 

5. Peran BPJS 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki peran sentral 

dalam implementasi program asuransi kesehatan dan 

ketenagakerjaan. BPJS mengelola pendaftaran, pembayaran premi, 

dan penyelesaian klaim, menciptakan sistem yang efektif dan efisien. 

 

D. Perlindungan Buruh Migran 

Perlindungan bagi buruh migran menjadi aspek penting dalam 

kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia. Berbagai regulasi dan 

mekanisme telah diterapkan untuk memastikan hak-hak mereka 

terlindungi selama bekerja di luar negeri.  

 

 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PPMI) 
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Undang-Undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur 

perlindungan dan hak buruh migran Indonesia. PPMI menetapkan 

prinsip-prinsip dasar, hak, kewajiban, serta tanggung jawab 

pemerintah dan pihak terkait dalam melindungi pekerja migran 

Indonesia. 

2. Pendaftaran dan Pelatihan 

Buruh migran diwajibkan mendaftar dan menjalani pelatihan sebelum 

berangkat ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan risiko yang mungkin 

dihadapi selama bekerja di luar negeri. 

3. Perlindungan Hukum 

PPMI menjamin adanya perlindungan hukum bagi buruh migran, 

termasuk hak untuk mendapatkan informasi, bantuan hukum, dan 

perlindungan terhadap eksploitasi atau pelecehan yang mungkin 

terjadi selama bekerja di luar negeri (Piketty, 2014). 

4. Asuransi dan Jaminan Sosial 

Buruh migran mendapatkan jaminan asuransi yang mencakup 

asuransi kesehatan, kecelakaan, dan tanggung jawab hukum. Selain 

itu, mereka juga memiliki hak untuk mengikuti program jaminan 

sosial. 

5. Kantor Perwakilan di Luar Negeri 

Pemerintah Indonesia membuka kantor perwakilan di berbagai negara 

tujuan migrasi untuk memberikan layanan pendampingan dan 

perlindungan kepada buruh migran. Kantor ini berperan dalam 

penyelesaian masalah, pengawasan, dan pemberian informasi kepada 

buruh migran. 
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BAB XIV  
PERUBAHAN DAN TANTANGAN 

TERKINI DALAM HUKUM 

TENAGA KERJA 

 

 

A. Pengaruh Teknologi dan Globalisasi 

1. Pengaruh Teknologi dalam Hukum Tenaga Kerja 

Teknologi berperan kunci dalam transformasi dunia kerja. 

Penerapan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah 

cara pekerjaan dilakukan, menciptakan tantangan baru dalam hal hak-hak 

pekerja, privasi, dan keamanan pekerjaan. Pengaruh teknologi dalam 

hukum tenaga kerja mencakup berbagai aspek yang memengaruhi cara 

organisasi dan pekerja berinteraksi serta menjalankan tugas-tugasnya. 

Secara signifikan, teknologi telah mengubah lanskap ketenagakerjaan 

dengan memperkenalkan platform digital untuk merekrut karyawan, 

mengelola kinerja, dan melakukan komunikasi di tempat kerja. Penerapan 

teknologi seperti sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) atau 

platform manajemen kinerja memungkinkan perusahaan untuk 

mengotomatisasi proses-proses yang sebelumnya memakan waktu dan 

sumber daya, seperti evaluasi kinerja dan pelaporan data.  

Namun, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan 

hukum baru, termasuk isu privasi data, keamanan informasi, dan 

perlindungan hak-hak karyawan dalam lingkungan digital. Penerapan 

teknologi di tempat kerja juga dapat memicu perdebatan tentang 
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bagaimana menyeimbangkan kebutuhan efisiensi operasional dengan hak-

hak pekerja, seperti hak atas privasi dan perlindungan terhadap 

pemantauan yang tidak sah. Oleh karena itu, hukum tenaga kerja harus 

terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memastikan 

bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi, dan memberikan kerangka kerja 

yang jelas untuk penggunaan teknologi di tempat kerja yang adil dan aman. 

 

2. Globalisasi dan Tantangan untuk Hukum Tenaga Kerja 

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam 

paradigma kerja dan hubungan tenaga kerja di seluruh dunia, yang pada 

gilirannya menghadirkan sejumlah tantangan bagi hukum tenaga kerja. 

Pertama, dengan adanya globalisasi, perusahaan semakin cenderung untuk 

mengejar efisiensi biaya dengan cara memindahkan produksi atau layanan 

ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Hal ini 

seringkali mengakibatkan tekanan pada standar upah dan kondisi kerja di 

negara-negara tujuan. Tantangan lainnya adalah mobilitas tenaga kerja 

yang meningkat, dengan banyak pekerja bermigrasi lintas batas untuk 

mencari peluang kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 

perlindungan hak-hak pekerja migran dan pengakuan atas hak-hak mereka 

di tempat kerja.  

Selain itu, globalisasi juga menghadirkan tantangan terkait dengan 

kepatuhan hukum antarnegara, karena perusahaan sering kali beroperasi di 

berbagai yurisdiksi yang memiliki peraturan tenaga kerja yang berbeda-

beda. Oleh karena itu, hukum tenaga kerja harus mampu beradaptasi 

dengan dinamika globalisasi untuk memastikan perlindungan yang 

adekuat terhadap hak-hak pekerja, mengatasi kesenjangan antara negara-

negara, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan pekerja di era global 

yang terhubung erat ini. Permeabilitas batas-batas nasional memungkinkan 

perusahaan untuk beroperasi di berbagai negara, memperkenalkan 

dinamika baru dalam pengaturan hubungan industrial dan hak-hak pekerja. 

Bamber et al. (2004) menyoroti peran regulasi nasional dalam menghadapi 

tantangan globalisasi. Globalisasi dapat membawa dampak positif dalam 
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hal transfer pengetahuan dan teknologi, namun juga dapat menciptakan 

persaingan yang intensif dan menekan hak-hak pekerja. 

 

3. Tantangan Etis dan Keamanan Data 

Tantangan etis dan keamanan data merupakan isu yang semakin 

relevan dalam konteks kerja modern. Pertumbuhan teknologi informasi 

telah memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menyimpan 

sejumlah besar data pribadi karyawan, mulai dari informasi identitas 

hingga data kesehatan dan kinerja. Namun, penggunaan dan pengelolaan 

data ini menghadirkan sejumlah tantangan etis terkait privasi dan 

keamanan informasi. Perusahaan harus memastikan bahwa data karyawan 

diolah dan disimpan dengan cara yang aman dan terjamin, mengikuti 

standar keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi sensitif dari 

akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.  

Di sisi lain, perusahaan juga dihadapkan pada tantangan etis terkait 

penggunaan data karyawan, seperti pengambilan keputusan berbasis 

algoritma yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja atau promosi. 

Penerapan kebijakan dan praktik yang adil dan transparan dalam 

penggunaan data menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan 

privasi karyawan dihormati. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

mengembangkan pedoman etis yang jelas dan memastikan bahwa sistem 

keamanan data mereka memenuhi standar yang diperlukan untuk 

melindungi informasi pribadi karyawan, sambil tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman di tempat kerja. 

 

4. Perlindungan dan Adaptasi Hukum Tenaga Kerja 

Perlindungan dan adaptasi hukum tenaga kerja menjadi semakin 

penting dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di tempat 

kerja modern. Perlindungan hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa 

hak-hak karyawan dihormati dan dilindungi, baik dalam hal upah, jam 

kerja, keamanan kerja, maupun perlakuan yang adil dan tidak 

diskriminatif. Di sisi lain, adaptasi hukum tenaga kerja menjadi krusial 

untuk menjawab perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika pasar 
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yang terus berubah. Hukum tenaga kerja harus mampu mengakomodasi 

tren baru seperti pekerjaan jarak jauh, kontrak kerja fleksibel, dan 

mobilitas tenaga kerja yang meningkat. Selain itu, hukum harus mampu 

menanggapi tantangan etis terkait dengan penggunaan teknologi dan 

pengelolaan data karyawan. Hal ini membutuhkan upaya untuk 

menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang ada dengan realitas kerja yang 

baru, sambil tetap memastikan perlindungan hak-hak pekerja. 

Perlindungan dan adaptasi hukum tenaga kerja harus dilakukan secara 

berkelanjutan dan kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, serikat 

pekerja, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa 

hukum dapat menjawab kebutuhan dan tantangan kerja masa kini dan 

mendatang dengan tepat. 

 

B. Perubahan Regulasi Di Era Kontemporer 

1. Fleksibilitas Kerja 

Salah satu perubahan signifikan dalam regulasi adalah peningkatan 

fleksibilitas kerja. Regulasi terkait jam kerja, istirahat, dan bentuk 

pekerjaan non-tradisional seperti pekerja lepas (gig workers) menjadi 

fokus utama. Fleksibilitas kerja mengacu pada praktik di mana karyawan 

memiliki kemampuan untuk menyesuaikan jadwal kerja, lokasi kerja, atau 

jenis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Hal ini 

mencakup berbagai bentuk, termasuk kerja jarak jauh, jadwal fleksibel, 

kontrak kerja sementara, atau pekerjaan paruh waktu. Fleksibilitas kerja 

memberikan keuntungan bagi karyawan dengan memungkinkan mereka 

untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan 

pribadi, mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja.  

Selain itu, fleksibilitas kerja juga dapat meningkatkan keterlibatan 

dan produktivitas karyawan dengan memberikan mereka kontrol lebih 

besar atas lingkungan kerja mereka. Bagi perusahaan, fleksibilitas kerja 

dapat membantu meningkatkan retensi karyawan, mengurangi biaya 

operasional, dan meningkatkan fleksibilitas dalam merespons perubahan 

pasar atau kebutuhan bisnis. Namun, tantangan juga muncul terkait dengan 
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manajemen dan pengawasan karyawan yang bekerja secara fleksibel, serta 

dalam memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan karyawan tetap 

terjaga. Oleh karena itu, implementasi fleksibilitas kerja yang efektif 

membutuhkan kerangka kerja yang jelas, komunikasi yang baik antara 

manajemen dan karyawan, serta kebijakan yang adil dan inklusif yang 

memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terkait. 

 

2. Perlindungan Pekerja Migran 

Perlindungan pekerja migran adalah aspek penting dalam hukum 

tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan 

pekerja yang bekerja di luar negara asal mereka. Pekerja migran sering kali 

rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan di tempat kerja karena 

kekurangan perlindungan hukum, keterbatasan akses terhadap layanan 

sosial dan kesehatan, serta ketidakmampuan untuk membela diri sendiri 

secara efektif. Oleh karena itu, perlindungan pekerja migran mencakup 

berbagai aspek, termasuk hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang 

aman dan sehat, akses terhadap layanan kesehatan, serta perlindungan 

terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan di tempat kerja. Negara-

negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran di 

bawah hukum internasional dan nasional, serta untuk memastikan bahwa 

mereka diperlakukan dengan adil dan setara dengan pekerja lokal. Selain 

itu, kerja sama antarnegara dalam hal regulasi migrasi, pengawasan, dan 

penegakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja 

migran dipatuhi dan dilindungi secara efektif. Dengan meningkatkan 

perlindungan pekerja migran, kita dapat memastikan bahwa mereka dapat 

bekerja dengan layak dan bermartabat, serta memberikan kontribusi yang 

berarti terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di negara tempat 

mereka bekerja. 

 

3. Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi 

Perubahan regulasi juga mendorong agenda kesetaraan dan anti-

diskriminasi. Regulasi yang lebih ketat terhadap diskriminasi gender, ras, 

dan orientasi seksual menjadi bagian penting dalam mewujudkan 
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lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Kesetaraan dan anti-diskriminasi 

adalah prinsip-prinsip yang mendasar dalam hukum tenaga kerja yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang 

sama terhadap kesempatan kerja, perlakuan yang adil, dan perlindungan 

hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, atau 

karakteristik lainnya. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap 

individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, 

mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara, serta memiliki 

akses yang sama terhadap promosi dan peluang karier.  

Di sisi lain, prinsip anti-diskriminasi melarang perlakuan yang 

tidak adil atau diskriminatif terhadap individu berdasarkan karakteristik 

yang tidak relevan dengan kinerja kerja mereka. Ini mencakup tindakan 

seperti membatasi akses ke pekerjaan atau pelatihan, memberikan upah 

yang tidak setara, atau memperlakukan seseorang secara tidak adil dalam 

hal promosi atau penilaian kinerja. Perlindungan terhadap kesetaraan dan 

anti-diskriminasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

inklusif, adil, dan produktif, serta untuk memastikan bahwa hak-hak dan 

martabat semua pekerja dihormati dan diakui. Dengan mematuhi prinsip-

prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang beragam, 

inovatif, dan memperkaya, yang berkontribusi pada keberhasilan 

organisasi secara keseluruhan. 

 

4. Perlindungan Terhadap Privasi dan Data Pekerja 

Perlindungan terhadap privasi dan data pekerja adalah aspek 

penting dalam hukum tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi 

informasi pribadi dan sensitif karyawan dari penyalahgunaan atau akses 

yang tidak sah. Hal ini mencakup informasi seperti data identitas, 

informasi keuangan, riwayat medis, dan informasi lain yang terkait dengan 

pekerjaan mereka. Perlindungan ini memastikan bahwa perusahaan tidak 

menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin yang 

tepat, dan bahwa informasi tersebut disimpan dengan aman dan dijaga 

kerahasiaannya. Dalam era digital dan teknologi informasi yang semakin 

maju, tantangan terkait privasi dan data pekerja semakin meningkat. 
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Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa 

sistem mereka aman dari serangan cyber dan bahwa data pekerja tidak 

disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.  

Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi peraturan dan standar 

perlindungan data yang berlaku, seperti Regulasi Umum Perlindungan 

Data (GDPR) di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) di beberapa negara. Dengan menerapkan kebijakan dan 

praktik yang ketat terkait dengan privasi dan keamanan data pekerja, 

perusahaan dapat memastikan bahwa informasi pribadi karyawan tetap 

terlindungi, membangun kepercayaan dengan karyawan, dan mematuhi 

standar etika dan hukum yang berlaku.Dengan munculnya teknologi, 

perlindungan terhadap privasi dan data pekerja menjadi perhatian krusial. 

Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni 

Eropa menetapkan standar baru dalam mengelola informasi pekerja. 

Perlindungan privasi dan etika dalam penggunaan data menjadi elemen 

penting dalam perubahan regulasi ini. 

 

C. Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tenaga Kerja 

1. Tantangan Globalisasi dan Mobilitas Pekerja 

Tantangan dalam mengatasi perbedaan regulasi antar negara dan 

perlindungan terhadap pekerja migran memerlukan kerja sama 

internasional yang erat. Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan 

perjanjian internasional seperti Konvensi ILO No. 181 tentang Agensi 

Pekerja Swasta Memberikan Layanan Pekerjaan yang Terkait dengan 

Migrasi menjadi penting dalam merumuskan solusi yang efektif. 

 

2. Teknologi dan Fleksibilitas Pekerjaan 

Tantangan dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika 

pekerjaan yang semakin fleksibel dan tidak terstruktur perlu diatasi. 

Tantangan dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika pekerjaan yang 

semakin fleksibel adalah kompleksitas mengakomodasi kebutuhan dan 

hak-hak pekerja dalam lingkungan kerja yang terus berubah. Fleksibilitas 
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kerja seperti kerja jarak jauh, kontrak sementara, atau pekerjaan lepas 

semakin umum, menghadirkan tantangan bagi regulasi ketenagakerjaan 

yang lebih tradisional yang mungkin belum memperhitungkan perubahan 

ini. Regulasi harus mampu mengakomodasi perlindungan yang setara bagi 

pekerja dengan berbagai jenis kontrak, memastikan bahwa hak-hak mereka 

tetap terjaga tanpa mengorbankan kebutuhan perusahaan untuk 

fleksibilitas dan efisiensi.  

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pekerja fleksibel 

memiliki akses yang sama terhadap tunjangan seperti asuransi kesehatan, 

cuti, atau pensiun, yang mungkin tidak selalu dijamin dalam kontrak kerja 

yang fleksibel. Selain itu, regulasi juga harus mampu mengatasi isu-isu 

baru terkait dengan hak-hak digital dan privasi di tempat kerja yang 

semakin terhubung secara digital. Untuk mengatasi tantangan ini, regulasi 

ketenagakerjaan perlu terus diperbaharui dan disesuaikan dengan 

perkembangan tren kerja dan teknologi, melalui dialog antara pemerintah, 

perusahaan, serikat pekerja, dan ahli hukum. Dengan demikian, regulasi 

dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kebutuhan 

bisnis dalam lingkungan kerja yang semakin fleksibel. 

 

3. Perlindungan Pekerja Informal 

Tantangan utama melibatkan pengembangan mekanisme 

perlindungan yang efektif dan tanggap terhadap realitas sektor informal. 

Penelitian oleh Chen dan Carré (2020) memberikan wawasan tentang 

strategi perlindungan pekerja di sektor informal. Perlindungan pekerja 

informal adalah isu yang penting dalam hukum tenaga kerja yang 

bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja yang 

bekerja dalam sektor informal atau tanpa kontrak formal. Pekerja informal 

sering kali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, asuransi 

kesehatan, atau perlindungan hukum yang memadai, membuat mereka 

rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan di tempat kerja. Mereka 

mungkin tidak memiliki upah minimum yang dijamin, tidak memiliki jam 

kerja yang teratur, atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap 

pelatihan dan pengembangan keterampilan.  
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Perlindungan pekerja informal melibatkan pembentukan kebijakan 

dan regulasi yang memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan 

yang adil, upah yang layak, dan akses yang sama terhadap layanan sosial 

dan kesehatan seperti pekerja formal. Ini juga mencakup upaya untuk 

memperluas cakupan perlindungan sosial untuk mencakup pekerja 

informal, termasuk program-program seperti asuransi kesehatan, pensiun, 

dan tunjangan lainnya. Perlindungan pekerja informal juga memerlukan 

kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi 

non-pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja ini diakui dan 

dihormati, serta untuk mengurangi kesenjangan antara pekerja formal dan 

informal. Dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja 

informal, kita dapat memastikan bahwa mereka juga memiliki akses yang 

sama terhadap kondisi kerja yang layak dan kesejahteraan seperti pekerja 

formal, serta memperkuat keadilan dan inklusi dalam pasar tenaga kerja 

secara keseluruhan. 

 

4. Partisipasi Pekerja dalam Proses Keputusan 

Tantangan dalam menjamin partisipasi pekerja dalam proses 

pengambilan keputusan organisasi juga memerlukan perhatian khusus. 

Hak untuk berorganisasi dan berkumpul, sebagaimana diatur oleh 

Konvensi ILO No. 87 dan No. 98, harus dihormati dan diperkuat. 

Tantangan dalam menjamin partisipasi pekerja dalam proses pengambilan 

keputusan organisasi meliputi sejumlah aspek yang memengaruhi 

keterlibatan aktif karyawan dalam proses tersebut. Salah satu tantangannya 

adalah menciptakan budaya organisasi yang mendorong dan menghargai 

kontribusi serta masukan dari seluruh tingkatan karyawan, dari tingkat 

manajerial hingga level operasional. Selain itu, terdapat hambatan 

struktural yang dapat menghalangi partisipasi pekerja, seperti kurangnya 

transparansi dalam komunikasi organisasi, hirarki yang kaku, atau 

kurangnya mekanisme formal untuk menyampaikan pendapat dan 

masukan.  

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga dapat memengaruhi sejauh 

mana karyawan merasa nyaman untuk menyuarakan pendapat mereka 
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dalam lingkungan kerja. Perlunya menyediakan pelatihan dan pendidikan 

tentang pentingnya partisipasi pekerja serta memberikan insentif yang 

sesuai untuk mendorong keterlibatan dapat menjadi tantangan tambahan. 

Terakhir, perubahan dalam dinamika industri dan lingkungan ekonomi 

juga dapat memengaruhi partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan 

organisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu membangun 

sistem yang inklusif dan terbuka, yang memperhatikan kepentingan dan 

perspektif semua pemangku kepentingan, dan memberikan ruang bagi 

partisipasi pekerja dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi 

mereka. Dengan cara ini, organisasi dapat memanfaatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman karyawan secara lebih efektif, 

meningkatkan keterlibatan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja 

yang lebih berdaya dan responsif.     
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BAB XV 
STUDI KASUS 

 

 

A. Kasus 1: Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Adil 

PHK di Era Pandemi 

1. Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 menciptakan krisis kesehatan global dan 

merambat menjadi krisis ekonomi. Langkah-langkah pembatasan, 

lockdown, dan penurunan aktivitas bisnis menyebabkan banyak 

perusahaan menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan. Sebagai 

respons terhadap tekanan ekonomi, sebagian besar perusahaan di berbagai 

sektor harus mengambil keputusan sulit untuk melakukan PHK demi 

menjaga kelangsungan bisnis mereka (Jeffrey Pfeffer &  Williams, 2020). 

 

2. Dampak Pandemi terhadap Pekerja 

Jutaan pekerja di seluruh dunia mengalami dampak langsung dari 

PHK ini. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan mereka tetapi juga 

menghadapi ketidakpastian ekonomi dan masalah keuangan pribadi. 

Selain itu, banyak pekerja yang terpaksa berhenti karena kondisi pekerjaan 

yang tidak memungkinkan kerja jarak jauh atau tidak dapat beradaptasi 

dengan perubahan tuntutan pasar. 

 

3. Tindakan Perusahaan dalam Menghadapi Krisis 

Beberapa perusahaan mengambil langkah proaktif untuk 

menyelamatkan pekerjaan dan menciptakan inovasi untuk tetap beroperasi 

selama pandemi. Namun, bagi sebagian perusahaan, PHK menjadi opsi 

terakhir untuk mengurangi biaya operasional dan menjaga keberlanjutan 
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bisnis. Keputusan ini sering kali didasarkan pada analisis keuangan dan 

proyeksi bisnis yang menunjukkan ketidakpastian jangka panjang 

(Wadsworth &  Walters, 2019). 

 

4. Dilema Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Langkah-langkah seperti PHK memunculkan dilema etika dan 

pertanyaan seputar tanggung jawab sosial perusahaan. Sejumlah kritik 

muncul terkait keputusan perusahaan untuk memberhentikan pekerja di 

tengah krisis, khususnya jika perusahaan memiliki cadangan keuangan 

yang cukup untuk mendukung pekerja selama beberapa bulan.  

 

5. Tindakan Pemerintah dan Kebijakan Perlindungan Pekerja 

Berbagai negara merespon situasi ini dengan mengeluarkan 

kebijakan perlindungan pekerja, termasuk bantuan keuangan langsung, 

bantuan tunai, atau program pelatihan keterampilan untuk membantu 

pekerja yang kehilangan pekerjaan. Namun, implementasi kebijakan ini 

bervariasi di setiap negara, dan banyak pekerja mungkin tetap menghadapi 

tantangan dalam mendapatkan dukungan yang memadai. 

 

6. Peluang dan Tantangan di Masa Depan 

Kondisi ekonomi yang tidak pasti dan perubahan dalam pola kerja 

menjadi peluang dan tantangan di masa depan. Adopsi teknologi untuk 

mendukung pekerjaan jarak jauh, investasi dalam pelatihan keterampilan 

baru, dan penyesuaian strategi bisnis menjadi kunci untuk mengatasi 

dampak jangka panjang dari pandemi ini (Smit et al., 2020). 

 

7. Kesimpulan 

Pandemi Covid-19 telah mengguncang dunia dan merubah lanskap 

pekerjaan secara signifikan. PHK yang melibatkan jutaan pekerja 

menunjukkan kompleksitas tantangan ekonomi dan etika yang dihadapi 

perusahaan. Dalam menanggapi situasi ini, penting bagi perusahaan dan 

pemerintah untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang 
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berkelanjutan dan adil untuk mendukung pekerja di tengah perubahan yang 

terus berlanjut. 

 

B. Kasus 2: Perselisihan Antara Pengusaha dan Serikat Pekerja 

Kasus Perselisihan PHK di PT. Isuindomas Putra 

1. Latar Belakang Kasus 

PT. Isuindomas Putra, sebuah perusahaan di Aceh, menghadapi 

tekanan ekonomi yang signifikan karena sejumlah faktor, termasuk 

perubahan pasar dan dampak pandemi global. Dalam upaya untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang sulit, perusahaan 

memutuskan untuk melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan. Pekerja 

yang terkena dampak PHK merasa bahwa langkah ini tidak sesuai dengan 

hak-hak mereka berdasarkan undang-undang tenaga kerja yang berlaku. 

 

2. Tuntutan Pekerja dan Negosiasi Awal 

Sejumlah pekerja yang di-PHK menuntut hak-hak mereka, 

termasuk pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

mengatur PHK. Mereka menyampaikan tuntutan mereka kepada 

manajemen perusahaan, namun negosiasi awal tidak mencapai 

kesepakatan. Kondisi ini memicu eskalasi konflik, dan pekerja 

memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak ketiga untuk mediasi. 

 

3. Proses Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 

Aceh 

Dalam upaya mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah 

pihak, pemerintah setempat melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh sebagai mediator. Proses mediasi dimulai dengan 

pertemuan antara perwakilan pekerja, perwakilan perusahaan, dan 

mediator. Pada tahap awal, mediator bertujuan untuk menciptakan 

atmosfer yang kondusif bagi dialog terbuka dan konstruktif. 
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4. Identifikasi Isu dan Pemecahan Masalah 

Mediator memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi isu-isu 

utama yang menjadi sumber perselisihan. Isu-isu tersebut dapat melibatkan 

hak pesangon, tunjangan, atau persyaratan lain yang diatur oleh undang-

undang tenaga kerja. Setelah identifikasi isu-isu tersebut, mediator bekerja 

sama dengan kedua belah pihak untuk merumuskan solusi yang dapat 

diterima oleh semua pihak (Indonesia, 2003). 

 

5. Negosiasi dan Kesepakatan 

Proses negosiasi di dalam mediasi dilakukan secara kolaboratif. 

Pekerja dan perusahaan diajak untuk saling mendengarkan dan memahami 

posisi serta kepentingan masing-masing. Mediator membantu 

mengarahkan diskusi menuju kesepakatan yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak. Kesepakatan akhir mencakup 

berbagai elemen, termasuk jumlah pesangon, pemutihan rekam jejak 

pekerja, dan kesepakatan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 

6. Implementasi Kesepakatan 

Setelah tercapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah 

implementasi. Pihak mediator memastikan bahwa semua poin kesepakatan 

dijalankan sesuai dengan yang telah disepakati. Implementasi ini 

mencakup pembayaran pesangon, pemenuhan hak-hak lainnya, dan tindak 

lanjut lainnya yang diatur dalam kesepakatan. 

 

7. Pembelajaran dan Rekomendasi untuk Masa Depan 

Kasus ini memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya 

komunikasi terbuka, penegakan hukum tenaga kerja, dan peran mediator 

dalam menyelesaikan konflik. Rekomendasi untuk masa depan termasuk 

peningkatan pemahaman perusahaan tentang aturan dan regulasi 

ketenagakerjaan, pengembangan mekanisme internal untuk menanggapi 

ketidakpuasan pekerja, dan peran proaktif pemerintah dalam mendukung 

mediasi (Nakano, 2021). 
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8. Kesimpulan 

Kasus PHK di PT. Isuindomas Putra memperlihatkan kompleksitas 

dinamika hubungan industrial dan pentingnya penyelesaian konflik yang 

adil. Proses mediasi yang melibatkan pihak ketiga seperti Dinas Tenaga 

Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh muncul sebagai metode efektif untuk 

mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. 

 

C. Pembelajaran Dari Kasus-Kasus Terkenal 

1. Kompleksitas Peraturan Tenaga Kerja 

Peraturan tenaga kerja yang beragam dan kompleks seringkali 

menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Pergeseran aturan dan 

kebijakan yang terjadi dari waktu ke waktu dapat menyulitkan pekerja, 

pengusaha, dan bahkan aparat penegak hukum untuk memahami dan 

menerapkan ketentuan dengan konsisten.  

 

2. Keterbatasan Sumber Daya 

Keterbatasan sumber daya, terutama di lembaga-lembaga penegak 

hukum, dapat menjadi hambatan utama dalam menanggapi dan 

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran tenaga kerja. Kekurangan 

personel, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat proses 

penyelidikan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

 

3. Praktik Ilegal 

Praktik-praktik ilegal atau tidak etis di dunia kerja, seperti pekerja 

paksa, diskriminasi, dan pemutusan hubungan kerja yang tidak sah, dapat 

sulit untuk dideteksi dan dibuktikan. Sistem perlindungan hukum tenaga 

kerja harus mampu mengatasi taktik manipulatif dari pihak-pihak yang 

ingin menghindari pertanggungjawaban hukum.  

 

4. Globalisasi dan Fleksibilitas Kerja 

Dengan adanya globalisasi dan perubahan pola kerja, peraturan 

tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang terus 
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berkembang. Fleksibilitas kerja yang semakin tinggi dan peningkatan 

peran teknologi seringkali melebihi kemampuan peraturan perundang-

undangan untuk memberikan perlindungan yang memadai.  

 

5. Keterlibatan Pihak Ketiga dan Organisasi Buruh 

Tantangan juga muncul dari keterlibatan pihak ketiga, seperti 

organisasi buruh dan serikat pekerja. Meskipun mereka berperan dalam 

melindungi hak-hak pekerja, intervensi dan penyelesaian sengketa yang 

melibatkan pihak ketiga seringkali dapat menyulitkan proses penegakan 

hukum dan menambah kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus 

tertentu. 

 

6. Perlindungan bagi Pekerja Informal 

Pekerja informal, seperti pekerja harian atau pekerja rumah tangga, 

seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. 

Tantangan dalam memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi 

merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. 

 

7. Upaya Penyelesaian Alternatif 

Pendekatan penyelesaian alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, 

meskipun dianggap sebagai solusi yang efisien, juga dapat menimbulkan 

tantangan. Keterbatasan penerimaan pekerja terhadap hasil mediasi atau 

arbitrase seringkali memunculkan pertanyaan terkait keadilan dan 

transparansi. 

 

8. Rendahnya Kesadaran dan Pendidikan Hukum 

Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pekerja tentang 

hak-hak mereka serta kurangnya pendidikan hukum dapat menghambat 

kemampuan pekerja dalam melindungi diri mereka sendiri. Pendidikan 

hukum yang kurang dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses 

terhadap keadilan (Smit et al., 2020).  
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BAB XVI 
KESIMPULAN 

 

 

Pentingnya hukum tenaga kerja termanifestasi dalam berbagai 

peraturan dan undang-undang, yang mencakup segala aspek hubungan 

kerja dari perjanjian kerja, hubungan antarpihak, hingga regulasi mengenai 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam mewujudkan hubungan kerja 

yang adil dan seimbang, peran pihak-pihak terkait, termasuk tenaga kerja, 

pengusaha, dan organisasi buruh, menjadi sangat penting. Hubungan kerja 

yang dibangun di atas prinsip keadilan dan hak asasi manusia menjadi 

landasan utama dalam menyikapi perkembangan terkini. 

Buku referensi ini, telah tergambar betapa kompleksnya hukum 

tenaga kerja. Tantangan-tantangan masa kini, seperti kasus PHK di era 

pandemi, menegaskan bahwa hukum tenaga kerja perlu terus berkembang 

mengikuti dinamika zaman. Penegakan hukum tenaga kerja bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari 

berbagai pihak yang terlibat. Dalam menyikapi tantangan ke depan, 

kerjasama antarpihak, keberlanjutan regulasi yang inklusif, serta 

penegakan hukum yang adil dan efektif menjadi pilar-pilar penting menuju 

sistem hukum tenaga kerja yang lebih baik dan seimbang. Dengan begitu, 

hukum tenaga kerja dapat memberikan landasan yang kuat bagi keadilan, 

keseimbangan, dan kesejahteraan dalam dunia kerja Indonesia. 

Buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang 

kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam ranah hukum tenaga 

kerja dan organisasi. Mulai dari isu-isu seperti perlindungan pekerja 

migran, privasi data pekerja, hingga fleksibilitas kerja, menjelaskan 

pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dalam berbagai konteks dan 

situasi. Selain itu, tantangan kompleksitas hukum dan partisipasi pekerja 
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dalam pengambilan keputusan organisasi menunjukkan bahwa 

pengelolaan sumber daya manusia tidaklah semudah yang dulu, 

membutuhkan pendekatan yang holistik dan terpadu untuk memastikan 

keberlanjutan dan keadilan di tempat kerja. Meskipun berbagai tantangan 

ini dapat rumit, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi mereka, 

seperti menyederhanakan regulasi, membangun budaya organisasi yang 

inklusif, dan memastikan keterlibatan aktif karyawan dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan semua aspek ini, 

organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan 

berdaya, yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan baik bagi 

individu maupun organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, 

menghadapi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang bijaksana dan 

berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan akan menjadi kunci 

untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam manajemen sumber 

daya manusia dan pengelolaan organisasi.    
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GLOSARIUM 

 

 

Buruh:  Merujuk pada individu yang bekerja untuk 

memperoleh upah dalam suatu pekerjaan atau 

proyek tertentu. Buruh sering kali terlibat dalam 

aktivitas fisik atau mental yang produktif. 

 

Pengupahan:  Proses penentuan dan pemberian upah kepada 

pekerja atas pekerjaan yang dilakukan. Ini 

melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk 

keterampilan, pengalaman, dan kondisi pasar 

tenaga kerja. 

 

Pemogokan:  Tindakan kolektif pekerja untuk menekan 

pemberi kerja agar memenuhi tuntutan mereka, 

biasanya dengan cara menolak untuk bekerja. 

Pemogokan bisa menjadi alat efektif untuk 

mendorong perubahan di lingkungan kerja. 

 

Hakim:  Pejabat hukum yang memiliki wewenang untuk 

memberikan keputusan hukum dalam suatu 

perkara. Hakim memainkan peran kunci dalam 

penegakan hukum dan keadilan. 

 

Sengketa:  Perselisihan atau ketidaksetujuan antara pihak-

pihak yang melibatkan kepentingan atau hak-hak 

tertentu. Penyelesaian sengketa dapat melibatkan 

proses hukum atau alternatif seperti mediasi dan 

arbitrase. 
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Mediasi:  Metode penyelesaian sengketa yang melibatkan 

pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-

pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. 

Mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih cepat 

dan lebih fleksibel daripada pengadilan. 

 

Arbitrase:  Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju 

untuk menerima keputusan seorang atau beberapa 

arbitrer yang diakui sebagai final dan mengikat. 

 

Ketenagakerjaan:  Bidang hukum yang mengatur hubungan antara 

pekerja dan pemberi kerja. Ini mencakup aturan-

aturan terkait kontrak kerja, upah, dan hak-hak 

pekerja. 
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